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Mcmmbong a. bohwa dalem rang)ca efisiensi, efekuvuas dan terub 
pcngelolaan Anggnran Pcndapatan dan Bclanja Docrah 
serta untuk mclakso.naknn ketenruan Pnsal 7 oyot (2) 
Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tohun 2019 tcnlang 
1'1,ngclolaan Kcuangan Oacrah; 

b. bohwa bcrdosarkan pcrtimbangan sebngatmnna 
dimaksud pada hurur a, pertu mcnctapkan Peraturan 
Bupau Kolnka T,mur tentang Pedoman Pclaksanoan 
Anggnran PcndapatAn dan Bclanja Dacrah Tehun 
Anaaaran 2025. 

Mcnginget : I. Pnsal 18 Ayut (6) Undan11-Undang Dasar Ncgura Rcpublik 
lndoncsm Tahun 1945; 

2. Undang-Und11JJg Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negora (Lembaran Nepro Rq,ubbk Indonesia Tuhun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 
tentang Pcrbcndeharaan Negara (Lembaran Negara 
Rcpubl1k Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambehan 
Lembaran Negara Rq,ubbk Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembenrukan Peraruran Perundang-undangaa (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
52341, scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tehun 2019 tcntang Pcrubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukun 
Pcraruran Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara 
Repubbk Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; 

OENOAN RAHMAT TUHAN YA'IO MAHA ESA 

BUPAT! KOi.AKA TIMUR, 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANMN 
ANGGARAN PENOAPATAN DAN BEi.ANJA OAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

PERATURAN BUPAT! KOi.AKA TIMUR 

NOMOR 32 TAHUN 2024 

BUPATI KOi.AKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembenrukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 540 I); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahon Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagrumana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 ten tang Perubahan kedua atas Undang· 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran 'legara Re-publik Indonesia Tohun 
2015 'fomor 58 Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia 'lomor 5679); 

7. Peratumn Pemerintah :,lomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembe.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 :,lomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. P<,raturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 icntang 
Standar Harp Satuon Regional (Lembaron Negaro 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagalman 
telah diube.h dengan P<,raturon Presiden Nomor 53 Tahun 
2023 tentang Pl:rubahan atas P<,raturan Presidcn Nomor 
33 Tahun 2020 tcntang Stander Sotuan Harga Regional; 

9. Peraturan Mcntcri Oalam Negeri r.omor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
scbllgaimana tclah diubah dcngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pcrubahan 
atas Peraturan Mrnteri Dalam Negcn Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Bento Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

I 0. Peraturan Menteri l'<,kerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Rapubhk Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 
tentang Komisi Iriga.si (Bcrita Negara Rrpublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 640); 

11. Peraruran Mentcri Oalam Negcri Nomor 77 Tahun 2020 
tenta.ng Pl:doma.n Tekn,s Pengelolaan Keuangan Docrah ( 
Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ); 

12. Peraturan \1cnteri Kcuangi,n Nomor 39 Tahun 2024 
tcntang Sta.ndar Bieya Masuka.n Tahun Anggaran 2025 

13. Peraruran Oacrah Nomor 16 Tahun 2021 rentang 
Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupatcn 
Kolaka Timur 21 Tahun 2016 tcatang Pcmbcntukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
(Lembaran Dncrah Tahun 2018 Nomor 3): 

14. Surat Mcnteri Dalam Negeri Nomor 
900.1.15.2/15920/KEUOA tanggal 19 Oktober 2023 
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Pasal I 

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dunaksud dengan: 
I. Pemcrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatcn Kolnka 

Timur. 
2. Bupau adalah Bupau Kolaka Timur. 
3, Dewan Pernnkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

d1s1nglwt DPRD adalah Dowen Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur 

4. Angguran Pendapatan dan BclnnJa Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rcnc:ana kcunngan tahunan 
Pemenntoh Daerah yang dtletapkan dengan Peraturan 
Doerah "8bupaten Kolaka Timur 

5. Kcuangan Dacrah adalah semua hak dan kcw,ljiban 
dacrah dalam rangka penyelengguraan Pemerintahan 
Dacnth ynng dapat d,nilai dcngan uang termasuk di 
dalrunnya IK'Rllla bentuk kekayaan yang berhu bungan 
dcngan hak dan kev.ajiban daerah tersebut, 

b. Pengelolaan Kcuangun Daerah adulsh keseluruhun 
kegiatan yang mchput, perencanaan, pelaksunaan, 
pcnatausahaan, pclaporan, pcrtanggung-jawaban, dan 
pengawasan Keuangan Dacrah. 

7. Kcwcnongan Docrah adalah kewenangan duerah 
Kabupaten Kolaka Timur sebaRru daerah otonom untuk 
mcngatur dan mcngurus kcpcntingan masyarakat 
menurut prakars.a ~ndui berdasark.an aepirasi 
masyarakat sesuw peraturan perundang-undangan, 

8. Satuan Kcl)a Pengclola Kcuangan Dacrah yang 
setanjutnye d1s,ngkat SKPKD odalah Perangkat Daerah 
pada pemerintah dacrah selaku pengguna 
anggnron/pcngguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan kcuangan daerah, 

9. B,aya penunjang Opcras,onaJ adalah b1aya untuk 
mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wak:il 
Kepala Daerah. 

10. Pcmegang Kekuasaan Pcngelolaan Kcuangan Daerah 
adalah Kepala Dacrah yang karena Jabatannya 
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengetolaan Keuangan Daerah. 

11. Pc1abat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disebut PPKO adalah Kepala Slltuan KCl)a Pengelola 
Keuang.an Dacrah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pcngelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Dacrah. 

teotang Penjelasan Pelaksaoaan dan Pertanggungiawaban 
Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah; 

15. Su.rat Menteri Dalam Negeri Nomor 
900.1.15.1/21143/Kcuda tanggal 12 Desember 2024 
tentang Pedoman Pelaksanaao Anggaran Pendapatan dan 
Bc\anja Daerah TA 2025. 

MEMUTUSKAN : 
Mcnetapkan · PERATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANOOARAN PENDAPATA~ DAN BELA~JA PENDAPATAN 
DAERAH TAHUN ANOOARAr,;' 2025 
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12. Bcndahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasi1as sebagai 
bendahara umum daerah. 

13. Kuasa Bcndahara Umum Dacrah yang selanjutnya 
disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang dibcri kuasa 
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

14. Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disebut PA adalah 
Pejabat Pemegang Kewenangan PenggunaAnggaran untuk 
melaksanakan rugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disebut KPA 
adalah Pejaba1 vang diberi Kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebogian 1ugas dan fungsi SKPD. 

16. Pejabat Pembuat Komitmen selanjuinye di sebut PPK 
adalah P,,jaba1 yang bertanggungjawab alas pelaksanann 
pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksnnaan 
APBD/ APBD P, PPK dijaba1 oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa P<engguna Anggaran. 

17 P<,Jnbal Penatausahaan Kcuangan $1,,'PD yang selanjutnya 
disebut PPK·SKPD adalah pejabat yang mclaksanakan 
rungs, tata usaha keuangan SKPD. 

18. P<,jabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang sclanjutnyn 
d131ngkat PPTK adalah peJabat pada Unit Kerja di SKPD 
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiaian dan 
suatu Program scsua, dengan b1dang tugasnya. 

19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungs,onal ynng 
dttunjuk untuk mencrima. m('ny1mpan, menyerorkan. 
menutausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang 
pendapat daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

20. Bcndahara Pengcluaran adalah Pejabat Fungsional yang 
d1tunJuk meneruna, menyrmpan, membnyarkan 
mcnatausahakan, dan mempcnanggung jawabkan uang 
untuk keperluan bclanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

21. Bcndahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat 
Fungsiona! yang ditunjuk untuk menenma, menyunpan, 
mcnyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung 
jawabkan uang pendJpatan daerah dalam rangka 
pclaksanaan APBD pada SKPD. 

22. Bcndahara P<,ngeluaran Pembantu adalah Pejaba1 
Fungsionat yang d.Jtunjuk menenma, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mcmpcrtanggung 
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

23. Pengurus Barang M1hk Daerah adalah pegawai yang 
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah daJam 
proses pemakaian yang ada di setiap satuan kcrja 
perangkat daerah/unil kerje, 

24. Pcngelola Barang \lilik Daerah selanjutnya disebut 
pengelola adalah pejabat yang berwenang dan 
bettanggungjawab mel.akukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah. 

25. Tim Anggaran P<emenntah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah um yang dibcntuk dengan 
keputusan Kepala Daerah dan dipimpio oleh Sekretaris 
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Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Kepala Dacrah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKO dan pejabal lainnya sesuai 
dengan kebutuhan. 

26. Rckening Kas Umum Daerah adalah rekening tempa: 
pcnyimpanan uang daerah yang ditcruukan oteh Kepate 
Daerah untuk menampung seluruh pcnerimaan daerah 
dan digunakan uruuk mcmbayar scluruh pcngctuaran 
daerah pada Bank yang ditetapkan. 

27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk kc kns 
daerah. 

28. Pengeluarah Oacrah adalah uang yang keluar dari kas 
dacrah. 

29. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang 
diakui scbagni pcnambnh nilai kckayaan bersih. 

30. Belanja Oaeroh odolnh Kewojibnn Pernerintah Oaeroh 
yang diaku! sebagai pengurang niloi kekaynan bersih. 

3 I. Surplus Anggaran Oaerah ndalnh seli~ih leb1h antnra 
pcndapatan dacrah dan bclanjn dacrah. 

32. Defisit Anggornn Dacrnh adalah selisih kurang untara 
pendapatan daerah don belonjo dneroh. 

33. Pembiayaan Dnernh adalah scmua pencrimnnn ynng perlu 
dibuyur kembnli dun/ atau pengelunran yang 11kt111 
dlterima kcmboli, baik pada rahun anggomn yang 
bersnngkutan mnupun podu tahun tehun onggaran 
berlkulnyo. 

34. Sisa Lcbih Perhitungnn Anggaran yong sclonjutnya 
dislngkat SILPA udalah selisih lebih reulisasi pcnerimoun 
don pcngcluornn anggarnn selamn 30tu pcrtode anggaran. 

35. J>iutang Daernh odoluh [umlah unng yang wajib dibayar 
kepndn perncrintah dncrah dan/otou hok pcmcrintah 
daerah yang duput dimlai dcngon uang sebagai akibat 
perjunjion atau akibat lalnnyo bcrdasarknn pcraturan 
pcrundang undangan ntau akibat loinnyn yong son. 

36. utang Daeruh uduluh jurnlah uang yang wujib dlbayar 
pcmcrintnh dacrah dan/otau kcwajiban pcmerintah 
daeroh yang dapat dinilui dengan uang berdusurkan 
pcraturan pcrundang-undangan, pcrjnnjian, atau 
berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

37. Biaya Tidok Terduga mcrupakon belnnja untuk kcgiatan 
yang sifatnya tidal< blasa/tanggap darurot dalom rangka 
pencegahan dan gangguan terhadap st11 bilitas 
penyclcngga.raan pcmcrintahan demi tercipianya 
keamanan clan kctcrtiban di daerah dan tidak diharapkan 
berulang, sepcrti pcnanggulangan bencana alam dan 
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, 
termasuk pcngcmbalian ates kclcbihan pcncrimaan 
dacrah lahun scbclumnya yang didukung dengan bukti 
bukti yang sah, 

38. Dana cadangan adalah dana yang disisipkan guna 
menda.nai kegiatan yang memerlukan dana re1atiC besar 
yang lidnk dapal dipcnuhi dalam a.atu tahun anggo.ran. 

39. Hibah ndalah pemberian uang/barang atau jasa dari 
pcmerintah daerah kepada pemerintah atau pcmcrintah 
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 
organisasi kcmasyarakatan, yang secara spesifik telah 
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diretapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mcngikat, serta tidal< seeara terus mcncrus yang 
bcrtujuan untuk menunjang penyelenggeraan urusan 
pcmerintah daerah. 

40. Banruan sosial adalah pembcrian bantuan bcrupa 
uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarkat yang sifamya 
ndak seeara terus menerus clan selektif yang bertujuan 
untuk mclindungi dari kcmungkinan terjadinya resiko 
sosial. 

41. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 
menlmbulkan pcnensi rerjadinya kerentanan sosial yang 
d1tanggung olch indi\'1du, keluarga, kelompok dnn/ntau 
masyarakat scbagai dampak krisis sosial, krisisi ekonomi, 
krisis polink, renomena alam dan bencana alam yang jika 
lidak dibcrikan bclanja bantuan sosial akan semakin 
terpuruk dan lidak dapat hidup dalarn kond,si wajar. 

42. Naskah l't'rjanjian Hibah Daerah sdanjutnya disingkap 
NPHD adalah naskah perjanjian h1bah yang bersumber 
dnri Anggaran l't'ndapatan dan Belanja Darrah aruara 
pemerintah daerah dengan penerima hibah. 

43. trwestass adalah pcnggunaan aset untuk mernperoleh 
manraat ekonerms seperu bunga, deviden, royalti, manraat 
sosial dan/a1au manraat laannya schmgga depot 
mcningkatkan kemampuan pernerintah dalam rangkn 
pclayanan kepoda masyrakat. 

44 Ookumen l't'laksanaan Anggaran SKPD yang sclnnjutnyn 
disingkat DPA SKPD mcrupakun dokumcn yang memuot 
pcndapatan dnn belanja seuap SKI'D yang digunokun 
scbagai daAAr pelaksanaan olen pengguna nnggaron. 

45. Anggnmn kos ndulah dokumen perksraan arus ki..t~ mosuk 
yang bersumber dari pcncrimaan dan perkiraan arus kas 
kcluar untuk mengatur ketersediaan dona yang cukup 
guna mendanai pclaksanaan kcgiatnn dalnm scuap 
periode. 

46. Surat Penyeduwn Dana yang selanJUlnya disingkat SPD 
adalah dokumcn yang mcnyatakan tersedianya dana 
untuk mel.abanakan keg,atan sebagat dasar penerbilan 
SPP. 

47. Surat Permantaan l't'rnbayaran yang sdaniutnya dasing)<11t 
SPP adalah dokumen yang ditcrbitkan olch pejabat yang 
bcrtanggungja .. ab atas pelaksanaan kcgiatan/bcndahara 
pcngcluaran untuk mengajukan permimaan pembayaran. 

48. Surat Pcrintah Mcmbeyar yang selanjutnya disingknt SPM 
adalah dokumen yang digunakan/dlterbatkan olch 
pcngguna anggaran/kuasa pcngguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D alas bebas pengeluaran DPA·SKPD. 

49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencruran dana yang diterbukan oleb BUD berdasarkan 
SPM. 

SO. Barnng Milik Dnerab adalah semua barang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban APBO atau berasal dari 
perolcbao lainnya yang sah. 

SI. Kcrugian Dacrah adalah kckurnngan uang, surat 
bcrharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya 
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sebagai akibat perbuatan melawan hulrum baik sengaja 
maupun lalai. 

52. Barang daerah adalah benda dalam berbagai benruk dan 
uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, 
barang jacli/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan 
oleh pengguna barang/jasa. 

53. Pcmegang barang adalah mcrcka yang ditugaskan untuk 
menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang 
milik daerah yang cliangkat dengan Keputusan Kcpala 
Daerah untuk masa I (satu) tahun anggaran dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui atasan 
langsungnya. 

54. Pcngguna Barang adalah mereka yang ditugaskan 
mengelola bamng dalam pemakaian pada SKPD. 

55. Barang Dacrah adalah semua barang berwujud milik 
daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yong 
bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dnn atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

56. Pcngodoon barang/jasa pemenntah yang selanjutnya 
disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiaton untuk 
memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya 
dimulw dari perencanean kebutuhan sampt·lJ di 
selcsaikannya seluruh kcgiatan untuk rnernperoleh 
barong/jasa 

57. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pcmerintah 
daerah yang d1 pergunlll<an untuk kepentingan din11s yang 
terdiri atas kcndaraan pcrora.ngan dinaa, kendamnn dinns 
operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan 
danas khusus/lapengan. 

58. Bohan bakar minyak yang di singkat BBM adalah bahon 
bakar yang bernsal dan/atau di olah dari mmyak bumi 

59. Kelompok Kcrja/Panitia pcngadaan adalah um yang 
ditetapkan oleh Bupau ataa usul pengguna anggoran 
untuk mclaksanakan pemilihan pc:nycdia barong/josa. 

60. Pcjabot pengadaan adalah pcrsonil yang mcmillki 
serttfikat keahlian pengadaan bllrtlllg/jasa yang 
melaksanakan pcngadaan barang/jasa. 

61. Pamtaa/PcJabat penenma hasil pekerjaan adalah 
panitia/pcjabat yang ditetapkan oleh Bupati yang 
bertugas memeriksa dan menerima hasal pckerjoan. 

62. Unit Layanan ~ngadaan yang selanjutnya disebut ULP 
adalah unat organisasi pemerintah yang bcrfungsi 
melaksanakan pcngadaan barang/ jasa di SKPO yang 
bcrsifal pc:nnancn, dapat berd.iri sendiri atau melekat pada 
unit yang sudah ada. 

63. Swakelola adaloh pengadaan barang/jasa dimana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi 
sendiri oleh pengguna anggaran &cbagai penanggung 
jawab anggaran, mstonsi pemerinlllh dan/ a tau kclompok 
magyarakat. 

64. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditelapkon 
oleh kelompok kerja ULP/pejabet pcngadaan yang 
mcmual informasi clan kctcntuan yang ho.rus ditaari olch 
para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 

65. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selenjutnya di&cbut 
kontrak adalah perjanjian tenu.lis antara PPK dengan 
penycd.ia barang/jasa atau pelaksana swa.kelola. 



(II Pedoman Pclaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 
dilaksanakan sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggamn 2025 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Lcrdiri aias: 
a. pengelola kcuangan daerah; 
b. pelaksanaan dan penatausahaan kas; 
c, pelaksanaan dan pcnatausahaan pendapatan daerah; 
d. pelaksanaan dan penarausahaan bclanja daerah; 
e. pelaksanaan clan penatausahaan pcmbiayaan daerah: 

Pasal 2 

66. Serutikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa adalab tanda 
bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan 
kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa. 

67. Surat Jaminan yang selaniutnya disebui Jaminan, adalah 
jamlnan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak 
bersyarat (uru:ondmonm,, yang dikeluarkan oleh Bank 
Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi 
yang discrahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kcpada 
PPK/Kclompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya 
kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 

68. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah 
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan 
mcnggunakan teknclogi informasi dan transaksi 
elektronik sesuai dengan ketemuan perundang­ 
undangan. 

69. Layanan Pengadaan Seeara Elektronik yang sclanjutnyn 
disebut LPSE adalah unu kerja yang dibenruk untuk 
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadann 
Barang/Jnsa secara elektromk. 

70. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gcrbang sistem 
,nrormas, elektronik yang terkait dengan informasi 
Pengndann Barang/Jasa seeara nasional yang dlkeloln 
oleh LKPP. 

71. Keb1Jalu1n Umum APBD yang selnnjutnya d1smgknt KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijnkan bidang 
pendapatan, belanJa dan pemb,ayaan serta asums. yang 
mendasarinya untuk periode I (satu) tahun. 

72. Pnoritasdan Plafon Anggaron ~mentara )·nng selanjumva 
d1a1ngkat PPAS adalah rancangan program priernas dnn 
patokan betas mnkaimal anggaran yang diberikan kepada 
SKPD untuk seliap program sebaga, acuan dolam 
penyusunan RKA SKPO sctclah d1sepakati DPRD. 

73. Rcncana Kel)a clan Anggaran SKPD yang oelanjutnya 
diaingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggamn yang hens, rencana pendapatan, rencana 
bclanja program dan kcgiatan SKPD serta rcncana 
pernbiayaan scbagai dasar penyusunan APBD. 

74. Aplilwsi Sistem lnfonnasi ~mcrintah Daerah yung 
selanjutnya disingkat SIPD adalah aplikasl yang 
digunakan oleh Pernerintah Daerah dalrun menyusun 
perencanean anggaran. menatausahakan anggnran. 
mempcrtanggullKJuwabkan eerta melaporkun penggunaan 
anggaran dalam rangka akuntabihtas pengelolaan 
kcuangan dacrah. 
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LTONGASA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TN1JR TAHUN 2024 NOMOR .... 

RAH KABUPATE:'ol KOi.AKA TIMUR, 

D,tctapkan di Tirawuta 
Pada tanggnl '1. o Dcsember 2024 ~ Peral' Koordmaal 

3. 11!,o ~t.w( 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. 

Peroturan Agar seuap orang mengetahumya, memenntehkon 
Pengundangnn Peraturan Bupoti iru dengan Penempatannya 
dalam Betita Daerah Kabupatcn Kolaka Timur. 

Pasal 3 

f. standar satuan harga; dan 
g. contch-contoh format; 

(3) Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ten:antum dalam Lampiran I sampai dcngan Lampiran VII 
yang merupakan bagjan tidak terpisahlcan dari Peraruran 
Bupati ini. 

(4) Peraturan ini mcmuat lampiran tentang saruan harga 
tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam 
perencanaan ruin pelaksanaan anggaran dan satuan harga 
yang tidak dapat dilarnpaui dalarn percncanaan dan 
sebagar esnmasi Batasan nilai yang dapat dilarnpaui dalam 
petaksanaan anggaran berdasarlcan bukti 
pertanggunjawaban belanja. 

(5) Ketentuan mcngcnai standar harga saruan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 huruf r tcn:antum dalam larnpiran 
VI yang merupal<an bagian 11dak terpisahkan dari 
Pcmturan Bupati ini. 

• 9. 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR 32 TAHUN 2024 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

I. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang

dipisahkan.

B. Bupati berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah

atau pemegang saham pada perseroan daerah. Ketentuan tersebut

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai 

kewenangan

1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
I.; 

perubahan APBD, dan ranc�ngan Perda tentang pertanggungiawaban

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah

dan/atau masyarakat;

6. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

7. menetapkan KPA;

8. menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, bendahara

penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara

bantuan operasional sekolah, bendahara 2 BLUD, bendahara unit

organisasi bersifat khusus dan/ atau bendahara khusus lainnya yang

diamanatkan peraturan perundang-undangan;



u, KOORDINATOR PEPIOELOLAAN K.£UAPIOA!f DAERAH 
A. SekrNaris dacrah selaku koordinator pcngclolaan kcuangan daerah 

mempunyai tugns: 

I koordmas: dalarn Pcngelolann Keuangnn Dacrah; 

2. koordmasi di b1dang pcnyusunan rancangan APBD, rancangan 
perubahan APBD, don rancangan pcrtanggungjawoban pelaksanaan 
APBD; 

3. koordinasi pcnyiapan pedoman pcloksanaan APBD; 

4. membenkan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 
5. koordmaei pelaksanaan tugas lamnya ch lndang Pcngelolaan Keuangan 

Oaerah scsuai dengan kctcntuan peraturan pcrundangundangan; 
6. memimpin TAPD; 

B. Koordinast datam Pengelolaan Keuangan Oaerah paling ~t meUpuLi. 
I. Koordinasi daJam penyusunan siste:m dan prosedur pengclolaan 

keuangan daemh; 
2. Koordmasi dalam penyusunan kebijakan okuntansi pcmerintah daerah; 

dan 
3. KoordmaSJ dalam pr:nyusunan laporan keuangan pemenntah daerah. 

9. menetapkan pcjabat yang bertugas melakulcan: 

a. pcmungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 
b. pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 
c. pengujian atas tagihan dan memenntahkan pcmbayaran; 

I 0. menetapkan pcjabat lamnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah 
sesuai dengan ketenruan peraruran perundang-undangan; 

11. melaksanakan kewenangan lam sesuai dengan ketentuan peraruran 

perundang-undangan. 
D. Dalam mclaksanakan kckuasaan, Bupati melimpahkan sebagian atau 

seluruh kckuasaannya yang berupa pereneanaan, penganggaran, 
pclaksanaan, pcnatausahaan, pclaporan dan pcrtanggungjawaban, scrta 

pcngawnsan Kcuongan Daerah kepada Pcjabat Perangka; Daerah yang t<rdiri 
ates: 

I. Sekretaria daerah selaku koordinator Pcngclolaan Kcuangan Daerah: 
2. Kepala SKPKD selaku PPI©; dan 
3. Kcpnla SKPD selaku PA. 

E. Pclfmpahnn sebagian atau seluruh kckuasaan dengan mcmpcrhatikan 

aistern pcngcndalian internal didasarkan pada prins,p pemisahan 
kewenangan aruara yung mcmerintahkan, mtng\lj1. dan menenma atau 
mengeluarkan uang dan d,tctapkan dcngnn keputusan Bupau. 
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16. mengelola mvestasi dengan memperhaukan perolehan manfaat ekoncmi, 

sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai ak.ibat langsung dari investasi 

peraturan Pengeluaran Daerah sesuai dcngan ketentuan 
perundangundangan. tidak dilakukan melalu; RKVD; 

11. melalrukan pembayaran melalui penerbitan SP20; 
12. membuka RKUD; 
13. membuka rekening pencrimaan; 
14. mcmbuka rekemng pengeluaran; dan 
15. menyusun laporan keuangan yang mcrupakan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

m. PEJABAT P&NGELOLA KEtJAIIGAll DAERAH 

A. Kepa.la BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas : 
l , menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
2. mcnyusun rancangan Perda rentang APBO, rancangan Perda rentang 

perubaban APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 
3. melaksanakan pemungutan Pendapa1an Daerah yang telah diatur dalam 

Perda; 
4. mclaksanakan rungsi BUD; dan 

5. me1aksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang·undangan. 

B. PPKD dalam mclaksnnakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
I. menyusun keb1Jakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

2. mengesnhkan DPA SKPO; 
3. mclnkukon pengcndalian pelaksnnann APBD; 
4. membenkan pe1uniuk tekrus pelaksanaan sssrem penerimaan don 

pengeluaran kas umum daerah; 
5. mcl.,kaanakan pemungutan paJak dacrah; 
6. mcnetapkan SPD; 
7. menyiapkan pelaksanaan p,njaman dan pemberian jaminon alas nama 

Pemcrintah Oaerah; 
8. melaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan Keuang,,n Daerah: 
9. mcnyaJikan informasi keuangan daerah; 
I 0. mclo.kukan pcncatatan dan pengeaahan dalam hal pencrimaan dan 

C. Dalam melaksanalcan tugasnya, koordmator pengelolaan keuangan daerah 
bertanggungjawab kepada Bupati. 
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mengt'lolo/menatausahakon investasi; 
h, mclakukan pembayaran bc,rdasarkan perintah PA/KPA atas bcban 

APBD; 
1. meny,apkan pelaksanaan pmjaman dan pembcrian jarninan alas nama 

Pcmerintah Daerah: 
J· melakukan pengclolaan utang dan piutang daerah lwnnya dan; 
k. mclalcukan penagihan p1utang daerah: 
I. melaksanakan tugas lainnya selaku Kuasa BUD sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
IV. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai iugas: 

a. Menyiapkan anggaran kas dcngan mcnglumpun dan menguji anggamn 
kas yang dJsusun kepala SKPO untuk ditetapkan oleh BUD; 

b. Melakukan penyisihan piutang tidak tcrtagjh dalam mengelola piutan 
menatausahakan i><'OY,sihan dana bergultr yang tidal< tertagih atas 
investasi; 

c. Menyiapkan dokumcn pcngC$8.han dan pe:ncatatan penerimaan dan 
pengeluaran yang tidak melaltti RKUD. 

dan dneruh uang penempatan g. mel.iksanakan 

IV. KUA.SA BUD 
l. Kcpala PP!-."D dalam melaksanakan fungsinya selalcu BUD dapat 

mengusulkon pejabat administrasi atau fungsional dilingkungan SKPKO 
kepada Bupau untuk duetapkan seoogai Kuasa BUD. 

ll. Kuasa BUD ditetapkan dcngan Keputusan Bupati. 

Ill. Kuasa BUD mcmpunyai tugas sebagai berikut : 
a. m~nyiapkan anggaran ka• pemcrintah daerah; 
b. mcnyiapkan SPD; 

c. menerbrtkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaon pcmerimaan dan pengeluaran APBO oleh Bank 

dan/atou lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 
e, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam petaksannan 

APBD; 
r. menyimpan uang daerah; 

rersebut serta dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPO sesuai 
ketentuan peraturan perundang- undangan; 

l 7. Oalarn ha) kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah 

dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPO sesuai dengan ketentuan 
peraruran perundang-undangan dapat melaksanakan pungutan pajak 
daerah. 
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V. PEN'GGUIIA AN'GGARAN' 
I. Kepala SKPD selaku PA mempunyal tugas dan wewenang : 

I. menyusun RKA SKPD; 

2. menyusun DPA·SKPD; 
3. menyusun anggaran kas Si-'l'D; 

4, melalrukan tindakon yang mengakibatkan pengeluaran 01as Ix-ban 
anggemn belanja; 

5. melaksanakan anggaran Si-'l'D yang d1p1mpinnya; 

£,, melakukan pengupen atas tagihan den memennrnhkan pernbeyaran: 
7. meloksanakan pemungu1an reiribusi daerah dan pemungutan latn-Iurn 

pendapatan osh daemh; 
8. menandatangan, SPM; 
9. mengelolo utang dan piutang yang menjod1 1anggun111owab SKPO yong 

dipimpmnya; 
I 0. menyuaun dan menyampatkan laporan keuangan SKPO yang 

dipimpinnya: 
11. mengnwasi pelaksanaan anggamn SKPO yang dipimpinnya; 
12. mcnetopkan PPTK dan PPK-SKPD; 
13. menetapkan pejabat lainn)·a daJam SKPD yang dipimp,nnya dolom 

rangka Pengelolaan Keuangan Oaemh; 
14. menyusun dan menandaiangani dokumen Naskah PerjanJ•an Hibah 

Oacmh (NPHOJ; 
LS. mcngadakan ikatanj'perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalnm 

batas anggaran yang 1elah ditetapkan; 
16. mcnyusun dan mcnandaiangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial; 
17. menyusun dan menandatangaru dokumen pernuntaan pengesahan 

pe.ndapatan dan be.lanja atas penerunaan dan pengeluaran daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang·undangan tidak dilakukan 
melalui RKUO. BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penertmaan 
dan Pengeluaran Oaerah terscbut; 

18. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya kepada PPKD selalru BUD; dan 

V. Kuasa BUD bertanggung jawab alas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. 
VI. Kepala Oaerah atas usu! BUD dapat menetapkan lcbih dari I (satu) Kuasa 

BUD dilinglrungan SKPKD dengan pertimbangan besaranjumlah uangyang 
dikclola, beban kerja, dan/atau rentang kendali. 

VII. Apabila Kuasa BUD berhalangan sementara, maka kewenangan sebagai 

Kuasa BUD dilaksanakan oleh BUD atau pejabat lain yang ditunjuk. 



VJ. KUASA PENGGOl'IA ANGGARAN 

A. PA dapat mclimpahkan sebagian kcwcnangannya kepada Kepa.la Unit SKPD 
selaku KPA. 

B. Pelimpahan kewenangan bcrdasarkan pc:rUmbangan besaran anggaran 
kcgiatan, sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

19. melaksanal<an rugas lainnya sesuai dengan ketenruan peraruran 
perundang-undangan. 

n. Mcngelola utang dan piutang daerah yang mcnjadi tanggung jawab SKPD 

yang dipimpi.nnya merupakan akibat yang diumbulkan dari pelaksanaan 
DPA-SKPD; 

Ill. Mcngclola utangyang menjad, kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat: 
1. pekerjaan yang telah selesa, pada tahun anggaran sebelumnya; 
2. hasil pekerjaan akibat pembcrian kesempatan kepada penyedia 

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan schingga rnelampaui tahun 

anggamn sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang .. undangan: 
3 nkibat purusan peng:adilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; dan 

4. kewajiban lamnya yang menJnd, bcban SKPD yang harus dianggarkun 
pada APBO seliap tahun sampa, dengan selesainyn kcwajiban tersebut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

IV. Mengelolo piutang daerah yang menJad1 hak daerah ..,baga, akibat: 
1. perJanjian atau perikotan; 
2. berdosarkon ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. akibut putusan penpduon yang telah mempunya, kekuatan hukum 

tetap; dan 
4. p1u1ang lrunnya yang mel'1Jad1 hak SKPO Mesu111 dengan ketentuon 

peraiurnn perundang·undangan. 
V. PA yang bcrtindak sebaga, PPK dapat dibantu olch pegawai yang memihki 

kompetenas sesua, dengan bidang tugas PPK atau ngen pengadaan sesuar 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

VI. Dalam hal PA berhalangan, maka ditunjuk peJabat yang dibcri wcwcnang 

untuk melaksanakan tugas sebaga1 PA; 
VII. PA bcrtanggung J&wab a.tao pelaksanaan tugas dan wewcnangnya kepada 

Bupati melalul SCkreta.ns Oaerah: 
VIII. Berdasarkan pertunbangan beban kerja, Sekretaris Oaerah dapat 

mehmpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk mclakukan 
peogelolaa.n keuangao. 
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C. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala 
SKPD dengan pcrtimbangan dari Koordinator Pengelolaan Keuangan 
Dae rah. 

D. Pelimpahan kewenangan meliputa · 
I. melakukan tindakan yang mengakibatkan pcngeluaran atas beban 

anggaran belanja; 
2. melaksanakan anggaran Unu SKPD yang dipimpinnya; 
3. melakukan pcngujian atas tagihan dan mcmerintahkan pembayaran; 
4. mengadakan ikatan/pcrjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah duetapkan; 
5. mclaksanakan pcmungutan retribus: daerah; 
6. mcngawasi pelaksanaan nnggi,ran yang mcnjadi tanggungjawabnya; dan 
7. melaksanakan tugns KPA lamnya sesuru dengan kerentuan peraruran 

pcrundang-undangan. 
E, Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggungJawab kepada PA. 
F. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan duri 

kcwcnongnn SKPKD, PA dapat melimpahkan ke,...,nangannyo memungut 
pl1)ak daerah kepudn KPA. 

G. Dnlam hal PA mebmpahkan sebagJDn kewennngannya kepada Unit SKPD 
selaku KPA, KPA mcnandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 

11. Dalam hul mengadakan tkatan untuk pcngndaan barang/Jasa, KPA 
bertindok scbagai Pejabot Pembuot Kom,tmcn (PPKI scsuru dcngan 
kcteruuan pcraturan pcrundangundangan. 

I. KPA yang mernngkop sebagru PeJabat Pembuat Konutmcn (PPK) dapat 
dibaruu oleh pegawa. yang mcm,hki kompctcnsi scsuaJ dengan bidang iugas 
PPK atau agcn pcngadaan sesuai ketcntuan pcraturon pcrundang 
undangan. 

J. Oalam haJ terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mcmpunyai tugas: 
I. menyusun RKA-Unit Orgarusasi Bers.Cat Khusus; 
2. menyusun DPA-Urut Orgamsas. Bers.Cat Khusus; 
3. melakukan tindakan )ang mengakibatkan pengeluaran aias beban 

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan: 
4. melaksanakan anggaran pada urut organisasi bcrsifat khusus yang 

dipimpinnya; 
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memennlahkan pembayaran; 
6. melakssmakan pemungutan rctribus.1 daerah: 

7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain da.lam 
bates anggarsan yang tclah ditetapkan: 
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VII. PEJABAT PltLAKSANA TltKN'IS KltOIATAN 

a. PA/KPA dnlam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan peJObat 
padu SKPD /Unit SKPD selaku PPTK 

b. PPTK bertugas mcmbantu tugas dan wcwenang PA/KPA. 
c, Tugas PPTK datam membantu rugas dan wewenang PA/KPA meliputi: 

I. mcngendalikon don melaporkan perkembangan pelaksanaon tcknis 
Kcgiaton/sub kegiatan SKPD/Unll SKPD: 

2. meny,apkan dokumen dalam rangka pdakllllnaan anggaran atas Bcban 
pcngcluaran pelaksanaan Kcg,atan/Sub kcgiatan: 

3. mcnyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kcgiatan/Sub 
kegiatan SKPO/Umt SKPD sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. 

d. Togas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub 
kegiatan meliputi; 

I. mcnyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 
2. memonitonng dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan 
3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegi .. tan/Sub kegiatan 

kepada PA/ KPA. 
e. Tugns menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran alas 

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi; 
I. menyiapkan lapomn kinerja pelaksanaan Kogiau,n/Sub kegiatan; 

8. menandatangani SPM; 
9. mengelota utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipirnpinnya; 
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit. organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya; 
1 I. mengawasi pclaksanaan anggaran pada unit organisa.si bersifat khusus 

yang dipimpinnya; 
12. mcnclapkan PPTK dan PPK Unit SKPD; 
13. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersira, khusus yang 

dipunpinnya dalam rangl<a pengelolaan keuangan daerah; dan 
J 4. melaksanakan tugns lainnya sesuai dengan kctentuan pcraturan 

perundnng-undnngan .. 
K. Dalam hal KPA berhalanR11n te19p al9u sementara sesua, kerentuan 

peraturan perundang·undangan, PA bertugas untuk mengambil alih 
peLimpahkan sebagian tugasnya yang telah dtserahkan kepadu kepalu Umt 
SKPD setnku KPA 
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Vlll.PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANOAN SKPD I UNIT SKPD 

A. Kcpala SKPD selaku PA/KPA mcnctapkan PPK-SKPD/PPK-Uml SKPD 

melaksanakan rungs, tata usaha kcuangan pada SKPO /Unit SKPD. 
B. Pada SKPKD, PPK-SKPD me!aksanakan rungs, tata usaha keuangan sesuai 

ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. 
C. Pada pola pengelolaan keuangan 81..UD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup rugas dan wewenang BLUD. 
D. PPK-SKPD/PPK-Unit Sll.'PD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai 

yang bertcgaa mclakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi dacrah, 

2. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan dalam ketenruan perundangundangan; 

dan 
3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 

kegiata». 
f. DaJam mcmbantu rugas, PPTK pada SKPD/Unit SKPD benanggungjawab 

kepada PA/ KPA. 
g. Dalam hat PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan pcraturan 

perundang-undangan, PA/KPA/atasan langsung mengambil alih mandat 

y1111g dilaksanakan oleh P!'TK. 
h. PA/KPA dapat menetapkan lcbih dari I (satuJ PPTK di lingkungan 

SKPD/Unit SKPD. 
i. Penetapan PPTK berda"3rkan pertambangan komperensi jabatan, besaran 

anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokas1, rentang kcndali, 

dan/otau pertimbangun obick11r lainnya yang kn1erianya datelapkan 
Bupata; 

j. Pcrtimoongan penetapan P!'TK dadasarkan atas pelaksanaan 1ugas dan 

fungsi: 

k. PPTK merupakan pegawai ASN yang mcndudukt jabatan strukturnl sesua. 
dcngan tugas dan rungsanya; 
Pcgaw,un ASN yang menduduki jabatan struktural mcrupakan pejaba1 llUIU 

ungkat d1bawah kcpala SKPD selaku PA dan/atau mcmililo kcmampuan 

rnanajeria! dnn berintegntas, 
rn. Dalam hal PA mchmpkahkan ktpada KPA, PPTK mcrupakan pegawai ASN 

yang mendudukt jabatan strukturol saru tangkat dibawah KPA dan/atau 

memiliki kemampuan manajcria.1 dan berintegritas; 
n. Oalam hal tadak tcrdapat pegawai ASN yang mcndudukt jabatan struktural, 

PA/ KPA dapat menctapkan pcjabe1 rungsionaJ sclaku PPTK yang 
knterianya dttctapkan olch Bupau 
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Bendahara Penerimaanj'Bendahara Penerimaan Pembanru, Bendahara 

Pcngcluaran/Bendahara Pengeluaran Pcmbantu/Bendahara Khusus, 
dan/atau PPTK. 

E. PPK·SKPD mempunyai rugas dan wewenang: 
I. melaku.kan venftkasi SPP-UP. SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bcndahara Pcngcluaran; 

2. melakukan venfikrun SPP atas pcngcmbalian kclcbihan pcndapatan 
daerah dari bendahara pcnerimaan; 

3. mcnerbitkan surat pcmyataan verifikasi kelengkapan dan kcabsahan 

SPP·UP, SPP·GU, SPP·TU dan SPP-1..S; 
4. menyinpkan SPM; 
5. melakukan verifikasi laporan pcnanggungjawaban Bendaharn 

Penerirnaan dan Bendahara Pengeluaran; 

6. melaksanakan rungsi akuntansi pada SKPO; dan 
7. menyusun lnporan keuangan SKPO. 

F'. PPK·Umt SKPD mcmpunyai tugi,s dan wewenang : 
1. melakukan verifikos, SPP- TU dan SPP LS beserta bukt i kelengknpannya 

yang d10Jukan oleh Bendahara Pcngeluaran Pcmbantu; 
2. melakukan venfikasi SPP atas pcngcmbalian kclcbahan pcndopatun 

daerah dari bendahara pcnenmaan pcmbantu/Bcndahara lainnya; 

3. mcncrbatkon au111t pcmyatuan verifika11 kelengkapan dan kcob.ahon 
SPP TU don SPP-LS; 

4. menyiapkon SPM TU don SPM LS; don 

s. melokukon verifikas. loporan pcnanggung,awaban Bendaharu 
Pcncrimaan Pcmbantu dan Bendahara Pcngeluaran Pembantu 

G. PPK Unit SKPO pada umt orgamsas, bersafat khusus mempunyai tugas : 
I. melakukan venfikas. SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU. don SPP-1.S beserta 

bukti kelengkapannya yang diajukan olch Bendahara Pcngcluaran, 

Bendahara Pcngeluaran Pcmbantu dan Bendahara lainnya: 
2. menerbitkan surat pernyataan ,~si kelengkapan don keabsahan 

SPP UP. SPP-GU, SPP TU, dan SPP-LS besena bukti kclengkapannya 

scbagai dasar pcnyiapan SPM; 
3. mcnyiapkan SPM: 
4. mclaku.kan vcrilikasi laporan pcrtanggungjawaban Bendahara 

Pcncnmaan, Bcndahara Pcngeluaran dan Bcndahara lamnya; 
5. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan 

6. mcnyusun laporan kcuangan unit SKPD khusus. 
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rx. BENDA.HARA 
A. Bendaham Penenmoan dan Bendahara Penenmaan Pembantu 

I. Bupau menctapkan Bendahara Pencrimaan untuk mclaksanokan tugas 
kebendahoraan dalom rangka pelaksanaan anf18aran pendapatan pada 
SKPD don SKPKD atas usu! PPKD ..,laku BUD. 

2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang mcncnmo, 
mcn),mpc.-n, menyetor ke RKUO, menetausehakan dan 

mcmpcrtanggungJawabkan pendopatan daerah yang duerimanya. 
3. &lrun tugas dan wewenang tcrscbut, Bcndahara Pencrimaan rnemiliki 

tugas dan wewenang lainnya paling ocdikn yanu: 
a. mcminto bukti transaksi atas pcndapatan yang diterima lnngsung 

melalui RKUD; 

b. melakukan venfikasa dan rekons1bas1 dengan Bank yang ditetapkan 
oleh Bupatl: 

c. mcnclitJ kesesuaian antara jumlah uang yang diterirna dengan 
jwnlah yang telah dttetapkan: 

d. mcnatausahakan dan mempcrtanggungJawabkan pcndapatan 

daerah yang dtterimanya; dan 
e. mcnyiapkan dokumen pembayaran atas pengemballan keleblhan 

pendapatan dacrah. 
4, Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan menvimpan uang, eek atau 

sural berharga leblh dan I (saiu) hari kerja dan/atau atas nama 
pribadi. 

H. Kepala SKPO dapat menetapkan Pembantu PPK·SKPD yang bertugas 
membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan 

keuangan SKPD, dengan lingkup pekerjaan: 
I. membantu menehti dan memverifikasi kelengkapan SPPLS/UP/GU/TU; 
2. membantu menyiapkan SPM; 
3. membantu menyiapkan laporan keuangan; dan 

4. membantu memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJI. 
I. Jumlah Pembantu PPK SKPD/PPK Unit SKPD dengan mempertimbangkan 

besaran SKPD, beban kerja, lokas,, kompetensi, dan/atau rentang kendali 
don perumbangan obyekur lainnya. 

J, Pembantu PPK·SKPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

poda PPK SKPD. 
K. Apabila PPK·SKPD berhalangan sementara, dirunjuk peJobat sernentara 

yang diberi kewcnangan oebagai PPK SKPD. 
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5. Bendahara Penenmaan bertanggungjawab secara administratlf dengan 
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas 
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kcpada PA. 

6. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan 
membuat laporan pertanggungiawaban sccara fungsionaJ atas 
penerimaan pada SKPD dan disa.mpaikan kepada PPKD selaku BUD. 

7. Kepala SKPD aras usu I Bendahara Penerimaan dapat menetapkan 
pegawai yang bertugas mcmbantu Bendahara Penerimaan unruk 
meningkatkan efekuvitas peng<lolaan pendapatan daerah. 

8. Pegawai yang bertugas membanru Bendahara Pcncrimaan 
me1aksanakan rugas dan wewenang sesuai dengan lingkup pcnugasan 
yang d11e1apkan kcpala SKPD. 

9. Pegawai yang bertugas mcmbantu Bcndahara Penenmaan dalam 
melaksanakan tugasnya bcrtanggung jawab kcpada Bcndahara 

Penerimaan. 
l O. Peguwai yang bertugas membantu Benda hara Pencnmaon disebut 

Pernbantu Bcndahara Pcncrimaan. 
l I. Dalam hal PA mclimpahkan scbagian kcwcnangannya kcpada KPA, 

Bupau dapat mcnetapkan Benda.hara Pcnmmaan Pembantu pada Unit 
SKPD yang bcrsangkutan. 

12. Bcndohora Pcncnmaan Pcmbantu pada umt SKPD drusulkan oleh 
kcpala SKPD kcpada Bupati mclalui PPKD. 

13. Bendahara Pcncrimaan Pcmbantu mcm,liki tugas dan wewcnang scsua, 
dengan ungkup penugasan yang ditetapkan Bupati. 

14. Tugas don wewenang Bendahara Pcncrimaan Pcmbantu sesual dengon 

lingkup pcnugasannya mcliputi: 
a. rnenenma, menyimpan dan menyetorkan scjumlah uang dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dacrah pada SKPD, 

kccuali untuk transaks, secara clektroruk; 
b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang chtenma langsung 

melalui RKUD; 
c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan 

oleh Bupati; 
d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 

JUmlah yang telah ditetapkan; 
e, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan peadapatan 

daerah yang diterimanya; dan 
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r. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan 
pendapatan daerah. 

15. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 
administratil dengan mcmbuat laporan penanggungjawaban seca.ra 
admimstranf atas penenmaan pada umt SKPD dan disampaikan 
kepada KPA. 

16. Bendahara Penenmaan Pembantu bertanggungjawab secara fungsional 
dcngan mcmbuat laporan pcrtanggungjawaban sccara rungsional alas 
penerimaan pada unit SKPD dan disarnpaikan kepada Bendahara 
Penerimaan. 

B. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengcluaran Pembantu 
I. PPKD sclaku BUD mengusulkan bendahara pcngeluaran kepada Bupati. 
2. Bupatl menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas 

kebendahanwn dalam rangka pclaksanaan anggaran belanja dan/atau 
pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD 

3. Bendahara Pengeluaran mcmililci rugas dan wewenang: 
a. mengajuken pcrmintnnn !M'mboyaran menggunakan SPP UP, SPP 

OU, SPP-TU, dan SPP-LS; 
b. menerima dan mcnyimpan UP, OU, dan TU: 
c. mclaksanakan pcmbayaran dari UP, OU, dan TU yang dikelolanya; 

d, menolok pcnntah bayar dari PA yang tidak Kouai dcngan kerentuan 
pcruturan perundang undangan; 

e. mcneliti keleng)<apan dokumen pembayaran; 
r. membuat laporan pertanggungjawaban KCBra edm,motrauf kepada 

PA dan laporan pcrtanggungjawaban sccara fungs,onal kepada BUD 
secarn pcriodlk; 

g. memungut dan mcnyetorkan pajak sesuai dcngan ketentuan 
pcraturan pcrundang-undangan; 

h. melakulcan ...,konsiliasi dengan pihak Bank yang drtetapkan Bupati: 
,. memenksa kas secara ~odik; 

J· mcncrima dokumcn bukti ttansaksi KCBm elcktronik atau dokumen 
fisik dan bank; 

k. rnenerima dan menyetorkan atas pengembahan belanja atas korcksi 
atau hasil pemeriksaa.n internal dan ckstcmal; 

I. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pcngembalian belanja 
akibat koreksi atau basil pemeriksaan mtemal dan eksternal; dan 

m. pelaksanaan anggaran pcngcluaran pcmbiayaan pada SKPD yang 
meJaksanakan fungsi BUD. 
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b, mcnerima dan mcnyimpan pclimpahan UP dari Bendahara 
Pengeluaran: 

c. mcnerima dan menyimpan TU dari BUD; 

d. melaksonakan pcmbayaran atas pebmpahan UP dan TU yang 
drkelolanya; 

e. menolak pe:rintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan; 

r. rnenehn kelengkapan dokumen pcmbayaran; 
g, memungut dan mcnyetorkan pajak sesuai dcngan ketcntuan 

peraturan perundang-undangan: 
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara admuustrati! kepada 

KPA don laporan pertanggungjawaban seeara fungsional kcpada 
&ndaham Pengelueran secara perioddc. 

4. Bendahara Pengeluaran benanggungjawab secara administratif dengan 
membuat laporan penanggungjawaban secara administratif atas 
pengeluaran pada SKPO dan disampaikan kepada PA. 

5. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas 
pengeluaran pada SKPO dan disampaikan kepada PPKO selaku BUD. 

6. Kepala SKPO aras usu! Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan 
pegawa, yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk 

mcningkatkan efektivitas pengclolaan belanja dan/atau pcngcluaran 
pembiayaan, 

7. Pegawai yang benugas mcmbantu Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup pcnugasan 
yang ditetapkan kepala SKPD. 

8. Pcgawai yang membantu Bendahara Pengcluaran bertanggung jawab 
kepadn Bendnhnra Pengeluaran. 

9. Oalam ha! PA mcbmpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupatt mas 

usul PPKD dapat menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 
10. Pcnctnpan Bcndnhara pengeluaron pembantu didasarkan atas 

perum bnngan 
a. besaran angaran; 
b. rentang kendah dan/atau lokas1. 

I I. Bcndahnra Pengcluaran Pembantu memihki tugas dnn wcwcnang 
mcnpuu. 
a. mengajukan permmtaan pembayaran mcnggunakan SPP TU dan SPP 
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1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang diretapkan oleh 
Bupau; 

J. memeriksa ka.s seca.ra periodik; 
k. menerima dokumen bukti uansakst seca.ra etektronik atau dokumen 

fisik dari bank; 
l. mencrima dan menyerorka» atas pengembalian belanja atas koreksi 

atau hasil pemcriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; 
dan 

m. rnenyiapkan dokumen surat tanda seioran atas pengembalian belnnja 
akibat koreksi atau hasil pemcriksaan internal dan eksternal pada 
tahun berjalan. 

12. Oalam hol terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus scsuai 
dengan ketenruan peraruran perundang-undangan, Bupat, menetapkan 

bcndahara unit organisa.si brrsifat khuaus. 
13. Bendaharo umt orgnrusasa bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang 

setara dcngan Bendahara Pengcluaran. 
14 Bcndaharo Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung 

jawab utas pdaksanaan tugasnya kcpada KPA. 
15. Bendahara l'(-ngcluaran pcmbantu benanggung jawab secara 

odmin,strahf dengan membuat laporan pertanggungiav.11ban secara 
odmin11trallf etas pengeluaran poda unit SKPO dan disampaikan kepada 
f,(PA. 

lb. Bcndahara Pcngcluaran pembantu bertanggungjawab secara fungsionol 
dengan mcmbuat laporan pertanggungiawaban secara fungs1onru atas 
pengcluaran pada unit SKPO dan disampaikan kepada Bendahara 
Pengcluaran. 

C. Ketentuan Lain 

1. Bcndahara Pencrimaan, Bcndahara Pengcluaran, Bendahara 

Penenmaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu don 
Bendahara Khusus dilarang: 
a. mclakukan akhvitas pcrdagangan, pekcrjaan pemborongan, dan 

penjualan jasa; 
b. bertindak sebagai penjamin atas kcg,atan pekerjaan dan/atau 

penjualan jasa; dan 
c. mcnyimpan uang pada suaru bank atau lcmbaga keuangan lainnya 

atas nama pribadi baik secara langsung maupun hdak langsung. 
2. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bcndahara Pcncrimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluarnn dan Bendahara Pengeluaran 



3. 

I. 

No Jabatan Para! 
--1--i 

Nama 

Para( Koordmas.i 

2 

X. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAl'I 

A. PA/KPA, Bendahara Pcnerimaan/Bendahara Pcngeluaran, dan orang atau 
badan yang menerima atau menguasai uang/kckayaan dacrah wajib 
menyelcnggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

B. Pejabat yang mcnandatangani dan/atau mcngesahkan dokumen yang 

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau 
pengcluaran atas pelaksanaan APBD bcrtanggung jawab tcrhadap 
kcbcnaran material dan akibat yang umbul dari penggunaan surat bukil 
dimaksud. Kebenaran material merupakan kebcnaran atas penggunaan 
anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dcngan 
kewenangan peJabat }1lng bcrsangkutan. 

C. Bupata don perang)cat dacrah dalarang mclakukan pungutan sela,n doti 
yang diatur dalam Pcraturan Daerah, kecuali datcntukan lain sesual 
dengan ketentuun peraturan perundang-undangan. 

O. Penertmaun pernngka; daerah yang merupakan Penerimaan Durrah ridok 
dapat dapergunakan langsung untuk pengcluaran, keeuah duentukan lam 
sesum dcngan kctcntuon peraturan perundong· undangan. 

E. Setiop peJobat dilarang melakukan tindakan yang bcrakibat pengeluaran 
etas Bcban APBO apabala anggamn untuk membiayai pengcluaran 
tersebut tadak tcrsedla atau tadak c:ukup tcrsedia. Sctiap pengeluaran atas 
Bcban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan SPO. 
F. Bupata dan perang)cat dacrah dtlarang mclakukan pengcluaran aras Bcban 

APBD untuk tujuan lain dari yang tclah ditctapkan dalam APBD. 

Pembantu dtlakukan terhadap kegiatan, sub kegiaran, tindakan, 

dan/atau aktivitas lainnyayang berkaitan Jangsungdengan pelaksanaan 
APBD. 
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR 32 TAHUN 2024 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS 

I. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

A. Ketentuan Umum

1. PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap

uang/kekayaan daerah yang diterima dan/ atau dalam penguasaannya.

2. Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka

RKUD pada Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.

3. Penetapan Bank umum oleh Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan

Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.

4. Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak

terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya.

5. Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran

Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening

pengeluaran pada Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.

6. Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah

setiap hari dan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh

penerimaannya dipindahbukukan ke RKUD sekurangkurangnya sekali

sehari pada akhir hari.

7. Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan

untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuru rencana

pengeluaran.

8. BUD dapat membuka rekening operasional pengeluaran.

9. Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening

pengeluaran pada Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati ke RKUD atau

sebaliknya dilakukan atas perintah BUD yang dituangkan dalam

perjanjian kerjasama.

B. Ketentuan Pelaksanaan Ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas

Umum Daerah adalah sebagai berikut:



I. BUD membuka RKUD pada bank umum yang d,runjuk oleh Bupati dan 

berhak memperoleb bunga dan/ataujasa giro/imbalan hasil lainnya yang 
sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku 
bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa 
giro/imbalan hasil lainnya yang seienis yang diperoleh Pemermtah 

Daerah merupakan Lain- lain Pendapatan Asli Dae rah yang Sah. 
Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh 
bank didasarkan pada ketentuan pada perjanjian kerja sama yang telah 
discpakati, 

'2. Pembukaan Reken1ng Operasional BUD dopa, membuka rekening 
pencnmaan dan rckemng pengeluaran untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan opcrasional penerimaen den pengeluaran daerah pada Bonk 

umum yang ditunjuk oleh Bupeu. 
a. Keteruuan pclaksanaan terkau rekening operasional penerimaan 

adalah sebogai benkut: 
I) Rekerung operusional penenmaan dioperasikan unruk menerima 

eeroran langsung penerimaan daerah yang 1idak mrlnlui bendahara 
penenmaan don/amu menenma setoran pendepatan yung 

d1lakukan oleh bendahara penenmaan. 
2) Rrkening operasional penerimaan d1operasikan sebagai rckenlng 

b<'ra.1ldo nihil yang seluruh penenmaannya harus d1se1or kc RKUD 
•ekumng-kumngnya sekah sehari pada akhir hari kerja sesuai 
dengan yang d11c1apkan dalam PKS antara BUD denga.n Bank 
umum yang dJtunJuk oleh Bupau. 

b. Ketentuan pelaksanaan terkai; rckening pengeluaran operasional 

adalah sebogai bcrikut: 
I) Reken,ng operas,onal pengeluaran dJoperas1kan sebagai rcken,ng 

yang digunokan untuk mcmbiayai kegiatan Pemerintah Dacrah 
sesuai rencnna pengeluaran, 

2) Rekemng operasional pengeluaran 1111 dioperasilwn untuk 
pelaksanaan bclanja yang dibayarkan secara langsung kepada 
pihak keuga mclalw mckarusmc LS dan juga untuk pemberian UP, 
penggantian Uang Pers<,diaan (GU) kcpada bendahara pengeluaran 

serta pembcrian TU kepada bendahara pengcluaran dan bcndahara 
pengeluaran pembanru. 

3. Pembukaan Rekening SKPD Ketenruan pelaksanaan terkait rekening 
SKPD adalab sebagai berikut: 
a. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada tingkal SKPO, BUD membuka rckening bank 

• 27 • 



atas nama Bendahara Penerimaan/Bendaha.ra Penerimaan Pembantu 
dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengetuaran Pembantu 
SKPD pada bank umum yang ditunjuk olch Bupati sesuai dengan 
kebutuhan untuk mcmpermudah mckanismc penerimaan pendapatan 
daerah dan belanja daerah. 

b. Rckcning pcnerimaan SKPO digunakan untuk menampung 
penerimaan daerah yang mcn,adi kewenangan SKPD bersangkutan. 
Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD 
tersebut wajib disetorkan seluruhnya kc RKU-0 oleh bendahara 

penerimaan. Rekenmg penerimaan SK.PD dibuka atas nama 
bendahara pencrimaan SKPO. 

c. Rekcning pengeluaran SKPO digunakan untuk pengelolaan uang yang 

akan digunakan ••bagai belanja-belanj• SKPD, seperu uang 

perscdiaan dan tambahan uang perscdiaan yang dikelola oleh 
bendahara pengeluaran SKPO. Rekening pengeluaran SKPD d1buka 

aUt• namu bendahara pengduaran SKPD atau bendaharu pengeluurun 
pembantu SKPO. 

4. Pcnempatan Kns dalam ln,..,stas, Janglul Pendek Oalrun pengelolaan kas, 
uung duerah yang belum d1gunakan dapat d1opumalkan dan d1alokos1kan 
untuk investasi jangka pcndek. ln,·estasi jangka pcndek merupakan 

mveata•i y"ng dapat segera d1perjualbelalu,n/d1ca1rkan, duujukan datum 

rangka pengelolaan kas dengan ris,ko rcndah scrta d1mihki setamu 

kurang dari 12 (dua betas) bulan. Termasuk dalam invcetasi jangka 
pendek adalah depesuo bel)anR)<a wakru 3 (11ga) bulan sampru dcngan 12 

(duo bclnsJ bulan yang depot d1pcrpanjang secars otomatis, pcmbelian 

Surat Utang Negara (SUNJ janglul pendck dan Sertifikat Bank Indonesia 
(SBII, Prosea penempatan kas dalam mvestas, Jangka pcndck dilalcukan 
mclalw langkah-langkah scbagai bcrikut: 
a. Pemermtah Daerah dapat mclakukan mvestas, Jangka pcndck 

sepanjang udak mengganggu hkuidnas keuangan daerah, lugas 
daerah, dan kualitas pelayanan publik. 

b. Sebclum mengalokasil<an kas umum daerah kcdalam tnvestasijangka 
pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan 
adalah dana yang benar-benar bclum akan digunakan dalarn waktu 
dekat (idle cash). 

c. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka 
pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah dona yang akan 
diinvestasikan dan pilihan Invesrasi beserta alaun dan hasil RnnliSA 
pemilihan investasi. 
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d. Berdasarka» rencana penempatan dana yang diajukan BUD etas 
rencana investasi jan.gka pendek, Bupati menetapka.n jenis investasi 
jangka pendek yang dipilih dcngan mcnerbitkan Surat Keputusan 

Bupati. 
e. Berdasarkan SK Bupati rersetnn BUD menerbitkan Surat Perintah 

Pemmdahbukuan (SP2) BUD yang mcmerintahkan pernindahan dana 
dari kas umum daerah kcdalam investasi yang dipilih. 

r. lnvestasijangka pcndek harus disetor kc Rekening Kas Umum Daemh 

paling lambat per 31 Desember. 
5. PPKO selaku BUD melnkukan penetausabaan etas semua pencnmaan 

dacrah dan pengeluaran dacrah dari RKUD. Proses penataueahaan oleh 
BUD rncmuat infonnasi, alimn data, serta penggunaan dan pcnyojion 
dokumcn yang dilakulaln secera elektremk 
Bagian I: Penerimaan RKUD 
o. Berdasarkan Note krod11 atau Buku Penenmaan Lam yang sah, BUD 

mencarat pada Buku Kas Umum pada a1s1 penenmaan pada kolom 
tanggal dan kolom nomor bukti. 

b. BUD mengidenufikasi jems dan kode reken,ng pendapatan. 

c. BUD mencatat ntl,11 tronsaks1 pada kolom jumlah pada Buku Ku• 
Umum. 

Bagian 2: Pengeluaran RKUD 
o. Kuasa BUD menerbitkan dokumcn SP2D alas setiap pcngcluaran 

uang dari RKUD. Penerb11an SP2D didasarkan pada dokumen aurat 
penntah membayar yang d1tcrb11kan oleh PA/KP/\. 

b. Setiap pengcluaran dari RKUD. BUD mencatat pada Buku Kas Umum 
pada sisi kolom pengetuaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukLi. 

6. Pelaporan oleh BUD 

a. Proses pclaporan olch BUD memuat informasr, aliran data, serta 
penggunaan dan penyaJian dokumcn yang dilakukan secaru 
elekt.ronik. 

b. BUD mcmbuat tapcran atas kas umum daerah yang berada dalam 
pengclolaannya dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerab. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh 
penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah 
ak8n dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD. 

c. Laporan BUD disusun dalam bentuk: 
1) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan 

2) Rekons.ilias:i Bank atas posisi kas. harian. 
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II. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRAl'ISITORJS 

A. Ketentuan Umum Pengelolaan kas 1rans11ons adalah pengelelaan atas kas 

non anggaran yang diterima ~rsiral transit) untuk disetorkan pada rckerung 
pihok kenga yang telah duentukan. Beberapo ketentuan umum terkau 
penatausahaan kos trans,tons adalah sebagai benkut: 
I. Jcnu;-jenia kas transitoris. antam lain: 

a. Pajak Pu,uit yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendaharu 
pengelunrun pembantu dan/atou bendahara khusus lainnya sesuar 
dcngon peraturan perundang undangan dari seuap traneaksl 
Pcmermtah Doerah dengan p,hak keuga seperu PPh Pasal 21, PPh Pnsal 
22, PPh Pasal 23 dan/ntau PP'I; 

b. Potongan gaji pcgawai sepcrti luran Wajib P<:gawai Pcnerima Upah 
u.ntara lam Bupati, OPRD. ASN, Kepala ~sa/Perangkat Desa dan 
Pegawai Lainnya, simpanan pesena Tapcra, PPh Posa! 21, Tnspcn, 

iuran jominan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan ke:rja dan jaminan 
kemauan: 

c. Uang jaminan dan/ a tau utipan uang muka yang diberikan olch pihak 
kctiga kcpada Pcmcnntah Daerah dalwn melakukan suatu pekerjaan 

yang memiliki risiko kegagalan da1a.m pelaksanaannya atau jam.man 
lainnya scsuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Scbagai 
contoh uang janunan ctimaksud antara lain unng jaminan pekerjaan, 
uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame. dan 
jaminan lainnya. Schingga apobila ada kcgagalan dalam pckcrjaan atau 
penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan 
maka uang Jaminan in, menjadi milik plhak pemben pekerjaan, dalam 
hal ini Pemerintah Daerah. 

Laporan tersebut dibuat setiap hari clan diserahkan setiap hari kerja 

pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat diserahkan 
sesuai kebutuhan. 

d. D, samping laporan-laporan di ates. BUD membuat Register SP2D 
yang telah duerbnkan. Register SP20 seeara otomatis diperoleh dari 

sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. 
C. Dokumen Terkait 

Dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain sebagai berikut: 
I. Buku Kas Umum BUD 

2. Laporan Posisi Kas Harian 
3. Rekonsiliasi Bank 
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Bendahara 1''husus Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 
.sebagai wajib pungut pajak sesuai peroturan pcrundang-undangan, 

Pembanruj Pengeluaran 

d. -Jerus kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
2. Pengelolaan leas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi 

belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehlngga dasar 

pencatatannya menggunakan dokumen yang udak terpisahkan dan 
dokumen kelengkapan transaksi, 

3. Pencnmaan leas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun 

perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan 
sebaga, pembayaran hutang pada akun perhnungan fihnk ketiga jPF'l<). 
Transaksi ,n, udak mempengaruh, SlLPA seh,ngga udak dilnporkan dalam 
laporan realisasl anggamn namun informasinya disajikan datam neraca 
scbagni utang PFK dan di laporan arus kas di bagian akuvuas 1 ransuorls 
sesua, dengan SAP. 

4. Pcncrimaan kas tran1i1oris, mtskipun mcnambah kas daerah, tidak bolch 
d1gunakan untuk operas,onal belan1a karena dnlamjnngka waktu rertentu 
harus dibayarkan ke pihak keLJR)I. 

5. Tcrkait kns lrnnsitoris berupa jaminan, tcrdapat beberapa keteruunn 
scbaga, bcnkut; 
a. Dolam ha! p1hnk ketiga tidalc mclaksannkan kC\\'OJ1bannyn sesuui 

kontrak, Pemerintah Oacrah dapat mengcksekus, dan mengaku, uang 
jaminan sebagw Pendapatan Oacrah berupa Lain-lain Pendapatun A•b 

Daemh yang Sah. 
b. Pendnpnton doerah yang bcrsumbcr dari uang jamman pihok keriga 

yang udak melaksanakan kewaj,bonnya 8Ct1Uai kontrnk, drgunakan 
untuk mendanru pekcrjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga 

tersebut dalam mencapai target kinerja sub kcgiatan Sl<PD yang 
ditetapkan. 

6. Pelaksanaan pengclolaan penerimaan kas transitoris dan pcngeluamn kas 
transilons dilnksannkan oleh BUD. lkndahara Pengeluaran dan/a1au 
Bendahara Pengelunran Pembantu. 

7. Proses penatausahaan kas transitoris mcmuat infonnasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumcn yang dilakukan secara elektronik. 

B. l<ctcntuan Pclaksanuan 
I. Pengelolaan xas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/Bcndahara 

Pengeluaran Pembanru 

a. Bendahara Pengeluarnn/&ndahara 
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&g,an l: P,,ngembalian Vang Janunan 

I) Uong Jominon d1aetorkan olch pihak ketiga yaitu pcnycdia 
baning/JD"" ke rekemng RKUD. 

2) Uong JOminon wajib d1kembalikan kepada pcnycdia batang/Josa 
setetah menyelcsaikan sc,luruh kcwaj,bannya kepndo Perncrintah 
Darrah 

3) Pencairan uangjaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang 

bcrisl: 
a) Penntllh Penca,ran Uang; 
b) besaran Vang Jamman yang al<an dicairkan; 
c) pthak penenma dan nomor rekenmg yang dituju; 
d) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan babwa 

penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajtbannya 
Bagian 2: Vang Jamman yang udak dikembalikan 
l) Oalrun bal pahak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya seauai 

kontrak. uangjamman tidak dikcmbalikan kepada pihak ketiga. 
2) Pcmerintah Daerah mendanat kewajiban pihak ketiga dengan 

menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, 
kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan. 

Bendahara Khusus Lainnya sebagaj wajib pungut pajak sesuai 

peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh 
penerirnaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara. 

c. Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara 

Pcngeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus 
Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan pcrundang· 
undangan melakukan peneatatan pada buku terkait, 

2. Pengelolaan Kas Transitons di Kuasa BUD 
a. Kas Trnnsitoris yang melekat pada transaksi Penyetornn kas tronsitoris 

,uos potongan pajak dan potongan- potongan lainnya den bc'lanja yang 

mcnggunakan mckanismc LS dilakukan langsung oleh bank. 
b. Pado saot pemmdahbukuan belanJo kepado rekening pihak kenga atnu 

rekemng pcnenma la,nnya, bank juga melakukan pcmmdohbukuan 

koa transitoris dori RKUD kc rekening tujuan yang telah ditcntukan. 
c, Jam1nan 

Pembantu/ Pengeluaran Pengeluaran/Bendahara b. Bendahara 

wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui 

UP/GU/TU/LS. 
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III. PENYlA.PAN DOKUMEN PELAKSAllMl'I AllGGARAll SKPD (DPA·SKPDJ 

A. Ketentuan Umum 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA·SKPD adalah dokumen yang memuai rencana 
pendapatan, rencana belanja, dan reneana pembiayaan yang rerinci sampai 

sub rincian objek disertai reneana realisasinya yang digunakan scbagai dasar 
pelaksanaan anggaran, P<-nyusunan DPA·SKPD memuat informasi, altran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
clcktronik. 

B. Ketenruon Pelaksanaon 
Bagia11 I: Pembentahuan Penyusunan Ranrongon DPA SKPD 

I. Setelah penetnpun Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. 
PPKD menyampa,kan au rat pembernahuan kepadil lo.eP"la SKPD unt uk 
menyusun dan menyampaikan rancanRB,n DPA,SKPD. Surut 
pembentahuon disampo,kon kepoda Kepala SKPD poltng lambat 3 (liga) 
hnri setelah Peruturan Kepula Ouerilh tentang penjabamn APBD 

duetapken. 
2. Surut pemberitnhuan dunaksud sekurang·kurangnya memuat hat- hol 

yang pcrlu diperhaukan oleh ..,,iap kepala SKPD dalam mcnyusun 
Roncangan DPA·SKPD melipuri: I) Pcndapatan, belanja, dan pernbiay .. an 
SKPD yang d,gunakon ..,bagai c1.,..,, peloksanaan angg,rnm oleh PA: 

3. Rencana pcndapatan yang akan d1pungu1 dan ditenma oleh SKPD dolam 
tohun onggaran yang direncanakan; 

4. Sasarnn yang hendok dreapai, rungs,, pf'ORJ1UD, kegiatan, sub kegiatan, 

dan anggaran bclanja yang disediakan: 

5. Rencana penerimaan dan pcngeluarnn pembiayaan; 
6. Rencana penankan dana sebap SKPD; 

7. Batas akhir pcnycrahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling 

lambat 6 (enam) hari kerja sejak dnerbukannya surat pembentahuan, 
untuk d.tveriflkasi oleh TAPD; 

8. Batas akhir pcnetapan Rancangan DPA SKPD. 
Bagtan 2: Penyusunan Ranoongan DPA-SKPD 

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat 
pembentahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA·SKPD 

3) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli 
Oaerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya 
tercatat sebagai hu1ang pihak keuga. 
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yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat 
pemberitahuan diterima. Rancangan DPA-SKPD mencakup : 
a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang 
datanya bersumberdari akumu1asijumlah pendapatan menun.at skun, 
kelompok dan jerus }ang diisi dalarn DPA-Pendapalan SKPD, 
akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja 
yang diisi dalam DPA-Bclanja Sh.1'0 dan akumulasi jumlah penerimaan 
dan pengeluaran Pcmbiayaan yang diisi dalam DPA Pcmbiayaan. 

b. Rancangan DPA-Pcndapatan SKPD 
Formuhr yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapnlan SKPD 
dnlam tahun anggaran yang d1rencanakan yang dirinci menurut 
kelompok, jenis, objek. rineian objek dan sub rincian objek 
pendapatan, 

e. Rancangan DPA·Bclanja SKPD 
l'ormulir yang d1gunakan untuk menyusun OPA·BclanJa SKPD dalom 
tahun anggaran yang direnronakan, yang memuat jumlah Bclanja 
menurut kelompok dan jems belanja dari seuap program, kegiatan dan 
sub kegiaten SKPD yang dilcuup dari seuap DPA-Rincian Belo.njo SKPD. 

d. Rancangan DPA. Rincian Bclanja SKPD 
rormulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanjo SKPD 
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah 
Bclanja mcnurut kclompok, jenis. objck, rincian obJek dan sub rincian 
objck dan senap program. kegiatan da.n aub keg,atan SKPO. 

e. Ra.ncangan DPA Pcmbiayaan SKPD 
Formuhr yang digu.naka.n untuk menyusun DPA pcnerimnan 
Pcmbiayaan dan pengeluaran Pernbiayaan SKPD dalam tahun anggaran 
yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pcmbiayaan dan 
pengeluaran Pembiayaan menurut kclompok, jenis. obJek. nncian objck 
dan sub nncian obJek penenmaan Pembiayaan dan pengeluaran 
Pembiayaan. 

Bagian 3: Penyampaian Raru:nngan DPA.SKPD dan venfikas! DPA-SKPD 

a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD. PPKD menyampaikan 
rancangan DPA-SKPO kepada TAPD untuk dilakukan verlfikasi. 

b. TAPD melalrukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPO paling lambat 6 
(cnrun) hari SCJak diterimanya Rancangan DPA-SKPO. Vcnfikas, 
rancangan DPA~SKPO dengan menggunakan inst.rumen verifikasi 
antara lain: 
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IV. PENYlAPAN ANOOARAN KAS PEKERlllTAB DAER.AH 

A. Ketentuan Umum 
Anggaran Kos ndalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber don 
pcnerimaan dan pcrkiraan arus kas keluar untuk mcngatur ketersedlaan 
dano yang cukup guna mendana1 pelaksanaan APBD daJam seuap periode. 
Penyusunnn anggnrnn kas dllakukan sebagai berikut : 
I. PPKO setaku BUD mcnyusun Anggaran Kas Pemcrintah Daerah unruk 

mengatur ketersedraan dana daJam mendanru pengeluaran sesua, dengan 
rcncana pcnarikan dana yang tcrcantum daJam OPA SKPD. 

2. Anggaran kas pemenntah dacrah berisi pcrkiraan realisasi penenmaan 
daerah dan rencana pengcluaran daerah setiap bulannya yang dutanya 
bersumbcr dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD- 

3. Penyusunan perklraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah 
daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek 
pendapatan dan rcncana penerimaan pembiayaan unruk setiap bulannya 
berdasarkan waktu esumasi reahsas: penerimaan kas daJam DPA·SKPO 
dan anggaran kas SKPD. 

4. Hasil perhitungan rencana pcnerimaan per sub rincian objek pendapatan 
dan pe.nerimaan pembiavaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas 
masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan 
pembiayaan selama saru tahun dan rcncana penerimaan setiap bulan. 

I) standar barga satuan yang ditetapkan Kepala Daerab dengan 
berpedoman pada peraruran perundang-undangan; 

2) analisis standar belanja; 

3) Rencana Kebutuhan Barang M,lik Daerah (RKBMDI; 
41 standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan, dan/atau; 
51 Petunjuk teknis unruk dana transfer pusat dan/atau dana otonom, 

khusus. 

c. Berdasarkan hasil vcrifikasi TAPD atas rancangan DPA·SKPD, SKPD 
mclakukan penyempumaan dan menyampaikan hasil penyempumaan 
kcpada TAPO' 

d. Dokumcn Rancangan DPA·SKPD berasal dari Sistem lnformasi 
Pemenntahan Daerah (SIPD). 

Bag,an 4 · Perst'IUJU<ln dan hnge,,ahan DPA·SKPD 

PPKD melakukan pengesahan OPA·SKPD atas raneangan OPA·SKPD yang 
telah mendapatkan persetujuan Sekretarrs Ouerah 
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V. SURAT PENYEDI.AAN DANA (SPD) 

A. Ketenruan Umum 
Surat Penyed,aan Dana (SPO) adaJah dokumen yang menyatakan tersedianya 
dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP} alas 
pelaksanaan APBD. 

5. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah 
daerah, dih.irung berdasark.an rencana belanja per sub rincian objek setiap 
bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD 
dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub 
kegiatan serta rencana pengcluaran pembiayaan untuk setiap bulannya 
berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah duetapkan. 

6. Hasil perhirungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan 
pcngeluaran pembiayaan dicatat kc dalam dokumen anggaran kas keluar 
yang mcmuat jumlah anggaran belanja dan pengeluo.ran pembiaynan 
selama saru tnhun dan rencana pengeluaran senap bulan. 

7. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar 
penyusunan SPD. 

8. Penyusunnn anggaran kas memuat informasi, ahran data, serta 
penggunaan dan penyaJian dokumen yang dilakukan secara elek1ronik 

B. Ketentuan Pelaksanaan 
a. Kepala SKPD menyusun anAA9ran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dun 

jodwal peloksanaan kegmtannya 
b. Kepalo SKPD menyampailcan anggaran kas SKPD kepodn Kunsa BUD 

paling lnmbut 3 (t1go) huri ""Jak DPA-SKPO d1sahkan. 
c. Kuasa BUD melakukan ,enfika~i atas anggaran kas SKPO paling lama 2 

(dun) hun S<'Jllk d1tenmanya Anggnran Kao dan SKPO. 
d, Kuasa BUD dalam mclakukan verifikas1 Anggaran Kas SKPD dcngan 

mcnggunnkan mstrumen vcrifikasi antara loin: 
{I) smkrorusas. perkiraan Penenmaan dalam DPA·SKPO; 
(2) sinkronisasl jadwal pclaksanaan dan aloka&i rcncana penarikan dano 

dalam DPA SKPD. 
e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah divcnfikasi, 

mcnyusun rancangan anggaran kas pemermtah dacrah. 
f. Kuasa BUD menyampa,kan rancangan anggamn kas pemenntah daerah 

kepada PPKO selaku BUD. 
g. PPKO sclaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemcrintah 

daerah yang disampaikan Kuasa BUD palmg lambat I (satu) han sejak 
dokumen rancangan a.nggaran kas pemerinteh doerah diterimu. 
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3. 

No 

Para[ Koordmasi 

Jabatan Para! Noma 

I. 

2. 

PPKD menerbitkan SPD dengan mempenimbangkan: 
l. Anggaran Kas Pemcrintah Daerah; 

2. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 
3. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam 

DPASKPD. 
SPD dimaksud disiapkan olch Kuasa BUD dan disampaikan kcpada PPKD 

untuk ditandatangani. 
Ketenruan-ketenruan mengenai SPO sebagai berikut : 
a. SPO sebagai dasar permintaan pembayaran scsuai kcbutuhan SKPO atau 

unit SKPO sctiap periodik. 
b. Untuk pcmbayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bcncana, 

konnik sosial, dan/atau ktjadian luar biasa, PPKD sclaku BUD dapat 
melakukan perubahan SPO atau dokumen yang dipersamakan yang 
bcrsumbcr dari anggaran yang ditctapkan pada OPA-SKPD yang 

menyelenggarakan fungsi SKPKD. 
c. PPKO selaku BUD dapat melakukan pcrubahan SPO apabila terdapat 

kondisi scbagai bcrikut: 

l. Ketersediaan dana pada RKUO yang tidak sesuai perkiraan 
penerimaan dalam anggaran kas; atau 

2. Pcrubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibal keadaan darurat 
tcnnasuk keperluan mendcsak. 

3. Perubahan SPO menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya. 
4. Penyusunan dan penerbitan SPD mcmuat informasi, a1iran data, serta 

penggunaan dan pcnyajian dolrumcn yang dilakukan secara elektronik. 
5. Perubahan SPD yang diaju.kan olch $11.1'0 harus mendapat perserujuan 

dari PPKO sclaku BUD. 
B. Ketcntuan Pelaksanaan 

I. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPO berdasarkan anggaran kas 
pemerintah daerah. 

2. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPO kepada PPKO selaku BUD. 
untuk disahkan. 

3. Kuasa BUD menyampaikan SPO yang tclah disahkan kepada Kepala 
SKPO. 
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR 32 TAHUN 2024 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH 

I. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

A. Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi

penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga,

penyetoran pendapatan ke RKUD, dengan memuat informasi, aliran data,

dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

B. Beberapa ketentuan Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan:

1. Semua penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya

melalui RKUD.

2. Dalam hal penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan

pengesahan dan pencatatan penerimaan daerah tersebut.

3. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke RKUD

paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

4. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas

setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.

5. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau

non tunai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. transaksi penerimaan pendapatan dilakukan secara non tunai oleh

wajib pajak dan atau wajib retribusi ke RKUD secara langsung melalui

bank/ATM/internet banking/dan alat pembayaran non tunai lainnya;

b. penerimaan pendapatan yang dibayar secara tunai kepada Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan penerimaan

pendapatan yang dibayarkan secara non tunai melalui rekening

penampung, harus disetorkan ke RKUD paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak uang kas diterima.

6. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran

(STS).

7. Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit a tau

dokumen lain yang dipersamakan.

8. Atas pertimbangan hari libur dan jam operasional bank persepsi yang

mengakibatkan melebihi ketentuan batas waktu penyetoran, maka dapat



disetorkan ke rekening kas umum daerah pada hari kerja berikutnya 
dengan clibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh bendahara 
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan atasan langsung. 

9. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat 

berharga yang dalam penguasaannya: a. lebih dan I (satuJ hari, 
dan/atau b. atas nama pribadi, 

l 0. Komisi, rabat, potongan a tau pendapata.n lain dengan narna dan dalam 
bcntuk apa pun yang dapat dmilai dengan uang, baik secara langsung 

sebagal akibar dari penjualan. tukar menukar. hiba.h, asuransi, 
dan/atau pengadaan barang/jasa termasuk pendapatan bunga.jasa giro 

atau pendapatan lain scbagai akibat penyimpanan dana anggaran pada 
bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang dacroh atas 
kegjatan la,nnya merupakan pendapatan daerah. 

11. PA/KPA mclakukan pemcriksaan kas yang dikdola oleh Bendaharn 
Penenmann paling sedilat I (saru] kah dalam I (satuJ bu Ian, duuangkan 
dalam benta acara pemcnksaan kas. 

12. Benda hara Pcncnmaan mclakukan pemcriksaan kas yang dikclola olch 
Bendahara Penerimaan pembantu paling scd1lat I (satuJ kali dalam 
(satuJ bulan. d1tuangkan dalam berita ocara pemcriksaan kas. 

13. Pcndapatan Dacrah dalam APBD diklasifikasikan mcnurut akun, 
kclompok, jerus, obJck. nncian ob;ck dan sub nncian obJCk. Pendapatan 
dacrah berdasarkan kelompok mcliputi Pcndapatan Asb Dacrah (PADJ, 

Pcndapatan Transfer dan Lain-lain Pcndapatan Dacrah yang $ah. 
Bcrdasarkan slfat dan proscdur pemungutan/ pembayaran pendapotan 
daerah, dapat dibcdakan: 

a. Pcndapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan/ otou 
b. Pendapetan yang d1beyar send,ri oleh wajib pajak (tanpa oda 

penetapanJ. 
14. Bcrdasarkan s,fat dan proscdur pemunguten/pembayaren pendapetan 

daerah, penatausahaan pendapatan dacrah dilaksanakan sebagai 

berikut: 
a. Penatausahaan pendapatan yang clipungut setelah penetapan oleh 

Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketctapan scsuai dcngan 
jen,s pendapatan. 

b. Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh waJib pajak 
(tanpa ada penetapanl didasarkan pada dokumen/bukti pcnerimaan 
sesuai dengan jcnis pendapatan. 
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c. Penatausabaan pendapatan daerah, clidasarkan pada dokumen/bukti 
meliputi: 
IJ Surat Ketetapan Pajak Oaerah (SKP-0); 
2) Surat Ketetapan Retribusi Oaerah (SKR-0); 
3) Surat Setoran Pajak Oaerah (SSPD): 

4) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD); 
5) Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar (SKPDKB); 
&) Surat Ketetapan Pajak Oacrah Kurang Bayar Tambahan 

(SKPOKEIT); 
7) Surat Ketetapan Pajak Daerab Lebib Bayar (SKPDLB); 

8) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP!; 

9) Surat Tanda Setoran (STS); 
JO) Nota Kredit dari Bank; 
11) Surat Perjanjian; 
12) Ookumen penetapan lainnya yang sab sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan; 
13) Hasil purusan pengadilan yang bersifa; retap: dan/atau 
14) Bukti lainnya yang sab sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 
d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam 

melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan 
secara tunai dan non runai, batas nilai sesuai dengan kerenruan dan 

dengan cara: 
I) Penyetoran penerimaan pendapatan secara runai dibuktikan 

dengan penerbitan surat canda setoran (STS) atau bukti lain yang 
sah. Dafiar STS )·ang dibuat oleh Bendahara Penerimaan 
didokumentasikan dalam Register STS. 

2) Penyetoran pencrimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan 

dengan bukti notifikasi/nota kredit/meclia elektronik lainnya. 
e. Penyetoran penerimaan pendapatan daerab dari Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah 

Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik 
lainnya. 

C. Ookumcn pcnerimaan dan pcnyetoran pendapatan antara lain scbagai 
berikut: 
I. STS 
2. Register STS 
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c. Nota Kredit Bank 

d. Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di aias 
3. Prosedur pcmbulruan dapat dikembangkan dalam 3 (tigal prosedur, 

antara lain: 
a. Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai 
b. Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening 

bcndahara pcnerimaan 
c. Pembulruan atas pcndapatan yang diterima melalUJ RKUD 

4. Pembulruan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara 
Penerimaan Pembantu memua, inrormasi, aliran data, sena penggunaan 
dan pcnyajian dokumen yang dilakukan secara elcktrOnik. 

B. Dokumen pcmbukuan bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut: 
I. Buku Kas Umum 
2. Buku Pembantu Kas Tunai 
3. Buku Pemban1u Bank 

nr, LAPORAll PERTAIIGGUJIG.JAWABAJII BENDA.HARA PENERIMAAJII 

A. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab seca.ra administratif 
kepada PA dan secara rungsional kepa.da BUD. 

B. Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat in!ormasi, aliran 
data, serta pcnggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektrorul<. 

n, PEMBUKUAN BENDAHARA PEIIERIMAAJII 

A. Bendahara Penerimaan pada SKPO wajib menyetenggarakan pembulruan 
teehadap seturuh penerimaan dan penyeroran atas penerimaan yang 

menjadi tanggungjawabnya. Terkait bal tersebut di atas, terdapat beberapa 

ketentuan sebagai berilrut: 

I. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah 
menggunakan bulru-bulru sebagai berilrut: 

a. Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
b. Register STS 

c. Buku Kas Umum 
d. Bulru Pembamu, antara lain bulru kas tunai dan buku bank 

2. Ookumcn yang diburuhkan dalam rangka menyelenggarakan 
pembukuan, antara lain; 

a. Tanda Bukti Penerimaan 
b. Surat Tanda Setoran 
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b. Laporon ~ncrimaan dan ~n)·etoran 
c, Register S1'S 
d, Bukti pcnerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah 
e. Pertonggungjawaban Bendahara Penenmaan Pembantu 

3. Benduharo Penerimaan SKPD wajib menyampaikan LPJ Fungsional 
yang merupakan hasil konsolidasi dengan 1,PJ Bendahara Penerimaan 

Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan 
dori PA paling lambat tonggnl 10 bulan berikutnya 

4. Verifikas, LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan olch PPK SKPD 
sebagai bag,an dari p,,ngendaban ata1 penenrnaan dan penvetorun 
pendapatan daerah. 

S. Berdasarkan hasil vcrifikasi tersebut, PPK SKPD menynmpaikan 1..PJ 
Bendahara Penerimaun kepada PA. 

D. Dokumcn laporan pcrtanggungiav.aban bendahara pcnenmaan antara lain 
scbagai benkut. 

I. LPJ Bcndahara Penenmaan 
2. Laporan Penenmaan dan Penyetoran 

IV. REKONSILIASI PENERIMMlf 
A. Sebagru bag,an d.an tugas dan tanggung jawabnya, PPKO selaku BUD 

melakukan venfikasi. evaluasi, clan analisis atas LPJ Bendahara 

Penerimaan datam rangka rekonsiliasi penerimaan. 
B. PPKD melakukan venfika1.i, evatuaei, clan analisis atas Laporan 

pertanggungiawaban penenmaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan 
dcngan ketentuan sebagai berikut: 
I. PPKD sebtku BUD melakukan venfikasi, cvaluasi dan analisis etas LPJ 

fungsional mcliputi: 

C. t,PJ Bendahara Penerimaao/Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PA 
dan PPKD melalui PPK SKPD disampaikan paling lambal ianggal 10 bulan 

berikutnya, dengan kerentuan sebagai berikut: 
I. Bcndahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan LPJ 

kepada Bcndahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan 
berikutnya. 

2. LPJ Bendahara Penenmaan merupalc.an penggabungan dengan t,PJ 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat inforrnasi tentang 

rckapilulasi penerimaan, penyetoran dan saJdo kas yang ada dl 
Bendahnra LPJ tersebut dtlamp,ri dengan: 
a. BKU 



V. PENATAUSAHAA.lf PEMBAYARAff AT.AS KELEBIHAlf PENDAPATA.N 

A. Dalam ha! terdapat kclcbihan pcncrimaan pajak dacrah, restitusi dacrah, 
dan atau kesalahan setoran l)<"ndapatan lai.nnya, Pemcrintah Oaerah 
menctapkan Surat Kelctapan Lebih Bayar (SKLB} sebagai dasar 
pengcmbalian kelcbilian pencrimaan pcndapatan dacrah. 

B. Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penenmaan adalab sebagai 
berikut: 
I. Pcngembalian atas kelebilian Penerimaan Dacrah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya 
dilakukan dcngan mcmbebankan pada rclcening penerimaan yang 
bersangkutan, dengan kritcria sebagai berikut: 
a. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun: dan 

a. kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban 
penerimaan 

b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan 
c. analisis capaian realisasi pene:rimaan 

2. PPKD selaku BUD melakul<an rekonsilias, penenmaan secara periodik 
yang diruangkan dalam Bcrita Aeara Hasil Rekonsiliasi dcngan mcmuat 
informas,, aliran data, serta penggunaan dan l)<"nyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektrenik. 

C. Ketcntuan Pelaksanaan Sctclah mcncrima LPJ Bcndahara Pcnerimaan, 
PPKD selaku BUD mem\-enfikas1, mengevaluasi, dan menganalisis dengan 
langkah langkah sesuai ketenruan, yaitu· 
I Mcncliti LPJ, mclihat kcsesuaian perhuungan atas LPJ dengan mutasi 

RKUD 
2. Jika PPKD selaku BUD mencmukan kctidaksesuaian dan/ntnu 

keudaklengkapan. maka PPKO selaku BUD memmta l)<"rbail<en kepada 
Bendahara Penerimaan SKPO. 

3. Sctelah mrlakukan vcrifikasi, PPKD selnku BUD mclakukan rckonsiliosi 
penerimaan dengan men.gidenufikas1 1ransaks1·transaksl pendapntan 
yang dtterima oleh BUD tctapi udak tereatat olch buku Bcndoharn 
Pcncnmaan/ Bcndahara Penenmaan Pembantu 

4. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan 

mennmpilkan data setiap bulan. 
5. PPKD setaku BUD membuat analiSts dcskriphf terkait capaian reahsosi 

penenmaan. 
D. Dokumcn Tcrkait 

Bcrita Acara RckonsHiasi Penerimaan 
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b. objck penerimaan daerah yang sama. 

2. Pengembalian atas kcleblhan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak 
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan 
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

3. Pengembalian atas kelcbihan Penenmaan Dacrah yang sifatnya tidak 

berulang yang terjacli pada tahun scbclumnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekerung bclanja tidak terduga. 

4. lnformasi kelebihan etas penerimaan dacrah dapat berupa: 
a. Surat permohonan pcngcmbalian kclcbihan pernbayaran: 

b. rekomendasi A.PIP; 
c. rekomcndosi BPK·RI; 
d. purusan p,,ngadilan bcrkckuatan hukum tctap dan sudah tidak oda 

upaya hukum ltunnya; dan/atau 

e. lnformasi lainnya yang dipcrsamakan ~suai dengan peraturan 
perundang-undangan, 

5. Berdaserkan surot pengaJuan dan p1hak kehga alas kelebihon 

pernbayarnn, PA scsuai dengan kewenangannya melakukon proses 
venlikas, don validas. yang dotuongl<an dalwn bcnto acara unruk: 
n, memostil<e.n keabsohan buktt yang dijadlkan dasor pengajuun. 
b. memoatikan unsur penycbab p,,ngajuan pengcmbalian. 

6. Unaur penyebab pengaJuan pengcmbalian dapat dikarenal<an: 
o. kesalohan yang dokarenal<an kcaalahan penulison; 

b, adanya kcbcmtan yang olch pihak ketiga atos surat penetapan yang 
audoh disampaikan. 

7. Bcrdasarkan informos, kclcbihan alas penenmaan dacrah scrto hos ii 
vcnfikasi yang dolakukan SKPD terkait, diterbnkan SKJ...B sesuai dcngan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Setiap pcngcmbalion kclcbihon penenmaan pendapatan harus 

d1dasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lcbth Bayar (SKPDLBJ, 
Surat Ketctapan Retnbusr Dattah Lcbth Bayar (SKRDLB) atau dokumcn 
lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak dacrah dan 
retribusi daerah. 

9. PA berdasarkan dokumen SKPDLB. SKRDLB atau dokumen lamnya 
yang diperaamakan untuk pendapatan selaln pajak dacrah don 
retribusi daerah mcacrbitkan surat pennohonan pembayaran 
pengcmbalian kelcblhon penenmaan pajak daerah/retribusi dacrah 
kepada BUD. 
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Para! Koordma!II ~ TIMUR, - . No Nama Jabeian Paraf 

I. 

2. ~~ 
3. IOII~ \1')µi,.\ 

10. Bcrd.iaarkan surat permohonan pembayaran kel<b1han penenmann 

pajak dneruh/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat 
Perintah Pcmbayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihon penerimaan 

pajok dacrah/rcuibusi daerah. 
11. Penatausahnan pembayaran atas kelebihan penenmaon pendapatan 

mcmuat inrormosi. aliran data, sena penggunaan dan penyajian 
dokumen Y""S dllakukan seeara elektronik. 
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR 32 TAHUN 2024 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH 

I. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

A. Ketentuan Umum

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

1. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2. Pengeluaran kas yang mengakibatkan be ban APBD tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan

diundangkan dalam lembaran daerah, kecuali untuk pengeluaran

keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

melaksanakan pembayaran setelah: 

Pengeluaran pembantu 

a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh

PA/KPA beserta bukti transaksinya;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak

dipenuhi;

5. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung

jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

6. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib

pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening

Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah;

7. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan

sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

untuk pelaksanaan program/sub kegiatan pada Unit SKPD;



8. Oalam proses belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung 
kcpada penyedia barang/jasa baik secara tunai maupun non runai sesuai 
dengan ketenruan: 

9. Transaksi pembayaran dilakul<an secara non tunai dengan menggunakan 

instrumcn bcrupa Alat Pcmbayaran Menggunakan Kartu (APMKI, eek, 
b1Jyet giro, uang clekuonik atau sejenisnya; 

10. Khusus untuk transaksi pembayaran yang menggunakan Uang 
Pcrsediaan/Oanti Uang/Tambah Uang yang menjadi pengurusan 

Bendahara Pcngcluaran/Bendahnra Pcngeluaran Pcmbantu dapar 
menggunakan pembe.yaran tunai yang tcrdiri dari : 
A. pembayaran untuk pembdian rnaterai dan benda pos; 

b. pembllyaran belanja air dan koran, atk, eetak dan penggandaan, 

betanja p<'mchharaan ru1in kantor dan kendaraan dinas seunggi­ 
tinllR)nyu Rp2.000.000,· (dua juta rupiah) : 

c. pernbayaran makan rmnum perangkat daerah yung tidok 
mcnggunakan merede c-catalog/katalog lokal; 

d. pembayaran belanJa makan dan m,num rapat yang dilaksanakan di 
luar dnerah: 

e. pembay&ran belanja penunjang operasionaJ Bupa1i/Wak1I Bupnti, 
Pimpinan OPRD dan bclanJa penunjang komun1kasi inten•,r OPRO; 

r. pembayoran belanJa sewa tcmpat dan perlcngkopan kcg,atan reses 
DPRD; 

g. pembnyaran belanja makanan dan rmnuman keg,atan reses DPRO; 
h. Pcmbnyaran kcgiatan penyediaan makanan dan mmuman rumah 

tangga Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau 

1. pcmbayarnn betanja lwn sesuai dcngan Peraturan Bupati tentang 
Pclaksanaan Transaksi Non Tonai pada Pcmcrintah Oaerah. 

11. Uong ktts/uang tuna, dalam brankas yang menjadi pengurusan 

Bendaham Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sctinggi­ 
tingginya RpJ.000.000,00 (tiga juta rupiah) pad a akhir hari kcrja; 

12. Uang kas/uang tunai yang jumlahnya melebihi ketcntuan harus 

dibuatkan berita acara }'IU1R c!Jtandatangani oleh Bendahara 
Pcngeluaran/Bendahara Pcngeluaran Pcmbantu dan PA/KPA; 

13. Bendahara Pcngeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang 
melanggar ketenruan dikenai sanks. admimstratif berupa: 
a. teguran lisan; dan 
b. tesurnn rerrulls. 



m. PERMINTAAN PEMBAYARA.N 

A. Kctcntuan Umum 

0. PROSES PELIMPAHAN UP 

A. Pclimpahan Uang UP adalah alokasi UP )ang ada di Bcndahara Pengeluaran 
uniuk Bcndahara Pengeluaran Pernbantu )&ng bcnujuan untuk 
mernpertancar proses pclaksanaan kegiatan pada SKPO, khususnya yang 
dikcloln oleh KPA yang d,gunakan untuk membiayai belanja,bclanja yang 
ddakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu d1 luar LS maupun TU. 

B. Bcberapa ketentuan pclaksanaan proses Pehmpahan UP adaleh sebaga: 
berikut: 

l. Proses pclimpahan UP d,dasarkan pada perencanaan internal SKPO 
dengan persetuJuan dun PA. 

2. Pclimpohnn sebngian UP d11Rkukan seeara non tunai melnlu, 
pcmmdahbukuun dan rtkening &ndahara Pengeluaran kc rekening 
Bcndahara Pc,ngcluaran Pc,mbantu; 

3. Bcsaran pclimpahan UP dcngan memperhuungkan besarnya kcgiatan 
yang dikclola oleh KPA. serta waktu pclak11<1naan kcg,atan dan 
duuangknn dalam surat keputusan PA dengan mempcrtimbangkan usul 
13cndahora Pengelue.rnn; 

~. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
melakukan peneatatan pada buku- buku terkau dan bcrtanggungjawab 
utas pcnggunaan UP yang dihmpahkan: 

5. Peltmpahan UP kcpada Bcndahara Pengcluaran Pembantu berakhtr 
ketika sub kcg,atan un11 SKPD yang bcrsangkutan telah selcsai 
dilaksanakan dan apabila terdapat srsa uang persediaan, disetorkan 
secara non runai mel,i;:Uw pemtndahbukuan dan re:kening Bc::ndaharu 

Pcngcluaran Pcmbanru kc rekening Bcndaham Pengcluamn. 

14. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barrulg/jasa, 
dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat perserujuan PA/KPA yang 
dituangkan dalam Nota Pencaimn Dana (NPDJ yang diajukan oleh PPTK; 

15. Pembaye.rnn belanja barang/jasa kepada penyedia harus diikuti dcngan 
proses penyelesaian pcngadaan bamng/jasa dalam sistem pengadaan 
secara clcktronik. 

B. Ookumen Terkait pclaksanaan clan penatausahaan belanja antara lain 
sebagai berlkut: 
Nota Pencairan Dana 
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Perminu,an Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembanru dengan membuat surat yang 
selanjulnya disebut Surat Permintaan Pembayaran (SPPl sebagai proses 
ewal pcmbayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait. 
Permintaan Pembayaran diatur sebagai berikut: 
l. Bendahara Pengcluaran menyiapkan SPP kepada PA melalui PPK SKPD 

berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipcrsamakan dengan SPD; 
2. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pcrtimbangan besaran SKPD 

dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pcmbantu melalui PPK 
Unit SKPD berdasarkan SPD arau dokumtn lain yang dipersamakan 
dcngan SPO; 

3. SPP ynng diajukan oleh Bcndaham Pt,ngeluaran tcrdiri otns SPP-UP, 
SPP·GU, SPP-TU, dan SPP-LS. Sedangkan SPP yang dopat diojukan oleh 
Bcndnhara Pt,ngeluaran Pt,mbantu terdiri atas SPP-TU dan SPP-LS. 

B. Ketentuan Pt,luksanaon 
I. Pen1!9Juan Pt,rm,ntoan Pt,mbayamn UP 

o. Penerbitan don pcngajuan SPP UP dilakukan dalam rangko pcngisinn 
UP berdasarkon SK Bupau tentang penetapen ix,saran UP; 

b. PengaJUon SPP·UP diaJukan kepada PA melalu1 PPK·SKPD: 
c, Dokumen pcndukung SPP- UP· 

I) l'otocopy Keputusan Bupah tentang pcnunJukkan PA don 
Bendahnro Pengcluaran; 

2) Specimen PA don Bendahara Pengcluaran; 
3) NPWP Bendahara Pt,ngeluaran; 
4) Nomor Reken,ng Bank Bendahara Pengeluaran pada Bank yang 

ditunjuk dengan Keputusan Bupati: 
5) Pemyataan Pengguna Anggaran bahwa Ueng Persediaan akan 

digunakan sesuai pc-runtukkann)"8. 
2. PengaJuan Penruntaan Pembayaran GU 

a. Penerbitan dan pcngajuan SPP-GU dilakukan dalam rangka menggann 
UP, dengan dilampirkan sofifilc/scan dokumen p,,rtanggungjawaban 
pcnggunaan UP; 

b. Bendahare Pengeluaren meng.aJukan SPP-OU kepada PA melalui PPK­ 
SKPD dilamp1ri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban UP; 

c. Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dtpcrtanggungjawabkan oleh 
Bendahara Pengeluaran; 

d. SPP-GU diajukan apabila UP telah dipcrgunakan sebcsar 80% (delapan 
puluh persen) dari total nilai SPP·UP/GU s<!belumnya; 
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e. Pelaksanaan pembayaran dengan beban UP harus dilakukan menurut 
ketenruan yang berlaku, antara lain : 

11 seriap pembayaran harus betdasarkan tanda bukti yang sah, 
termasuk dokumen perpajakan terkait: 

2) kegiatan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rpl0.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) kecuali pengadaan barang/jasa yang 
pembayarannya dilakukan melalui Kartu Kredit Pemenntah Daerah, 

t. Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-GU, 
yang tt'rdiri atas : 

11 Ringkasan SP- GU; 

21 Rmcian belanja yang diajukan penggantiannya samapi dengan sub 
nnc,an obyek: dnn 

3) LPJ penggunaan UP. 

g. Dokumen pcndukung SPP GU. 

LI Bukti-buku transaks, yang lengkap dan sah: 

2) Loporan Pertanggunioa"11ban Uang Persed1aan yang t•lah disahkan, 
3) P<-myataan Pengguna Anggnran bahwa Ganti uang akan digunaknn 

U"SUnL peruntukkannya, 
3. Penftll.Juan Permantdan Pt,mbayamn TU 

a. Pcngajuan Permmtann Belanja TU: 

II &-lunJa TU dtmintakan untuk mclakoanakan kcgiatan yang bersafut 
mcndesnl< dan tidak dapat dabayarkan mcnggunakan SPP LS dun/ 
atau SPP· UP/GU; 

2) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja dan menyiapkan 
rincian belanja rencana pcnggunaan TU kcpada PA, unruk 
kcmudian diberikan kcpada PPKO guna mcndapatkan perscuuuan; 

3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat pc.....,tUJUan dari 
PPKO dcngan mempcrhahkan rincian kebutuhan dan waktu 
pcnggunaannya; 

4) Oalam ha! sisa TU tadak habis dagunakan dalam I (satu) bulan, sisa 
TU disetor ke RKUO; 

5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: 

a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebthi I [satu] bulan: dan/atau 
b) Kegiatan yang mengalami pcrubahan jadwal dari yang tclah 

ditetapkan sebclumnya alobat penstiwa diluar kendali PA/KPA; 
c) Kegiatan scbagaiman.a point a. dan b. harus membentahukan 

kepada PPKO sebelUm melebihi batas waktu yang ditenrukan. 
b. Pe.ngajuan Pennintaan Pembayam.n TU 
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l) Penerbitan clan pengajuan SPP-TU clilakukan berdasarkan Daftar 

Rincian Belanja TU clan Surat Persetujuan TU yang diterbitkan oleh 
PPKD. 

2) Bendaharn Pengeluaran/Bendaharn Pengeluaran Pernbanru 
menyiapkan permmtaan TU yang didokumentasikan dalam SPP-TU, 
yang terdiri atas · 
a) Ring)<asan SPP TU; 

b) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan 
sub rincian obyck. 

c. Dokumen pendukung SPP-TU. 

I) Sumt keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian 
tambahnn uang persediaan: 

2) Fotoeopy Surat Persetujuen Daftar Rmcian Reneana Belanja TU don 
PPKD. 

3) Pernyataan PenAAUnO Anggaran bahwo Tambah Uang akan 
digunekan sesua, peruntukkannya. 

d. Pengll)uan SPP TU-NIHIL 

I) Untuk mempertanggunR)awabkan penggunaan dana yang d,peroleh 
dun SPP-TU, bendaharn pengeluaran mengajukan SPP..TU N,hil. 

2) Dokumcn pendukung SPP- TU :','1hil : 
a) Buku yung lenglwp dan sah: 

b) Laporon Pertanggungjawaban Tambahan Uang Penlediaan yang 
tetah disahkan d1lamp1ri Bukti Transaksi yang sah dnn lcngkap; 

cJ Bukti penyetomn sisa tambahan uang persediaan (bila ado). 
4. Pcngajuan Permintaan Pembayaran LS 

a, Permintaan Pembayamn LS Gaii dan Tunjangan 

I) PengaJuan SPP-LS untuk pembayaran ll•J• den tunjangan dilakukan 
langsung dari RKUD ke pencrima (lanpa mclalui rckcning bend ah am 
pengeluarrut/bendahan, pengeluaran pembantu]: 

2) Pengajuan SPP-LS G11.11 dan tunjangan dilakukan untuk pembayaran 
gaji dan tunjangan berdasarkan rckapitulasi daftar gaji dan 
tunjangan setclab diveriflkasi olcb bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu), dengan langkah 
antara lain: 

a) Mcnebti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanJa gaji 
dan tunjangan yang akan dlajukan tidak melebihi sisa anggaran: 

b} Meneliti dokumen SPD untuk memastikan bahwa dona untuk 
belanja gaji clan tunjangan telah tersedia: 
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cl Meneliti validitas perlurungan dokumen gaji dan runjangan; 
d) Unruk pembayaran kekurangan/susulan gaji {kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, dan lain-lain) hanya dapat dibayarkan 
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung Surat Keputusan 
dunaksud ditetapkan. 

3) Pengajuan SPP-LS Caji dan Tunjangan harus d,sertai dcngan 
berbagai kclengkapan sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan, dan terdlri atas. 
a) Ringkasan SPP LS Caji dan Tunjangan: 

b) Rmcian bclanja gaji dan runjangan sampru dengan sub rincian 
obyek. 

4) Dokumen pendukung SPP LS Caji dan Tunjangan: 
a) gt1J1 mduk; 

bl gaji susulan; 
cl kekurongan gaJ1; 
d) gaJt terusan; 
e) SK CPNS; 

Q SK PNS; 

R) SK kcnrukan pangluu; 
h) SK jabatan; 
i) kcnruicru> gaJt berkala; 
j) surat pemyataan pelantikan; 

k) surnr pernyataan melaksanakan tugas: 
11 daftar kcluarga (KP4); 
m) fotokopi surat nikah; 
n] fotokop, akte kelahiran; 

o) surnt keterungan pembcrhcntian pernbayaran (SKPP) gaji: 
Pl surat kelerangan masih sekolah/kuliah: 
qJ surat pindah: dan 
r) surat kematian. 

5) Larnpiran SPP-LS Tenaga Konltak yang terdiri dari: 

a) Keputusan Bupah/Kcputusan Kcpa)a SKPD/Surat Pcrjanjian 
Kcrjasama/Kontrak antara PA dan Tenaga Kontrak; 

b) Surat Pcrintah Kerja/Surat Perintah Mulai Kerja; 
cl Daltar Pcnerirnaan Honorarium. 

b. Permintaan Pcmbayaran LS Pcngadaan Barang/Jasa 
I) Pengajuan SPP-LS untuk pcmbayaran pcngadaan barang/jasa 

dtlakukan oleh bendahata pengeluaran/bendahara pengeluaran 
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pembantu paling lambat 3 (uga) hari sejak c:titerimanya tagihan dari 
pihak ketiga melalui PPTK; 

2) Pihak ketiga berkewajiban unruk menyampaikan kode ebilling untuk 

pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK; 
3) Pengajuan SPP-LS unruk pembayaran pengadaan barang yang 

nilainya diatas Rp.10.000.000,00 [sepuluh juta rupiah) c:tibayarkan 
melahn SPP-LS kecuati pengadaan barang yang pembayarannya 
dilakukan melalui Kartu Krcdit Pemerintah Oaerah; 

4) Bendahara Pengeluaran/Bendaham Pengeluaran Pembantu 
menyiapkan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa dengan mengacu 
kepada berita ncara dan dokumen pengadaan discsuaikan dengan 

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pcngadaan barang/jasa 
yang drtakukan: 

51 Ookumen pendukung : 
o) Ookumen Kontrak; 

bl Benta Acura Kemniuan Pekel)aan; 
c) Serita Acom Pembayaran; 
d) NPWP; 

e) Nomor Rekenmg Bank Penycdu, Barang/Jasa: 

O Kuitansi bermeterai atau nota/faktur yang duandetangani 
penyedia: 

g) Surn1 pcmberitahunn potongan denda keterlambatan pckerjaan 
dnri PPTK bila pekerjaan mengalam. ketertambatan: 

hi Potongan Jamman Sosial Tenaga Ke!J& khusus untuk pekerjean 
konstruksi; dan 

i) Faktur Pajok/Sumt Setoran Pajak/SSPO/STS. 

JI Surat pemyataan kesanggupan dan pihak ketiga/rekanan untuk 
mcnyelesaikan pekerjaan serarus persen sampai berakhir masa 
kontntk 

6) Ketentuan lamnva . 

a) Pcngajuan SPP-LS pengadaan barang/jasa tcnnasuk 

dipergunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran 
atas prestasi pekerjaan (term,n/bulanan/ sekaligus). 

b) Pengadaan barang/jasa yang tidak mempersyaralkan masa 
pemeliharaan, dilengkap1 dengan 
( 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan unruk pencairan sebelum 

pekerjaan selesai 100 %; 
(2) Ben ta Acara Serah Terima untuk pencairan I 00%. 

-53- 



anggaran; 

cJ Meneliti kelengkapan dan validitas pcrhitungan atas tagihan 
pihak kctiga, Berita Acara Serah Tcrima (BAST), dan lainnya. 

8) Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang/jasa, terdui dan: 
a) Ringkasan SPP-LS; 

(S) Pakto lntegntas. 

7) Bcndahnrn Pcngeluarnn/Bcndahara Pcngeluaran Pcmbantu 

mcmvt"rifikasi bclanja pengodaan bo.rang/jasa dengon langkah 
untara Jain: 

a) Mencliti dokumcn SPD terkaat unruk memastikan dana untuk 
bclanja pengadaan barangjjasa yang akan cliajukan telah 
disedia kan; 

bl Mcneltti dokumen DPA untuk memastikan bahwa bclanja 

pengadaan barang/jasa yang akan diajukan tidal< mclebihi sisa 

c) Pengadaan barang/jasa yang mempersyaratkan masa 

perneliharaan, dilengkapi dengan: 
(I) Serita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk pencairan sebelum 

serah terima pertama: 
(21 Senta Acara Serah Tenma Pertama untuk pencairan pada 

serah terima pertama, 

di Khusus untuk pembayaran uang muka daserta, dengan : 
(I) Asli surat jaminan uang muka a tau yang dipersarnakan yang 

dikduarkan oleh bank atau lcmbaga kcuangan non bank; 

(2) Asli surar kuasa dari PA kepada Kuasa BUD untuk 
meneairkan jaminan uang muka; 

(3) Asli $U111t pemyataan keabsahan dan kcbcnaran jaminan 
uang muka yan11 dakeluarlc.on oleh bank atau lembaga 
keuangon non bank 

c) BelonJa hibah/bantuan sosial/belanja Transfer Keuangan 
Ooemh dan Desa (TKDD) berbentuk barang/jasa dilengkapi 
dengnn: 
(11 Kcputusan Bupati; 

(2) Nusknh Pe1JanJU111 Habah Daerah (NPHD) antara PA don 
penenma hibnh (khusus bclanja habah); 

(31 Proposal Usulan dan Penertman Habah 

(4) Serita acara penyerahan barang/jasa dari PA kcpndu 
penerlma: dan 
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b) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan 
sub rincian obyek. 

c. Pengajuan Permintean Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya 
/Organ,sasi/Lemooga/Kelompok/Sejenisnya. 
!) Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya 

dilakukan dengan mengacu kepada Kepurusan Bupati tentang 
suatu kegjatan sampai dengan besarnya pengajuan; 

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
mernverifikasi rencana pembayaran kepada pihak keuga lainnya 

sesuai dengan ketenruan peraturan perundangundangan dengan 
langkah antarn lam: 

a) Mcneli11 dokumen DPA unruk memastikan bahwa pcmbayorAn 
kepada Pihak Keuga lamnya SC$ua1 dengan ketemuan pernturnn 

pc run dang- undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa 
onggaran: 

bl Menehh dokumen SPO terka11 untuk memasukan dona untuk 
pembeyaran kepada Pihak Ketiga Jainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturon perund3ng·undanR,ln yong akan diajukan 
tduh d1SNiulkt1n; 

<I Mcnchti kelcngkopen dan validllos perhirungan berdasarkan 
keputusan Bupau dan/atau dokumen pendukung Jamnya. 

3) Ookurncn SPP LS kcpoda Pihak Kctiga lamnya, terdiri dari: 
at Ringkasan SPP-LS; 

b) Rmcian belanJa yang diaJUkan pembayarannyn sampru dengan 
sub nncian obyek 

4) Pengujuan pcrmintaan pcmbayamn LS kcpada Pihak Kcliga Jamnya 
drantaranya terdiri dari ~ 
a) Ookumen pcndukung pengajuan permintaan pembayaran LS 

melalui swakelola dengan lcmbaga/perangkal daerah Joan, 
orgarusas1 masyarakat atau kelompok masyaral<at mencalrup: 
IJ)NPWP 

(21 Nomor Rckerung Bank pcnyclcnggara swakelola; 
(3) Kontrak Swakelola; 

(4) Serita acara pemeriksaan pekerjaan untuk pcncairan sebelum 

pekerjaan selesai 100 % dan/atau Senta Acara Serah Terima 
untu.k pencairan 100%. 

(5) Kuitansi bermeterai yang ditandatangani penyelengga.ra. 
swakelota.; 
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(6) Bukti pembayarnn Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk 
pekerjaan konstruksi; 

(7) Faktur PaJak/Surat Sctoran Pajak/SS PD /STS; 
(8) Surat pernyataan untuk ditanda tangan, oleh PA yang 

menyatakan bahwa uang yang dimmta tidak dipcrgunakan 
untuk kcpcrluan selain unruk pcmbayaran langsung saai 
pcngajuan SP2D; 

(9) Surat pengajuan enggaran awal pckerjaan, yang diajukan olch 
penyelenggara swakelola. 

b) PcngaJuan SPP LS Hibah dan/atau Belania Transfer Keuangan 
Dacrnh dan Desa (TKDD) dalam bentuk uang 

(I) PPTK di SKPD Tcknis mclakukan pcnditian/vcrifikasi aras 
kclcngka.pan persyararan adm,mstrasi betanja dan 
mcngajukannya kcpada bendahara pengeluaran SKPD 

(2) Bendahara Pc,ngcluaran SKPO mcnR11Jukan SPP.. LS kepada 
PA melalui PPK·SI\PD setelah adanya pcrmohonan don PPTK. 

f3) Dokumcn pcndukung SPP LS: 
(a) Sunu Kcputu"8n Bupau; 

(b) Surat pcrintah pcnca,ran dona dari Bupati; 

(c) Surat pcrmohonan pcnca,ran dam1 dari pimpman 
lcmbaga/pcmohon: 

(d) ~askah pcrjanJian hibah dacrah; 
(c) Pakta lntcgntas; 

(0 Nomor rekenmg pcnenma d1senw salinan buku rekemng 
yang masih ak11f. Apabila kolckllf dilcngkapi dengan 
lampirnn danar penerima dan nomor rekening pcnerirna: 

(g) Nomor Pokok WaJ1b Pajak (NPWPJ Pcnerima; 
(h) Kuitansi bermctcrai yang ditandatangani pcncrima; 
(i) Surat pcmyataan tanggung jawah mutlal< bermeterai; dan 
(j) Untuk pcncwran tahap benkutnya dilamplri laporan 

pcnyerapan kcuangan tahap sebelumnya, 
(k) Proposal Usulan Bantuah Hibah, 

c) Pengajuan SPP-LS h1bah berbentuk uang kepada partai potitik 
(I) PPTK di SKPO Teknis mclakukan pcnehllan/verifikasi atas 

kelengka.pan persyaratan admmistrasi belanja hibah dan 
mcngajukan.nya kepada bendahara pengelunran SKPD. 
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(2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS belanja hibah 
kepada PA melalui PPK·SKPD setelah adanya pennohonan 
dari PPTK. 

(3) Dokumen pendukung SPP·LS belanja hibah kepada Partai 
Potiuk : 
(a) Kepurusan Bupati tcntang pembcrian hibah kepada partai 

politik; 

(b) Surat permtah pencairan dana dari Bupati; 
(c) Kuitansi bcnncterai yang ditandatangani Ketua Parral 

Poliuk; 

(d) :'iomor rekening parta, pohtik dilampiri copy buku rekening 

bank yang masih aktff. Apabila kolcktff dilcngkapi dcngnn 
lnmp1ran dattar penerima dan nomor rekening penenrna; 

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik; 
(f) Surat pemyutaan tenggung jawab mutlak bermeterai dnn 

penenma h1bah partaJ pohtik. 

d) PcngaJunn SPP·LS Bantuan Sosial dan/atau Belanja Transfer 
Kcuangan Dacrah dan De"" (l"KDD) dalarn bentuk uang 
()) PPTK d1 SKI'D Teknis melakukan pcncht,an/vcrifikas, Htas 

kclcngkapan pt"')'&ratan adrninistrasi belnnjn dan 
m<nll'IJukannyu kcpada bcndahara pcngcluaran SKPO. 

(2) Bendahara Pcngeluaran mcngaJuken SPP- LS kepada PA 

rnelalul PPK SKPD sctclah adan)·a pennohonan dari PPTK. 
(3) Dokumcn pcndukung SPP·LS: 

(a) Surat Kcputusan Bupati; 

(b) Sum, pcrintah pcncairan dana dari Bupati; 
(c) Surat permohonan pencairan dana dari ptmpumn 

lembaga/pcmohon; 

(d) Nomor rekening penenma dilamp,n copy buku rekemng 
bank yang masth akti(. Apabila kolek11( dilongkap, dengan 
lampiran daftar penerima dan nomor rekening pencrirna; 

(c) Pakta lntcgntas; 

(I) Kwtansi bermeterai yang ditandatangani pcncrima; 
(g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima; dan 
(h) Surat pcmyataan tanggung jawab mutlak bcnneterai dari 

penerima. 
c) Pcngajuan SPP-LS bclanja bagi hasil kcpada pemcrintah Desa 
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(1) PPTK di SKPD Tekms melakukan penelitian/verifikasi atas 
kelengkapan persyaratan administrasi belanja dan 
mengajukannya kepada bendahara pengeluaran SKPD. 

(2) Bendahara Pengeluaran mcngajukan SPP-LS kepada PA 

melalui PPK-SKPD setelah adanya permohonan dari PPTK. 
(3) Dokumen pendukung SPP-LS: 

(a) Surat Keputusan Bupan: 

(bl Surat perintah pencaimn dana dari Bupati; 
(c) Kuitansi bermeterai ) ang ditandatangani penerima; 
(d) Lampiran daftar nama pemenntah desa dan nomor 

rekening leas pemerintah desa; 

(e) Nomor Pokok Waj1b Pajak (:-IPWP) Penerima. 
(Q Laporan Has,! Revru APIP tcrhadap PenfU1Unaan Belanja 

Bagi Hasil oleh Pc,merintah Desa 

O PengaJuan SPP·LS bantuan keuangan kepado pemerintuh Deso 
(I) PPTK di SKPD Tekms mdakukun penehtian/venfikas, atus 

kelengkapan pc,rs)amtan administra•i belnnja don 
mengaJuknnnya kepada b<-ndahara pengrluaran SKPD. 

(2) Benduhnm Pc,ngeluanin mengaJukan SPP...LS kepadn PA 
melului PPK-SKPD !ICtelah adanya permohonan dari PPTK. 

(3) Dokumcn pendukun11 SPP-1.S: 

(al Surat Keputusan Bupati: 
(b) Sunit periruah penc,ajran dana dari Bupati; 
(c) $unit permohonan penca,mn bentuan keuangon dnn 

kepala desa: 

(d) Kuitansi bermeterai yang ditandatangani pcnerima; 
(eJ Nomor rekening kas pc,merintah desa; 
(Q Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima; don 

(g) Surat pemyataan tanggung jawab mutlak bermeterai dari 
penenma. 

5) Ketentuan Lainnya 

a) Pembayaran atas SPP-LS Belanja Hibah dalwn bentuk kegiatan 

fisik dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : 
(I) Nilai NPHD sampai dengan RpS0.000.000,00 dibayarkan 2 

(dua) Tahap, tahap pertama sebesar 50 persen dan tahap 
kedua sebesar 50 persen dari NPHO. 

(2) Pencairan tahap kedua dibayarkan dengan melampirkan 
Japoran pe_nggun3.3.11 dana ta.hap penama minimal 80 Persen. 
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(31 Nilai NPHD dtatas RpS0.000.000,00 dibayarkan 3 (tiga) Tahap, 
tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua sebesar 40 

persen dan tahap ketiga sebesar 20 persen dari NPHD. 
(4) Pencairan tahap kedua dibayarkan dengan melampirkan 

laporan penggunaan dana tahap pertama minimal 80 Persen, 

dan pene&Jran tahap kctiga dibayarkan dengan melampirkan 
laporan penggunaan dana sampai tahap kedua minimal 80 
persen. 

d. Permintaan Pembayaran LS Non Anggaran 

1) Pengejuan SPP Non Anggaran ddakukan untuk pembayaran aras 
kelebihan penerimaan pajak daerah. restinrsi daerah, dan atau 
kesalahan setoran pendapatan lainnya. 

2) Dokumcn pendukung SPP-LS Non Anggaran: 

a) Permohonan Pembayaran/Pengembalian S<:toran Kepala SKPD 
terkan: 

b) Senta Acara Pemenksaan/Laporan Kronologi KeJodu1n dari SKPD 
don teloh di,alidasi Kuasa BUD terkait; 

c] SPTJM Kepola SKPO bermaterai: 
d) Bukll S<:toran/STS; 

e) SKLB (Surat Kctctapan Lcbih Bayar) untuk kelcb,han penenrnaan 
PllJok daerah/n::a111us1 daerah: 

O Loporan Hasil Venfikasi dan Validos, Pcngcmbahan Dano BOP 

PAUD/Kcsetaraan dari Inspektorat khusu9 untuk Dann BOP 
PAUD/Kesetoraan; 

g) Rckcning Pt-nerima/Surat Kuasa Penenma j,ka dikuasakan; dan 
h) NPWP Pencrima. 

5. PengnJuan Permintaan Pembayaran BclanJa TJdak Terduga Pernbayaran 
Bclanja Tidak Terduga dcngan ketentuan untuk mcmb,ayai : 

a, keadaan darurat bencana metipuu peneanan dan penyelamatan korbun 
bencana, pertolongan darurat, evakuass korban benc.ana, kebutuhan 
air bcrsih dan sanitasi, pangan, sandang. pclayanan kesebatan. 

pe:nampungan serta pencmpata.n hunian sementara, eperasi 
pertolongan clan penyelamatan. 

b. Kejaclian bencana ecsial dan/atau kejadian luar biasa, 

c. kerusakan sarans clan prasarana yang dapai mengganggu kegiatan 
pelayanan pubhk. 

d. kcpcrluan mendesak meliputi : 
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3. kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman, 
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, kcwajiban lain sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 
4. belanja bantuan sosiaJ )Mg tidak dapat dircncanakan sebelumnya 

e. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemcrintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksi scbelumnya serta amanat peraruran perundang­ 
undangan, dan/atau pengeluaran dacrah lain yang apabiln dilunda 

akan menimbulkan kcrugian yang Jebih besar bagi Pcmerintah Dacrah 

dnn/ntau masyamkat 
f. batas waktu pcnggunaan belanja tidak rerduga adalah waktu status 

keadoon dorumt bencana vauu saat tanlQ!llp darurut dllelapkon oleh 

Bupau sampai ketetapan tunggap darurat setesar. 
6. Pcngajuon SPP Belanja Tidak Tcrduga dcngan tahapan: 

I. Bupall menetapkan status tanggap darurat untuk bencana ulam. 
bencano non alam. bencana oostal tcrmasuk konfl1k sosiul, keJodion 

Juar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan; 
2. berdusarkan pcnctupan status oleh Bupau dan/otau dokumen Jou\ 

ecsuai keteruuan pcrundang undangan, Kepala SKPD yang 
mcmbutuhkan sesua; dengan tugas dan fungsinya mcngajukan 
rencana kebutuhan belanJa (RIJ3l kepada PPKD sclaku BUD; 

3 Bcndaharn Pcngeluaran mengajuknn SPP kcpada PA mclalui PPK­ 

SKPD sctelah adanyo permohonan dari PPTK 
4 Dokumen pendukung SPP : 

II Surat Kcputusan Bupati Ilg tanggap dorurat; 
2} Rencana Kebutuhan BelanJn; 
3} Surat permohonan pcncruran BTT dari Kcpala SKPD yang 

mc.mbutuhkan; 
4} Nomor rekenmg penerima/pclaksana kegiatan; 
5} Palcta lntegritas. 

5. berdasarkan RKB. sena dokumcn pcndukung lainnya, PPKD sclaku 
BUD mencrurkan dana kcbutuhan belanja kcpada Kcpala SKPD yang 
membutuhkan sesuai dcngan tugas dan fungsi paling Iambat I (satu} 
hari kerja tcrhitung sejak diterimanya rcncana kebutuhan belanja: 

I. keburuhan daerah dalrun rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan; 

2. belanja pegawai (gaji dan tunjangan}. belanja air, lislrik, telcpon dan 

internet. 
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6. Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga bisa melalui 
SPP· TU a tau SPP·LS terganrung dari karakteristik belanja dengan 
mcndapat pcrsetujuan dari PPKD. 

7. Teknis pclaksanaan pckerjaan yang dibiayai olch Belanja Tidak 
Terduga mengikuu Peraturan Bupau tentang Belanja Tidak Terduga. 

C. Dokumen Terkait pcrmintaan pcmbayaran antara lain sebagai berikut: 
I. SPP-UP 

'.2. SPP OU 
3. SPPTU 

4. SPP·LS Oaji dan TunJangan 
5. SPP·LS Barang/jasa 
6. SPP·LS l'lhak Kctiga Lainnyn 

rv. PERJNTAH IIEMBAYAR 

II. Ketenruan Umum Permtah membayar adalah kewenangan yang d1m11ik1 
P/1/KPA untuk belanja yang tetah dianggarkan dalam DPA SKPD setclah 
melolui proses venfikns, ketengkapan dan keabsahan belanja oleh PPK 
SKPD/PPK·Unu SKI'D yung sekabgu• menanda! pcngalruan belnnjo 
tersebut. Keteruuan pcnntoh membayar diotur sebagai berikut: 
l. PPK -SKPD berwenang melakukan venlikas, kekngkapan don 

keabsahan hanyo untuk pcngaJuan pcrmantonn pembayarnn 
UP/CU/TU dan LS dnri Bendaham Pengt'luamn; 

2. PPK Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dun 

keabsahan hanya untuk pcngaiuan pcrmintaan pcmbaynran LS 
dan/atau TU dari Bendaham Pengcluamn Pembantu; 

3. P/1/KPA mengcmbalikan dokumen SPP·LS dalam ha! hasil verifikas, 
udak memcnuhi syarat, poling lombat I (satu] hnri tcrhitung <1ejn.k 
ditcnmanya SPP; 

4. PPK-SKPD/PPK Urut SKPO dalam penerbuan seuap SPM, mclakukan 
pencatatan pada register SPM; 

5. SPM diQJukan oleh PA kepada Kuasa BUD dan didokumcntos1kan 
dalam SPM; 

6. Jen,s SPM terdiri etas: 
a. SPM·UP 

b. SPM·CU 
c, SPM·TU 
d. SPM·l.S Gaji dan TunJangan 
e. SPM·LS Pengadaan Barang/jasa 
f. SPM·LS Pihak kctiga lainnya 
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7. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 
berkenaan setelah tahun anggaran beraldur; 

8. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat 

menunjuk pejabat yang dtberi wewenang unruk menanda1angani SPM 
berdasarkan Surat Togas PA/KPA; 

9. Oalam hal PA/ KPA berhalangan tctap, pcnunjukkan pcjabat yang diberi 

wcwcnang unruk mcnandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

B. Kctcntunn Pelaksanaan 
I. Perintah Membayar UP 

a. Aws pcngajuan SPP· UP oleh Bcndahara Pengeluaran, PPK-SKPD 

melakukan vcrilikasi dcngan cara meneliti kesesuaian bcsarnn UP 
dengan SK Bupat,; 

b. PPK·SKPO menyiapkan draft SPM-UP untuk ditandatangani olch PA, 
setelnh hasil venfikasr dinyatakan sesuai: 

c. PA rnenandutangani dan menerbukan SPM,UP pabng lamo 2 (dua) 
hari sejak prosea verifikosi dinyataken kngkap dan sah, untuk 
kemudian dtsamp,ukan kepada Kuosa BUD, dengan d1lcngkopi: 

11 Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlal< PA benneterai; dan 
2) Surat Pcrnyataan Vcrifikas, PPK SKPD. 

2. Permtah Mcmba)'llr GU 

o. PPK·SKPO melokukan venfikasi atas SPP GU dan LPJ Penggunaan 

UP beserta bukti·bukti transaksinya yang d11erima dori Bcndahara 
Pengcluaran dcngan langkah benkut: 

I) Mcncht1 dokumcn OPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 
tidak melcbihi sisa anggaran. 

21 Menchu dokumen SPD untuk memasukan dana untuk bclanja 
tcrkait tclah disediakan. 

3) Mcncht1 kclcngkapan dan keabsahan bukti-bukt, transaksi don 
dokumen pcrpajakan terkait, 

4) Mcncliti kesesuaian jumlah pcrhitungan pcngajuan GU, LPJ 
Pengguriaan UP, dan bukti-buku tmnsaksinya. 

b. Apabda dtdapatkan kctidalclengkapan dan/a1au kctidakabsahan 
dan/atau keudaksesuaian PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau 
kepada bendahara pcngeluaran pcnyempumaan paling lambat I 
(satu) hari sejak ditcrimanya SPP·GU; 

c. PPK SKPD menyiapkan draft SP\1-GU unruk ditandatangani oleh PA, 
setelah hasil verifikasi dinyatakan lenglu,p dan sab; 

• 62 • 



Pengeluaran/Bendaharn Pengeluaran Pembantu yang disertai 
dengan Daftar Rmcian Rencana Belanja TU, PPK-SKPO/PPKUnit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikul. 

I) Mcnchli dokumen DPA untuk mernastikan bahwa belanja terkau 
tidak melebihi si~• any.gamn: 

21 Meneliu dokumcn SPD unruk memastikan dana unruk bclanja 
terka1t telah disediakan; 

3) Menehh kelengkapan don kcabsahan penyara1an pengajuan 
permrntaan Pcrintoh \1rmbayar TU. 

b. Apab,lo d1dapatkan kehdaklengkapan dan/atau keudakabsahan 
dan/alou ke11daksc,•uruan PPK·SKPD/PPK·Unit SKPD rnemmta 

perbaikan dan/a1ou penyempumaan kepada Bendahnru 

Pt-ngelunmn/Bendahara Pcngeluaran Pembantu pahng lambat I 
(1,1tu) hati seJak d1tcrimanyo SPP-TU; 

c, PP!\ SKPD/PPK Unit SKPD mcnyiapkan dran SPM TU umuk 
ditandutangnni oleh PA. setelah hosll ,'ttifikas1 dmyatokan lengkap 
dan sah; 

d. PA/KPA rnenandatangam don menerbitkan SPM-TU pahng lama 2 

(dua) han SCJBk proses venClkas, dmyatakon lengkap don sah untuk 
kcmudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 

I) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA bennetcrai; 
dan 

2) Surat Pcmyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang 
ddampm checklist kelengkapan dokumen. 

4. Penntah Membayar LS 

a. Berdasarkan pengaiuon SPP-LS oleh Bendahara 
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPKSKPD/PPK·Urut 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: 

Bend ah am oleh SPP-TU pengajuan a. Berdasarkan 

d. PA menandatangani dan menerbnkan SP~-GU pahng lama 2 (dua) 
han sejak proses verilikasi dmyatakan lengkap dan sah untuk 
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi: 

l) Surat Pcmyataan TanggungJawab Mutlak PA bermeterai; dan 

2) Surat Pemyataan Venfikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist 
kelengkapan dokumen. 

3. Pcrintah Membayar TU 
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V. PERIIITAH PENCAIRAN DANA 

A. Ketcnruan Umum Perintah pencairan dana dibuat olch Kuasa BUD yang 
kemudian discbut dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DJ akan 
digunakan untuk mengeluarkan scjumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM 
yang diterima dari PA/KPA. Perintah penca.iran dana tersebut ditujukan 
kcpada bank operasional m,tra keryanya untuk mencairkan dana di RKUD 

II Mcncliti dokumcn DPA untuk memastil<an bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran: 
2) Meneliti dokumen SPO untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
3) Meneliti ketengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketenruan peraturan pcrundang· 
undangan sebagaunana yang tersimpan dalam dokumentasi di 
sistem. 

4) Mencliti keabsahan dokumen·dokumen pendukung. 
SJ Meneliti kesesuaian jumlah perhnungan pengojuan LS dengan 

dokumcn pendukungnya. 

b. Apabila didapatkan kendaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 
dan/atau ket1daksesua1an, PPK·SKPD/PPKUn,1 SKPD memmta 

perbaikan dan/atau penyempumaan kepada Bendahara 
P,,ngeluaran/Benddham Pengcluaran Pembantu paling lambat 1 

(sotul han ••Jak diterimanya SPP-LS: 
e. Apnbila hasil verifikasi dinyatakan lengkop dan sah, PPKSKPD/PPK 

Unit SKPO menyiapknn draft SPM·LS untuk dnnndatangam oleh 
PA/KPA, 

d. PA/ KPA menandatangani dan mencrbitkun SPM, LS paling lama 2 

(dua) hari &eJak pro0<e1 vtrilikruu dmyatakan ltngkap dan seh untuk 
kemudian disampniknn kcpada Kunsa BUD, dengan dilcngknpi: 
I) Surat Pemyatnan TnnggungJn"ab Mutlak PA/KPA berrneterai; 
2) Surat Pemyataan Veriftlcasi PPK-SKPD/PPK-Urut SKPD yang 

dilampiri checklist kclcngkapan dokumcn: don 
3) Resume ringkasnn pekcrjaan yang ditandntangnn, olch PPK. 

SKPD/PPK-Umt SKPD 

C. Dokumcn Terkait perintah mcmbayar antara lain scbagai berikut: 
1. SPM·UP 

2. SPM·GU 
3. SPM-TU 
4. SPM·LS 
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dengan tujuan pembayamn kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan 

SPP yang diajukan. Pengaturan perintah pencruran dana adalah sebagai 
berikut: 
I. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari 

PA/KPA yang ditujukan kcpada Bank umum yang ditunjuk oleh Bupati; 
2. Pcnerbitan SP2D paling lama 2 [dua] hari kcrja tcrhitung sejak 

diterimanya pengajuan SPM yang sudah tengkap dan benar: 
3. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkcwajiban uniuk: 

a. meneliti kclcngkapon SPM yang ditcrbitkan oleh PA/KPA berupa Surat 
Pemyataan Tanggung Ja«'llb PA/KPA; 

b. mcnguji kcbenaran perhirungan tagihan atas beban APBD yang 

tercaruum dalnm perintah pembayaran: 
c, menguJi kerersediaan dana K~atan yanK bersangkutan: dan 
d. memcrintahkan pencarran dana sebagai dasar Pengetuaran Daerah. 

4. Kuasa BUD mengembahkan dokumen SPM dan tidak menerbitkan SP2D 
yang d,a,ukan PA/KPA apub,Ja: 
a. tidak dolrngkapi Surat Pcmyataan TanggungJawab PA/KPA; don/atau 

b. pengeluarun tersebut rnelampaui pagu. 
c. dokumen SPM d,nyatakon udak lengkap sesuai kerentuan: 

5. Kuasn BUD mcngembalikan dokumcn SPM dalam hal SP20 tidak 

duerbrtkun puling l,imbat I (satu) hari kcl')a terlutung ..-Jak ditenmanyo. 
SPM. 

6. SP20 yang sudah masuk dalam daftar pcnguJ• sccara otomatis/onhnc 
ukan dipindnhbukukan ke rekening penenma oleh Bank umum yong 
chtunjuk olch Bupau. 

7. Kuas,1 BUD mcnycrahkan SP2D yang diterbitkan untuk kcpcrlunn 

UP/OU/TU kepeda PA dan SP20 untuk keperluan pembayaran langsung 
kepada pihak kctiga. 

Terkwt ha! tersebut di atas, diatur beberapa ketentuan sebagru benkut: 
I. SP20 disampaikan kepada Bank dengan memuat infonnas, tentang. 

a. Baki Rekcning yang akan dicairkan 

b. Jumlah total dana RKUD )'ling dtcairkan 

c, Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci mcnjadi: 
I) pihak pcncrima non-pihak kctiga atau pihak ketiga penycdia 

barang/ jasa 
2) potongan yang bersifat transitoris. 

B. Ketenruan Pclaksanaan 
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VI. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN 

A. Ketemuan Umum 

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluoran/Bendahora 
Pengelunrnn Pembantu dalam rangka pengendanan etas pclak.anaan bel"'1Jtt 
dacrah, amara lain sebagai berikut: 
l. Buku Kas Umum 

2. Buku Pembantu Bank 
3. Buku Pembantu Kas Tunai 
4. Buku Pembantu Pajak 

l. Atas pengajuan SPM oleh PA/KPA yang diser,ai Surat Pernyataan 
Verifikasi PPK-SKPO/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mullak PA/KPA, Kuasa BLD melakukan ,-erilikas, dengan langkah­ 
langkah sebaga, berikut: 
a. Menehu dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak 

mclcbihi sisa anggaran; 

b. Mcneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja tcrkait 
telah disediakan; 

e, Mencliti dan mcmasukan kelcngkapan dokumen yang mcnjadi 
persyaratan p,,ngajul\ll SPM; 

d. Mcnguji kcbenaran perhitungan tagjhan atas Beban APBD yang 

tercantum dalam periruah pembayaran. 
2. Kuasa BUD ndak menerbnkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA 

apabiln. 

a. udak dilengkap. Sumi Pernyntaan TanRgUngJawnb Mullak PA/KPA; 
b. tidak dilengkap, Surat Pemya1aan Venfikas, PPK-SKPD/PPK Uml 

SKPD yang dilampiri checklist kekngkapan dokumcn; dan 
c. bela!1Jo tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana 11dnk tersedia. 

3. Kuosa BUD mengembahkan dokumen SPM paling lambat I (satul hori 
tcrhitung SCJak d,tcrimanya SP\1, apabila tcrjadi ketidak.esuoiun 

dnn/otau koudaklengkapan dalam p...,..,a vcnfikasi tersebur, 
4. Kuosa BUD akon menerbitkan SP2D, opabila proses vcnfikaai dinyatokan 

lcngkap, 

C. Dokumen Tcrkrut Uustrasi dokumen penntah pencairan dana anrara lrun 
scbagai bcrikut: 

I. SP2D UP 
2 SP2D·OU 
3. SP2D-TU 
4. SP2D-LS 
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5. Buku Pcmbantu per Sub Rincian Objek Belanja 
Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data. antara lain: 
l , Bukti transaksi yang sah dan lengkap 
2. SPP UP/GU/TU/I,$ 
3. SPM UP/GU/TU/I,$ 
4. SP2D 
5. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraruran pcrundangundangan 

8. Ketentuan Pelaksanaan 
l. Pembukuon ntas berbagai transaks, dilakukan dengan ketcntuan sebagai 

berikut: 
a. Pcncrimaon Uang Pcrsediaan 

Bcndahara Pcngclunran/Bcndahara Pengeluaran Pcmbantu 
membukuken pcncrimaan UP/GU/TU berdasarken SP20UP/SP20· 
GU/SP20-TU, dcngan mclakukan pencatatan pada BKU di sisi 
penenmaan dan pada Buku Kos Pcmbontu Bank di s,si pcnenmaan 
sesun, dengan iumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP20-GU/SP2D· 
TU. 

b. Pehmpahan Unng Pcrsediaan 
Pchmpahnn sebagirut UP kcpada Bcndohora Pengeluuran Pcmbantu 
d1cata1 pada 81(l., d1 sisi pcngcluoran, scrta pada Buku Pernbaruu Bank 
d1 •••• pengeluaran o<,aua, dmgan JUmlah UP yang dilimpahkan. 

c. Pcrgcseron Vong Pcrsediaan Oalam hat Bendaharu 
Pcngeluaron/Bendahara Pcngeluaran Pcmbantu mclakukan 
pcrgescran VP/GU/TV yang terdapat cit bank kc kas tunas, dtlakukon 
pencatatan pada BKl.i sisi pcngcluaran dan penerimaan, pada Buku 
Pernbaruu Bank di sisi pcngcluaran, dan pada Buku Pcmbontu Kas 
Tunui d, •••• pcnerimaan sesuar dengan iumlah UP /GU /TU yang 
digeser 

d. Pembayaran belanja oleh Bendahara atas pcmbayaran yang dilakukan 
Bendahara Pcngeluaran/Bendahara Pcngeluaran Pembantu 
berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikon PPTI( secara 
tunru/non tunai, dilakukan pcmbukuan dengan mencatat pada BKU 
di sisi pengeluaran. pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pcmbantu 
Bank di s1si pcngcluaran, dan pada Pcmbantu Sub Rincian Objek 
Belanja pada kolom UP/GU/TU SCJumlah mbu belanja bruto. 

e. Belanja melalui LS Bendahara Pengeluaran/Bcndahara Pcngeluaran 
Pcmbantu mclaksanakan pcmbukuan pembayaran bclanja rnelalui LS 
dengan melak,dcan peocatataD pada BKU di s.isi pcnerimn.an dan siai 
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PEl'IGELUARAN 
A. Ketcntuan Umum 

Bendahara Pengeluoran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus 
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Scbagai bagian dari 
tugas dan tanggung jawabnya, Penyusunan dan penyampaian LPJ 
Bcndahara memuat mformas,. aliran data, serta penggunaan dan penyaj,an 

dokumen yang dilakukan secara elektronik. Laporan pcnanggungjawaban 
Bendaham Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagw 
berikut: 
1. Bendahara Pengeluaran secara admirustratif wajrb 

mempenanggungjawa.bkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal IO bulan bcrikutnya 

BEl'IDAHARA PERTANGGUNOJAWABAN LAPORAN vn. PENYAMPAIAl'I 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu rnencatat pada 
BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi 

penerimaan. 
2) Pada saat pcnyetoran ke Rekening Kas :'legara/Rekening Kas 

Daemh, Bendahara Penlt'"luaran/Bendahare Pengeluaran 
Pembantu mencatat pada Bl<U di s1s1 pcngeluaran, dan Buku 
Pernbaruu Pajak di sisi pcngeluaran. 

2. BKU Bendahara P.,ngeluoran/Bendahara Pengeluaran Pemban1u wajib 
duurup pada sctiep akhir bulan dengan duandatangan! oleh Bcndahara 
Pengelunran/Bendahara Pengeluaran P<,mbantu dengan PA/KPA. 

Penutupan BKU d1lamp1n Bentu Acara Perneriksaan Kos. 

C. Dokumen Terkait llustmsi dokumen pcmbukuan bendahara pcngeluaran 
aruam Jain ubaga1 benkut: 
I Register SPP-SPM-SP20 
2. BKU 

3. Buku P,,mban1u Bank 
4 Buku Pembaruu Kas 
5. Buku Pernbantu Pajak 
6. Buku Pembantu Punjar 

7. Buku Pernbantu per Sub R,ncian ObJtk 

Benda hara 

pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku 
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar 
jumlah belanja brute. 

r. Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

I) Pada saat pemungutan/p,,motongan 
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2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD 
wajib mempenanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan 
uang yang mcnjadi tanggung jawabnya dengan menyarnpaikan t,PJ 

pengeluaran kepada PPKD paling lam bat tanggal 10 bu Ian berikutnya. 
3. Kctentuan batas waktu penerbrtan surat pengesahan LPJ pengeluaran 

dan sanksi keterlambatan penyampaian taporan pertanggungjawaban 
dnernpkan dalam Peraturan Bupati. 

4, Pcnyarnpaian pertanggungiawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah 
duerbukan surat pengcsahan penanggungjawaban pengeluaran oleh 

PA/KPA. 
5. Untuk tertib LPJ pada akhtr tahun anggaran, pcrtanggungjawaban 

pengeluaran dana bulan Dcsember d1sampa1kan paling Iambat tanggal 

31 Dcsember. 
6. PA/ KPA melakukan pcmeriksaan kas yang dtkelola oleh Bendaharn 

Pengeluaran paling sedtkn I [satu] kah dalam 3 (ttg,t) bulan, dituangkan 
dalam berita acora pcmeriksaan kas. 

7. Beridahnru Pengcluaran melakukan pemenksaan kas yang dikelola olch 

Bcndahara Pengeluaran pcmbantu paltng sedilat I (satu] kalt dalam 3 
(ligal bulan, dituangkan dalam berita acara pcmcriksaan kas. 
Tcrkatt ha! tersebut di 8181, dunur beberapa ketentuan ~bagai benkut: 

I. Benduhnra Pengetuaran WOJtb menyampaikan pcrtanggungjaweban 
atas pcngclolaan yang terdapat dalam kcwcnangannya. 

2. PertanggungJawaban Bendahara Pengcluaran, mehpuu: 
a. LPJ Penggunaan UP 

I) LPJ pcnggunaan UP dilakuk8n Bendahara Pengeluaran pada 
seuap pcngaJuan GU. 

21 LPJ pcnggunaan UP dtsampaikan kepada PA mclalui PPK-SKPD 
dilamptn buku-bukti beMlllJ8 yang lengkap dan sah, 

3) LPJ PenggunMn UP dtjadikan sebagai lampiran pengajuan SPP­ 
GU. 

4) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara 
khusua (tidak menjadi lampiran pcngajuan GU). sekaligus 
scbagai Iaporan si"8 dana UP yang tidak diperlukan Jagi. 

Penyampruan LPJ iru diikuti dengan penyetoran sisa dana UP 
ke RKUD. 

b. Pcrtanggungjawaban pcnggunaan TU 
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II Pertanggungjawaban penggunaan TU dilalcuk.an oleh 

Bendahara Pengduaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan 
untuk mendanai suaru sub keg,atan atau telah sampai pada 
waktu yang ditentukan sejak TU diterima, 

21 Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 
PA/KPA melalui PPK·SKPD/PPK·Umt SKPD berupa LPJ TU 
yang dilampiri bukti· bukti belanja yang lengkap dan sah. 

3) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

penggunaan TU sebelurn ditandatangani oleh PA/KPA. 
c. Pcrtanggungjawaban Administrat.if 

I J Pertanggungjawaban admin,stratif disarnpaikan oleh 

Bendahora Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD J)<)hng 
lambat tanggal 10 bulan berikutnya: 

2) Pertanggun111awaban odm1n1strattf berupa LPJ yong 
menggambarkan jumlah anRg&ran, reatisasr don srsa pagu 
nnggaran seeara kumulaur dan/atau per kegiutun yang 

dilnmpiri: 
o) BKU; 
bl Laporan penu1upan kas (BKU): dan 
c) LPJ Bcndaharu P<-ngeluaran Pembantu 

3) Pnda bulan terakhir tahun anggaran, LPJ adrnimstrnu! 
disampaikan pahng lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib 
melampirkan bukti setoran sisa UP. 

d. Pertanggungjawaban F\tngsional 

I) Pertanggungjawaban fungs,onal disampaikan olch Bcndahara 
P<-ngeluaran kepada PPKO ""lal<u BUD paling tambat tanggal 
l O bulan berikutnya. 

2) Pertanggungiawaban Iungsional berupa LPJ yang merupakan 

konsohdasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, 
dilampiri: 

a) Laporan penutupan kas; dan 
b) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

3) Pertanggungjawaban fungs,onal disampaikan olch Bcndahara 
Pengeluaran kepada PPKD selalru BUD setelah mendapat 
persetujuan PA. 
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4) Pada bulan terakhir tahun anggaran. pertanggungjawaban 

fungsional clisampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari 
dan wajlb melampirkan bukti setoran sisa UP 

B. Ketenruan Pelaksanaan 

1. Pertanggungjawaban Penggunaan UP 
a. Pada seuap pengajuan CU, Bendahara Pengeluaran mcnyiapkan LPJ 

penggunaan UP. 
b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunoan UP disampaikan kepoda 

Pcngguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan 

SPP CU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah. 
2. Pcrtanggungjowaban Penggunaan TU 

a. Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU serelah TU 
yang dikelolanya telah hab1• d1gunakan untuk mendanai suatu sub 

kegiatan dan/atau tclah aampai pada waktu yang ditenrukan SCJOk 
TU duerima 

b. B,ndahara Pengeluaran menyampa1kan LPJ PcnRKUnaan TU kepada 

PA melolui PPK SKPD dengan dilampiri buk11 buku belanjo yang 

Lengkap don sah 
c. PPK·SKPD melakuk<m ,·enfucas, t<rhodap LPJ P""l!llunoun TU 

sebelurn ditandatang:mi oleh PA denpn langkah·langkoh sebagni 
berikut: 
11 Menchu dokumcn SPD untuk memastikan dana untuk belanjo 

terkait tclah dul<'diakan. 
2) Menebtl dokumen DPA untuk memasllkan bahwa belanja terkan 

tidak melebihi sisa angga.ran. 

3) Menchu kcabsahan buku belanJa. 
3. Pertanggungjawaben Admmtstratlf 

a, Penyusunan LPJ 
I) Sctiap akhir bulan. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapknn LPJ Bendahara Pengeluaran Pcmbantu untuk 
disompaikan kepada Bendahara Pcngcluaran. 

2) Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendaharo serra 
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ 
Bcndahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan 
srsa pagu anggaran secara kumulatlf dan/atau per kegiatan yang 
dilampiri: 
a) BKU; 
b) Laporan Penurupan Kas: 



c) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembanru. 
b. Penyampaian LPJ Admioistrauf 

11 Bendahara Pengeluaran menyampailcan LPJ Bendahara kepada PA 
melalui PPK·SKPO paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

2) PPK·SKPD melakukan ,-erifikasi terhadap LPJ administrarif 

dengan langkah·langkah sebagai berikut, 
a) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang 

terdokumcntasikan daJam buku atau laporan terkait 
bl Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 

buku atau laporan terkau 
c) Melakukan anahs,s kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 

belanja dan pengcluaran kas 
c. Apabtla dalam proses ,-enfikas,. PPK SKPO menemukon 

kctidaksesuaian dan/atau ke1jdaklcngkapan, make PPK SKPO 

mermnta perbaikan dan/atuu pc,nycmpumaan kepada Benduham 
Pengcluaran. 

d. Oalam hnl proses ,..,rifikasi dinyatakan sah dan lengkap, moko PPK 

SKI'D akan pc,ngaJuon penandatanganan dan persetujuan LPJ 
Benduhnra secera adm,n,straltf kepada Pengguna Anggoran 

e, Pcngguna Anggnran mcnandatangani LPJ Bcndahara yang sudah 
divcnfikas, sebagru benruk persetujuan, 

4. Pertanggungjawaban F\mgsional 
a Sctclah LPJ Bendahara Pcngcluaran d,tandatangani eleh Penggunn 

Anggilrnn, Bendahara Pengeluaran mcnynmprukan 

pcrtanggungjawaban fungsional kepada PPKO selaku Kuasa BUD 
untuk ditandatangeni, paling lambat tanggal 10 bulan berikumya. 

b. PPKO selaku kuasa BUD mclalrukan prose• vcnfikaSl dan 
menandatangaru LPJ Bendahara Pcngeluaran sebagai bentuk 

perserujuan. 
5. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi: 

a. Pcrtanggungjawaban pcnggunaan Llmpahan UP 
1) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara 

Pcngeluaran pada setiap peogajuan penggantian limpahan UP. 
2} Pcrtanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan 

kepada KPA melalui PPK·Unit SKPO berupa LPJ limpahan UP yang 
dilampiri bukti-bukti bclanja yang lengkap dan sah. 

3) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Beodahara Pcngcluaran 
sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pcngeluaran. 
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perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dcagan ketenruan 
peraruran perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang 
mclampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 
disetesaikan 100% pada tabun berkenaan; 

b. pcrpanjangan waktu pelaksanaan pckcrjaan sesuai ketenruan 
peraturan perundang·undangan yang mengatur mengenai 
p<,ngadaan barang/jasa; 

ikatan aias pckcrjaan/pcmbayaran 1. Pelaksanaan 

VIII. PELAKSANAAJII DAN PENATAUSAHAAl'I BELAl'IJA YANG M.ELAMPAUI 
T AHUII ANGGAR.Al'I 
A. Ketentuan Umum 

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU 
I) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilalrukan oteh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya relah 
habis/sclesai digunakan umuk mendanai suatu sub kegiatan etau 

telah sampai pada waktu yang ditenrukan sejak TU diterima. 
2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA 

mclalui PPK·SKPD/PPK·Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri 
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

3) PK-SKPD/PPK-Uni1 SKPD mclakukan vcrifikasi 1erhadap LPJ 

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleb KPA. 
c. LPJ 

I) Bendahara Pcngcluaran Pcmbantu mcnyampaikan LPJ kepada 

Bendabara Pengcluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, 
dilampiri: 
a) BKU; dan 
b) Laporan penutupan kas, 

2) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
sebe.lum ditandatangaru KPA unruk mendapatkan perserujuan. 

C. Dokumen Tcrkait 
Dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara 

pengeluaran antara lain sebagai berikut: 
I. LPJ-UP 
2. LPJ-TU 
3. Laporan Penurupan Kas 
4. SPJ Adtninistratif 

5. SPJ Fungsional 
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c. keadaan di luar kendali Pemerintab Daerah dan/atau penyedia 
barang/jasa termasuk keadaan lcahar (force majeure) sesuai 
peraturan perundang-undangan 

d. kewajiban lainnya Pemerintah Daersh sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lam basil putusan 
pengadilan yang bcrsifat tetap, 

2. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap 
pekerjaan yang telab diselesaikan I 00% pada tahun berkenaan, 

Pemenntah Daerah melakukan tahapan sebaga. berikut: 

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 
dan dibcritahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 
ditnmpung dalam Peraruran Bupati perubahan APBD, 

b. pembayaran atas kewajiban p1hak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 

c, mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD don SPD 
sebagw dasar pelaksanaan pembayaran. 

3. Pclaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu peloksanaan 

pekerjoan sesum ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengarur mengenw pengadaan barang/joea, Pcmenntoh Daerah 
melakukan tahapan sebagai berikut: 
u melakukan perubahan Perda tentang perubahan APBD 

b. pembayaran ams kc..aj1ban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiaUU>, dan sub kcgiatan serta kode rekening berkcnaan, 

c. mengesahkan perubahan DPA·SKPD dan SPD ""bagm dasar 
pelaksanaan pembayamn. 

4. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di tuar kendali 

Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk 
kcadaan kahat (force majeure) sesuai peraturan perundangundangan, 
Pemenntah Daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 
a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab tcrjadinya keiertambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang bcrkenaan untuk 

memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan 
karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna 
barang/ jasa; 

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure] sesuai peraturan 
perundang·undangan; 
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c. melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 
dan drbernahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnye 
ditampung dalam perda perubahan APBD; 

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 

e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

5. Pelaksanaan pembayaran atas kcwajiban lainnya Pemerintah Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara Jain 
haail purusan pengadilan yang berssfa; retap, Pemerintah Daeroh 
melakukan tahapan sebaga, berikut: 
a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pernerintah 

Daerah sebagai dasar penganggllffln dalam APBD; 
b. mclakukan perubahan peratumn Bupati tentang penjabaran APBD 

dan drberitahukan kepada ptmp,nan DPRD untuk selanjutny« 
duampung dalrun perda perubahan APBD; 

c. pembayaran atas kewajibon p,hak ketiga dianggarkon datum 

program, kegjatun. dun sub kegwtun serta kode rekenmg berkenuun. 
d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dun SPD 

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 
o. Dal.om mngka pe!Aksanaan pekel)aan/pcmbayaran etas ikatan 

perjanjion/kontmk/perikatan lainnya aesuai dengan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkcnaan yang 
melampaw tahun anggaran. harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh 
APIP sesuai dcngan peraturan perundang undangan. 

7 Hasil reviu APIP menjad, salah satu dasar Pemerintah Doerah untuk 
meng.;nAA<lfkM dalam perubahan Peraturan Bupati tento.ng 
penjabarun APBD; 

IX. BELANJA WMUI DAl'I IIIEIIOIKAT 

A. Ketentuan Umum 
Belanja yang bersifat -.aJib adalah belanja yang harus dikcluarkan dalarn 
rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat 
mengikat merupakan belanja yang diburuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup 
untuk keperluan setiap buJan dalam tahun Anggaran yang berkenaan. 
Bebempa ketentuan umum ter-kait pelak.sanaan anggaran untuk bclanja 
yang bcrsifal wajib dan mengika1 adalah: 



X. SUB KEGlATAl'I YAl'IG BERSlFAT TAHUK JAMAK 

Sub Kcgiatan Tahun Jamal< adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan 
diloksanokan untuk masa lcbih dari I (salu) tahun anggaran yang 

pekerjuannya dalukukan melalua konlrak lahun iamak. Diarur ketentuun 
tcrkait sub kcgiatan yang bersifat tahun jarna.k sebagai bcrikul. 
A. Dalarn mclaksanakan sub kcgiatan yang bcrsifat tahun jamak (multiyear&), 

harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah 
B. Pcnganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan 

bcrsama antaru Bupau dan DPRO. 
C. Persetujuan bersama antara Bupau dan DPRD dilandatangtUU bersamaan 

dengan penandatanganan KUA dan PPAS. 
O. Peraturan Oaerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun 

jamak .sekurang-kurangnya mernuat: 
I. nama sub kegiatan; 
'2. jartgkn wa.ktu pelaksanaan sub kegiatan: 
3. jumlab anggaran; dan 
4. alokasi anggaran per tahun. 

E. Sub Kegiatan tabun jamak dengan lmteria meliputi: 

I. Dalam ha! Bupati dan DPRD tidal< mengambil persetujuan bersama 
dalarn waktu 60 (enarn puluh] hari sejak disampaikan rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati 

menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi 
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud di 
atas d1prion1askan untuk belanja yang bersifa; mengikat dan belanja 
yang berslfat wajib. 

Terkait hal tersebut d1 aras, diatur beberapa keienruan sebagai berikui: 

I. Dalam ha! 1erdapa1 belanja yang s1fa1nya waJab dan menl!lkat sebelum 
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 

menunggu DPA disahkan setelah ditcrbitkan peraturan Bupati tcntong 
belanja ""J'b don mengikat. 

2. Pembayaran atas beban APBD dapa1 dilakukan berdasarkan SPD, arau 
DPA-Sl\.1'0, utnu dokumen lwn yang dipersamakan dengan SPD. 

8. Ketentuan Pclnksonann 
Ke1en1uan pelaksanaan anggaran untuk belanja ya.ng sifatnya wajib don 

mengika! do pat dibagi menJuda 2 (dual yauu: 
I. Dal.am hul kc1erlumbll1un penerapan APBD; dan 
2. Dalam hal dokumen belum oiap 
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XI. DOKVMEN KELENOKAPAN SURAT PERTANOOUNOJAWABAN 

BENDAHARA PENGELIJARAN/BBNDAHARA PBNGBLIJARAN PEMBANTIJ 

A. Honoranum penanggungjnwab pengelola keuangan 
Honorarium penanggung jawab pengclola kcuangan pada setiap satuan 

kerja, diberikan berdasarkiln besaran pagu yang d1kelolo 

pt"nonggunl!Jawab pengelola keuangan unruk seuap Dokumcn 
Pclaksanaun Anggaran (OPA), dcngan ketentuan sebagai berikut : 

I. Kcpada penunggung jawab pengelola keuangan yang mengelola kbih 
dari I [satu] DPA dapat diberikan honorarium domaksud scsuar 
dengan jumlah OPA yang dikclola dengan besaran didasarkan mas 
pogu dana yang dtkelola pada masmg·maaing DPA. Alokas, 
honorarium tersebut dobebankan pada masmg-maemg DPA. 

2. Untuk mcmbentu PPK dalam pelaksanaan admimsrras] belanja 
pegawai cit lingkungan SKPO. KPA dapat menunjuk bendahara 
pengcluaran pembantu. Bcsaran honorarium bendahara pengeluaran 

pembantu arau bendahara penenmaon pembantu dtberil<an 
mcngacu pada honorarium PPK SKPO sesuru dengan pagu belanja 
pegawai yang dikclolanya. 

3. Ketentuan jumlah PPK SKPO diarur sebagai berikut : 
a. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: 

• KPAyang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK 
lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (cnaml orang 
termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan 

I. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegj.atan yang secara 

teknis merupa.kan saru kesaruan unruk menghasilkan satu output yang 
memerlukan wakru penyelesaian lebih dari 12 (dua betas) bulan; 

2. Pekerjsan atas pelaksanaan sub kegiatan )-ang menurut sifatnya harus 

tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman 
benih/bibil, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan 
obat do rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan 
jasa cleaning service; 

3. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melarnpaui masa 
jabatan Bupati; dan 

4. Dalam hal pelakaanaan tahun jamak, rnasa jabatan Bupati bcrakhir 

scbclum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamn.k dimaksud 
dapat diselesalkan sampai berakhirnya tahun anggaran. 

.n. 



dalam lompimn VI Peraturan Bupati ini. 

B. Honorarium l'<-Jobut P<-ng;idaan Barang/Jasa 
I. Honorarium P,,Jabal Pengadaan Barang/Jasa diberikan kcpada pejoba1 

pcngadaan barang/ja.a un1uk mrlakMnakan pemilihan penyrdin 

bornng/JD"'1 
2. llonornrium dsberikan kcpada kclompok kcrjn pcmilihan pcngadaan 

barnngjjasa untuk meloksanakan pcmihhan penyedia barang/josa. 
3. Honoru.num Pcngguna Anggaran dlbenkan kcpada pcngguna anggarun 

dalam hal : 

a. Mcnctapkan penyedia untuk paket pcngadaan barang, konstrukst, 

atau jasa lrunny11 sesuas dengan ketentuan pcraturan 
pcrundnng-undangan: atau 

b. Mcnetapkan pcnyedul untuk paket pcngadaan jasa konsultasi sesuai 

dengan ketenruan peraruran pcrundang-undangan. 
4. Oalam hat pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja 

pcmilihan p,,ngadaan bamng/ jasa tclab mcnerima tunjang,m p,,ngclola 

pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. 
S. Besaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terdapat dalam 

lampimn VI Pcraturan Bupau mr. 

C. Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan 
Dckumen kelcngkapan SPJ 1erdiri dari: 

diberikan tidak bersangkuten rungsional bendnhara, yang 

honorurium dimaksud. 

b. 0e"'1ran honomnum pen&nll8\lnR jawab pengclola kcuangan terdapnt 

• KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPO paling banyak 3 
(tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu. 

b. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam I 

(satu) KPA tidak melcb1h1 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 
c. Jumlah PPK SKPO untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai 

berikut ; 

• Jurnlah PPK SKPO udak bokh mclampaui jumlah PPK SKPD 
sebelum penggabungan; dan 

• Besamn honorarium PPK SKPD dldasarkan pada jumlah pagu 
yang dikelola PPK SKPD. 

4. Jumlnh keseluruhan alokasi dana unruk honorarium penanggung 

jawab pcngclola kcuangan dalam I [satu] tahun anggamn paling 
banyak I O'l" (sepuluh persen] don pagu yang dikelola; dan 

5. Ou.lam hal bendahara pcnRelulln\n tclah d1benkan tunjangan 
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Ahli/ Narasumber / lnsrruktur /Moderator; 
4. Daftar penerimaan honorarium dengan tanda tangan atau bukti 

transfer. 

5. Surat permmtaan tenaga ohbf,:1/arasumber/lnstruktur/Modcrotor dari 
Kepala SKPD kecuan Narnsumber dari SKPD penyelenggara: 

6. Surat tUgJIS dari ina1an111 yang meng)rimkan atau SKPD penyelenggam: 
7. Salinan maten/mokalah yangd,sampaikan; 

8. Surot Sctoran Pajak dcngan penghitunpn pajak sesuai kctcntuan 
peraturan perpa.Jn.kan yang bc1'laku. 

9. Honorarium moderator dapal d1benkan dengan ketentuan : 

• Moderator berasal dari tuar satuan kerja perangkat daerah 
pcnyclenggara: atau 

• Moderator berasal dari dalam satuan kcJJ& perangkat dacrah 
penyelenggara sepanjang peserta yang mcnjadi sasaran utama 

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah 
pcnyclcnggara dan/atau masyarakat. 

10. Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan untuk kegiatan yang 
mcngund.ang minimal mcntcri, kcpeJ.a daerah/wakil kepala daetah, 

dan/atau pimpinan/ anggota DPRO dan dihadiri lintas satuan kcrja 
pcrangkat dacrah dan/ atau masyarakat. 

11. Besaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur/Moderator 
terdapat dalam tamptran VJ Peraturan Bupati ini; 

Tenaga 

I. Tanda Bukti Pengeluaran Kas; 

2. Daftar penerimaan honorarium dengan tanda tangan atau bukti 
transfer; 

3. Foto copy Surat Pengangkatan/SK Pembentukan Tim; 

4. Surat Setoran Pajak dcngan penglurungan pajak sesuai ketentuan 
peraturan perpajakan yang berlaku; 

5. Dalam satu kode rekening sub kegiatan tidak diperkenankan menenma 
honorarium Iebih dari saru. 

6. Jumlah kcanggotaan dan Bcsaran honorarium Tim/Sckretariat Tim 
Pelaksana Kegiatan diatur dnlam lamptran VI Peraruran Bupati int. 

D. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Pembawa 
Acarn/lnstruktur/Moderator, Dokumcn kclcngkapan SPJ terdiri dari: 
I. Tanda Buku Pengeluaran Kas; 
2. Daftar hadir; 

3. Surat Keputusan P<,npngkatan/P<,nunjukan 
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12. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator. atau pembawa 
acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) clapat 
melebihi besaran standar honor narasumbcr, moderator. atau pembawa. 
acara sebagaunana diatur dalam di atas, sepanjang didukung dengan 
bukti pengeluaran riil (pembiayaan seeara at cost). 

13. Jumlah keanggotaan Tenaga Ahli/Narasumber/lnstruktur/Moderator 
mengikuti ketentuan peratumn perundang-undangan, 

14. Narasumber/lnstruktur/Moderator yang berasal dari SKPD 
penyelenggara hanya dapat diberikan sebesar 50% dari honorarium 

dengan ketentuan peserra yang menjadt sasaran utama kegiatan dari 
luar SKPD penyetenggara dan/atau masyaraka1. 

E. Honorarium Komisi lrigasi 
l. Susunan Orgamsas1, Ke,anAA()taan. Tata K~a. Tugas dan fungsl Komisi 

lrigasi ditctapkan dcngan Surat Kepurusa» Kcpala Daerah 
2. Dole.m mcnJalankan tugl\snye., Kom1s1 lngasi di dukung oleh S..kre1aroai 

Komoso lrigos, 

3. Susunnn Orgnnisasi Sekretariat Organisasi ditetapkan dcngon Sura, 
Keputusan Sekretarrs Oacrah 

4, Jumlo.h kcanggotaen dan &saran honorarium kom1s1 ongasi dintur 
dalam lamporan VI Pcraturan Bupati in, 

F. lnscnur Tenaga Ke..,hatan Ook1cr Spesoalis pada Rumah Saki! Umum 
Dacmh Kab. Kolaka Timur diberikan dcngan kerentuan yaitu : 

I. lnsentif full tunedcngan waktu kerja selama 5 (limal hari da.lam I (satu] 
Minggtli 

2. lnsentif part time dengan waktu kerja selama 2 jdua) - 3 (tiga) hari kerja 
dalam I jsatu) mmggu. 

3. Jumlah msenttf vung diberikan 1erdapa1 dalam la.mpiran VI Peraturan 
Supati Iru. 

G. Belanja pcngadaan barang/jasa lainnya sampa; dcngan Rp.10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 
Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dari: 

I. Tanda Bukti Pengeluaran Kas: 
2 Nora/kuit.nm~i pernbayaran dengan stempel penyedia, Pemakaian 

mctcrai yang sesuai dengan peraturan yang bcrlaku; 
3. Faktur pengiriman barangj'Delivery Order (DOI atau yang 

dipersamaken. 

4. Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak scsuai ketentuan 
peratura..n perpajakan yang bttlaku. 
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5. Bukti pencatman dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik. 

H. Belanja pengadaan barang/jasa lainnya diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dari: 
1. Tenda Bukti Pengeluamn Kas: 

2. Kuitansi pembayaran. Pemaka,an rneterai yang sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; 

3. SMPK/Kontmk/Sunu pemesanan dengan spesifikasi tcrperinci; 
4. Faktur pcngiriman barang/Delivery Order (DO) arau yang 

dipersamakan; 
5. Sural Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai kctcntuan 

pcraturan pcrpajakan yang berlaku; 
6. Serah Terima PeketJaan Pengadaan Barang/Ja"8; 
7. 1\-rmohonan Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bamng/Josa; 

8. Senta Acara Pemeriksaan Pekcrjaan Barang/Jasa; 
9. Bente Acero Hostl Pemenksaan Pekerjaan Barang/Jasa; 
JO. Denta Acara Serah Terima Pckerjaan Barang/Jasa; 

11. Bento Acam Semh Tenma Barang/Jasa 
l2. Buku pencatatan dalam S,stem Pengadaan Scc;,,ra Elrktronik. 

I. Untuk pengndonn barong/ja58 lainny·a sampai dcngan Rp.50.000.000,00 

(hma puluh ju,.. ruplllh) yang melalui toko danng atau retau onhne 
Dokumcn kclcngkopan SPJ tcrd,ri dari: 

I. Tanda Bukti Pcngduaran Kas, 

2. e- billing 
3. Surat Pesanan e-purchasing 
4. Scrah Tcnrna Pckcrjaan Pengadaan Barang/Jasa; 
5. Perrnohonan Serah Tenma Pekerjaan Pc,ngadaan Barang/ Jasu; 

I,. Berila Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa; 
7. Bente Acara HaSJI Pemenksaan Pekerjaan Bamng/Jaoa; 
8. Bento Accra Serah Tcnma Pekcrjaan Barang/Jasa: 

9. Serita Acara Serah Tenma Bamng/Jasa 
10. Print out bukti pembelian. 

11 Bukti pencatatan dalam Sistern Pengadean SecAm Elektronik. 
J. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya/konslruksi yang melalui e- 

purchasmg: 
I. Tanda Bukti Pengeluaran Kas; 
2. Kuhansi pembayaran. Pemakaian mctcrai _yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 



3. Bukti informasi paket yang dicetak dari aplikasi katalog elektronik; 
4. Surat Pesanan atau SUrat Pesanan Konstruksi (khusus unruk 

pekerjaan konsuuksi); 

5. Benta Acara Pemeriksaan dan Serita Acara Serah terima sesuai dengan 
ketentuan: 

6. Surat Sctoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketenruan 

peraturan perpajakan yang berlalcu. 
7. Untuk pckerjaan cleaning service, belanja habis pakai sesuai dengan 

pengadaan barang. 

K. Bclanja pengadaan barang/jasa lainnya diatas Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh JUta rupiah). 
Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dari : 
l. Tenda Bukti Pengeluaran Kas; 
2. Kuitansi pcmbayaran. Pemakaian meterai yang sesuai dengan 

peraruran yang berlaku, dilengkap1 stempel 1oko/p1halc keuga: 

3. Surat Perintah Ktl)ll (SPKJ bermeterai dengan dilampiri spesifikosi 
terperinci untuk nila1 diatas Rp.S0.000.000.00 Pima puluh juto rupiah) 
sampas dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): 

4. Su nit Perjan11an bermcterw denJl&n dilomp1ri spc11fikasi tcrperinei 
untuk nila1 diotas Rp.200.000.000,00 (dua ratua juta rupiah); 

S. lkntu Acara Pemenkaaan dan Bcnta Acara Scrah tcnma sesuar dengan 
ketentuan: 

6. Surat Sctoran PaJak dengan pcnghitungan pajak sesual kctentuan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 
7. Laporan Pelaksanaan Pl:mllihan Pl:nyedia yang dicetak dari aplikasi 

Sistcm Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Langsung/Bukli 
pencatatan dalam Srstem Pcngadaan Sccara Elektronilc. 

L. Bclanja Jasa konsultansi 
Dokumen kelengkapan SPJ terdiri dan: 
I. Tanda Bukti Pl:ngcluaran Kas; 
2. Kuitansi pcmbayaran dcngan meterai yang berlaku; 

3. Surat Perintah Kcrja (SPKJ bermeterai untuk nilai sampai dengan 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupia.hl dilampiri de-nga.n kerangkn 
acuan kerja terpcnnci; 

4. Surat Perjanjian bermeterai untuk nilai d1 atas Rp. 100.000.000,00 
[seratus juta rupiah] dilampm dengan kerang)ca acuan kerja terpcrinci; 

5. Serita Acara Pemcriksaan dan Serita Acara Serah terima sesuai dcngan 
ketcntuan; 
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masmg-masmg peneruna. 

P. Bclanja pcngiriman Kursus/Pelauhan/Diklat 
I. Tenda Bukti Pengeluaran Kas; 
2. Surat pcmuntaan dan Piliak Penyelenggara: 
3. Surat tugas dari pimpinan yang berwenang dan Surat Perintnh 

Perja.lanan Omas (SPPO); 

6 Surat Setoran Pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan 
peraturan perpajakan yang bertaku. 

7. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang dicetak dari aplikasi 

Sistem Pcngadaan Secara Elektroruk Pengadaan Langsung/Bukti 
pencatatan dalam Ststem Pengadaan Secara Elektromk. 

M. Belanja konsiruksi 

Dokumen kelengkapan SPJ terdm dari: 

I. Tanda Bukti Pengeluaran Kas; 
2. Kuotansi pembayaran dengan mctcrai yang berlaku; 
3. Surat Penntah Kerja (SPK) bermeterai untuk nilai sampai dengan 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

4, Surat Perjanjian bermetera, untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,00 

(dun ratus juta rupiah); 
5. lkri10 Acara Perneriksaan dan Berita Acara Serah terima sesual 

dengan ketenruan: 
6. Scrah Tenmu Pekcrjaan Pengadaan Barang/Jasa; 
7. Pcrmohonan Serah Terima Pekcrjaan Pengadaan Barang/Jasa; 

8. Benhl Acaro Pemenk"8an Pekel)a&n Barang/Jasa; 
9. Bento Acorn Hosoi Pemeriksaan Pekerjaan BaranR/Jaso; 
10. Bents Acara Scrah Terima Pekcrjaan Barang/Jasa; 

11. Beruu Acaru S<erah Tenmu Barung/Juoa 
I 2. Surat Sctoran Pajak dcngan pt"nghitungan pajak scsua] ketentuan 

peraturan pcrpajakan yang berlaku. 
13. Lapomn Pelaksanaan Pemohhan Penyedia yang d,cetak dan aplikos, 

Srstem Pcng.,daan Sc,cara Elektron,k Pengadaan Langsung/Bukti 
pcncatatan dalam Sistcm Pengadaan Sccara Elcktronik. 

N. Belanja pemehharaan kendaraan Ookumen kelengkapan SPJ sesuni 
dengan ketentuan dokumen kelengkapan SPJ pengadaan barang/jasa 
dilengkap, dengan daftar banlng/kendaraan yang diservice. 

0. Belanja pengadaan pakaian dinas Ookumcn kelengkapan SPJ sesuai 
dengan ketentuan dokumen kelengkapan SPJ pcngadaan barang/jasa 

dilcngkapi dengan daftar tanda tenma pakaian dinas yang ditandatangani 
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4. Kuitansi pcmbayaran dengan meterai yang berlaku bile ads 
pembayaran kontribusi kc pihak pcnyelenggara; 

5. Lapomn hasil kursus/pclatihan. 
Q. Belanja BBM 

Selain pclaksanaan pcrjalanan dinas luar kota dan dalam kota, dokumen 

kelengkapan SPJ sesuai dengan ketentuan dokumen kelengkapan SPJ 
pengadaan barang/jasa dilengkap, dengan struk/printout/kuitans, 

bclanja BBM: 
R. Belanja list.rik, telpon, air. internet 

I. Tande Buku Pengeluaran Ka~; 
2. Rckcning pcmbayaran. 

3. Struk/printout/kuitansi bclanja Llstrik, telepon, air, internet 
S. Belanja STNK/KlR/PerpanjanRI"' pajak STNK 

l. Tonda Bukti Pengeluaran Kas: 
2. Fotocopy STNK dan bukll pembayaran pajok/retnbus,. 

T. BelanJa pe!J&lanan d1nos 
1. Ketrntunn Umum 

Berdasarkan Surat £damn Bersama o,rcktur Jcndcral Perimbangan 
Keuungan Kementtnan Kcuangan dan Otrcktur Jcndcral Bina 

Kcuangan Oocrah Kcmcntcrian Oalam Ncgcn Nomor SE 1/PK/2024 
don Nomor 900.1.15.1/16208/Kt'uda tcntang T,ndak LanJul Atos 
Putusan Mohkamah Agung Nomor 12P/HUM/2024 mcngcnoi 

Pcrmohonan Kcbcratan Hak UJ• Matcriil terhadap Pcraturan Prcsidcn 
Nomor 53 Ta.hun 2023 tentang Perubahan Atas Peratumn Presiden 
Nomor 33 Tahun 2020 tcntang Standar Harga Saluan Regional, 
Pcloksanaan don Pertanggungjawaban Perjalanan Oinas Oalam Ncgcri 

••btwu bcnkut . 
2. PcrjaJanan Dinos DaJ.am Nc~ri bagi Pejabat Negara, Pt-jabot Daerah, 

Pegawai ASN, dan Pihak Lain dilaksanakan dengan melakukan 

pembatasan dan pcngendahan Perjalanan Dmas dengan 
mcmperhatikan prinsip scbagai berikut: 

a) selektif, yaitu hanya untuk kepcntingan yang sangat unggi dan 
prioritas yang berkaitan dengan pe:nyeleng.g.ttmnn Pemerintahan 

Dacmh; 
b) keterscdiaan anggaran dan kcscsuaian dengan pencapa,an lonerja 

Pemerintah Oacrah; 
c) efisiensi dan efektivltas daJ.am pcnggunaan bclanja daerah; dan 
d) transparansi dan al<Untabilitas dalam pembcrian perintah 



pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan 
Oines, 

3. Pegawai ASN sebagaimana pada angka 2, tcrmasuk Calon Pegawai 

Negeri Sipil. 
4. Pihak Lain scbagaimana dunaksud pada angka 2 adalah orang 

perorangan Warga Negara Indonesia selain PeJabat Negara, Pejabat 
Daerah, dan Pegawai AS!\ yang mclaksanakan Perjalanan Dinas 

termasuk anggota keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnyn 
yang d11e1apkan oleh Pejabat yang bel"'enang sesuai dengan ketenruan 
peraturan perundang-undangan. 

5. Pcrjalana.n Dlnas Dalam Ncgeri terdsri atas ~rjalanan Dinas Jabatan. 
a) Pcrjnlanan Dinas Jabatan , 

I) Perjalanan Dinas Jabatt1n dilakukan dalam rt1ngka: 

a. pelaksanann tugas dan rungsi )&ng melekat pada jabatnn: 
b. mengikuu rapar, seminar, dan scJen,snyu; 
c. pengumandahan (dctaserinRJ; 

d. rnenernpuh ujian dinas/ ujian jabatan; 
e. menghadap maJelJs pengu11 keseharan pegawai negen atau 

rnenghudap seorang dokter penguji kesehoton yang duunjuk, 

untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang 
kesehatannya (IUna kepentmgan jabatan: 

r. mcmperolch pengobatan berdasarkan surat keterangan 
dokter karena mendapat ceders pada waktu/karcnn 
melakuknn tugas; 

g. mcndapatknn pcngobatan berdasarkan Keputu.an Majclis 

PenguJi Kesehatan Pegawai Ncgeri; 
h, rnengikuu pcnd1d1kan setara D,ploma/SI/S2/S3: 
,. mengikuu pendidikan dan pela.hhan: 

J. menJemput/ mengantarkan kc tern pat pemakaman jenazah 
Pejabat Negara/Ptjabat Daerah/ASN yang merunggal dunia 
dalam mclakukan Perjalanan Oinas; atau 

k. menjemputj mengantarkan ke tcmpat pemakamao jenazah 

Pejabat Ncg.am/Pejabat Daemh/ASN yang meninggal dunia 
dari Tempat Kedudukan yang terakhir kc Kota tcmpat 

pemakaman. 
2) Perjalanan Dinas Jabaton digolong)<an menjadi. 

(a) Pcrjalanan dinas jabatan yang dilakukan dalam 
J.::ota/Kabupate.n Kolaka Timur: 
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(bl Perjalanan Dines Jabatan yang melewati bates 

Kota/Kabupaten Kolaka Timur. 
31 Batas kota sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf bl sesuai 

batas admirustratif wilayah Kabupaten Kolaka Timur sesuai 
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

4) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota 
terdiri atas: 

(al Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sarnpai dcngan 
8 (delapanl jam; dan 

(b) Pel)alanan Dinas Jaba1an yang duaksanakan leb1h dari 8 
(delapan) jam. 

SJ Sura, Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Danas Jabatan 
dilakukan sesuai perintah etasan Pelaksana SPD yang tertuang 
dalam Surat Tugaa yang di1erb1tkan oleh , 
o. Untuk perjnlenan dinas luar daerah luar provins: Surat 

Perintah Tug;is (SPT) dnandatangan! oleh Kepala Da,·ruh 
untuk Kepala Daemh dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat 
Plmpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II dan Pejabat 

Fungs1onol Ahli Utama, E..,Jon 111/PeJabat Fungsionat Ahh 
Madya, Eselon IV /PeJabat Fungsional Ahli Muda, Fungsional 
Ahli PertAIM, Staf ASN clan Non ASN/Plhak l&nnya; 

b. Untuk perjnlonon danas luar daerah dalam provinsi Surat 

Penntah Tugas (SPT) ditandatangani oleh xepala Dnerah 
untuk Kepala Daemh dan Wakil Kepala Daerah, Pejnbat 
Pimpinan Tingg, Pra1ama/PeJaba1 Eselon II dan Pejabat 
Fungsionnl Ahli Utama, Eselon 111/Pejabat F'ungsionnl Ahli 

Madya; 
c, Untuk perjalanan dmas luar dacrah dalam provinsi Surat 

Penntah Tugas (SPT) dltandatangani oleh Al<isten II B1dnng 
Perekonomian dan Pembangunan untuk Eselon IV/ Pejabat 
Fungs,onal Ahli Muda, Fungsiona! Ahli Pcrtama, Staf ASN dan 

Non ASN I Plhak lainnya; 
d Apabita. Kepela Daerah be-rhalangan. maka penandatanganan 

Surat Pcrintah Tugas (SPT) seperu yang disebutkan dalam 
angka 51 huruf a) dan b) ditandatangani oleh Wakil Kepala 
Daerah. 

e. Perjalanan dinas luar dacrah luar provinsi/dalam provinsi 
dan dalam dattah Kabupaten Kolaka Timur oleb Ketua DPRD 
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6J Oalam hal rerdapat kebutuhan P,,rjalanan Dina, drkarenakan hnl 
mendesak dan Ketua DPRD berhalangan untuk menandatangani 
Surat TUgas seb&gaunana dunaksud pada angka SJ huruf dJ, 
Surat Tllgas 1'1,l)nlanan Dinas Jabatan untuk Wakil Kctua DPRO 

dan Anggota DPRO dapat dltondatangani eleh Wakll Ketua DPRD. 
7J e .. aya P,,rjaJanan Dmas • 

a. Perjalanan Dinas Jab&tan tcrdiri atas komponcn sebaga! 
benkut: 

I J uang harian; 
2J biaya transpor; 
3J biaya pengmapan: 

4J uang rcprcscntasi; 

SJ sewa kendaraan dalam kota: dan/atau 
6J biaya menJemput/mengantar jenazah, 

b. Uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (lJ, 

terdiri atas: 
IJ uang makan: 
2J uang transpon lokal, dan; 
3J uang saku. 

c. Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 

(2J, terdiri alas: 

l) Pc.rjalanan Oio.as dari tempat kedudukan/1cmps11 sah 

IOI, 

untuk Plmpinan OPRO dan Anggota OPRD; dan 
r. Untuk perjalanan dinas dalam daerab dalam Kabupaten 

Kolaka Timur, Surat Perintah Tllgas (SPT) ditandatangani oleh 

Kepala SKPO untuk PeJabat Eselon U/Fungsional Ahli Utama, 

Admlnistrator/Pejabat Eselon Ill ke bawah, Pejabat 

Fungsional Ahli Madya, Eselon IV /Fungsional Ahli Muda, 
Fungsional Ahli Pertama, ASN dan Non ASN, Ketua dan 

anggota Tim Penggerak PKK, atau Pihak Lain. 
g. Surat Perintah Tllgas (SPT) perjalanan dmas dalnm daerah 

bagi SKPO Sekretariat Oaerah ditandatangam oleh Asisren II 
Bidang Perekonom,an dan Pembangunan bagi Kepala Daerah, 
Wakil Kepala Daerah, Pejabar Eselon Ill, Eselon IV, Star ASN, 

Non ASN dan Plhak lamnya. 
h. SPO dnn Surat Perintah Tllgas dibuat sesuai dcngan rormnr 

sebagnimann tereanrum dalam Lamplran surat Keputusan 
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sampai tempat tujuan keberangkatan clan kepulangan 

termasuk biaya perjalanan ke terminal 
bus/stasiun/bandara/pelabuhan kcberangkatan dan 

kepulangan; 
2) retribusi yang dipungut d1 terminal bus/stas,un/ 

bandara/Pclabuhan kcberangkatan dan kcpulangan: 

dan/atau 
3) bia) a layanan dan stjenisnya yang tidak dapat dihindari 

pada pengadaan dan pembayaran uket, Moda 
Trnnsportasi, dan pengmapan, diantaranya biaya penycdia 
layanan, biaya begasi dan biaya lainnya dalarn hat tidak 

termasuk dalnm harga tikct. 
d. Bm~-a transpor Pcrjalanan Dmas ..,bagaimana drmaksud pad a 

huruf c) tcrd1ri atas: 
1) B,nya transpor keberangluuon Dan kantor/rumah/tempat 

sah k«ludukan asal menuju tempat tujuan, dan 

21 Biayo toksi 
e. Bin ya transpor P,:rjalanan Dmas sebagaimana dimaksud 

pada huruf d) d1bayarkan one way atau oeknli Jalan dari 
atandar harp satuen yang terdapat dalam lnmpiran Vt 
Pcraturan Bupati uu, Jad1 untuk I (aatu) kali perjalanon dinns 
dibayurkan untuk keberongkatan dan dibayarkan lagi untuk 

kcpulangan. 
f. B1aya tak"i sebagaimana dtmaksud huruf di angka 2) 

merupakan biaya transpor untuk keberangkatan dan 

kcpu\angan dcngan kctcntuan sebagai berikui : 

I I Keberangkatw1 : 
(a) Dari kantor/rumah/tempat sah kcdudukan asal mcnuju 

termmal/bus/stasiun/bandara/pelabuhan 
kcberang)<atan tempat tujuan: clan 

!bl Dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan 
kcdatangan menuju ke kantor/pcng,napan tempat 

tujuan. 
21 Kcpulangan : 

(a) dari kantor/pengmapan Tempat Tujuan mcnuju terminal 
bus/otas,un/bandara/pe\abuhan unruk keberangkalml 

ke tempat kedudukan asal; dan 
(b) dari 1"""10al bus /stasiun/bandnra/pelabuhan 
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kedatangan menuju kantor/rumah/tempat kedudukan 
asal, 

f. biaya transpon dalam rangka mcnghadiri/mengikuti kegiatan 
insedentil dan keg,atan sebagaimana dimaksud angka l) 

huruf a), c) dan k) yang melewau betas adrrunistrasi ibu kora 
kabupaten dalarn .. ilayah admmistrasi kabupatcn/kota 
dibayarkan berdasarkan jarak tcmpuh dcngan besarun 
Rp2.800/km. 

g. Biaya transport pcrjalanan dinas dalam dacrah antar desa 

dalam kecamatan yang sama diberikan biaya transpor dengan 
ketenruan : 
l) J,kajarak tempuh kc lokasi tujuan s 11 km dibcrikan biaya 

transpon sebesar Rp40.000,· 
21 Jika jarak tcmpuh kc lokasi rujuan > 11 km diberikan biaya 

transport sebesar Rp60.000,· 
h. B1nya pengmapen sebagaimana dimakaud huruf •I angkn 3), 

dengan ketemuan • 
II) B1uy11 pengmapen mcrupakan biayayangdigunakan untuk 

mengmap : 
a. d1 hotel; otau 
b, ditCmP"t mcn(!ll\ap lamnya. 

12) Dalam hal pclalcsana perjalanan dinas tidak 

mcnggunakan/melampirkan bukb biaya pengmapan, 
maka : 
a) Pelaksona perjalanan dines dapat diberikan biayo 

penginapan sebesar 30% [tiga puluh perscn) dari tarif 
hotel ditcmpat IUJUan scbaga1mana ditetapkan dalam 
peraturan kcpala dacrah tentang standar satuan 

harga/lamptran surat kcputusan mi. 
b) Biaya pcngmapan sebagaunana dunaksud huruf a) 

tersebut dibayarkan lumpsum. 
,. Vang representasi sebagrumana dunaksud huruf al angka 4) 

dengnn ketentuan: 
11) Uang Reprcsentasi Pcrjalanan Dinas dapat diberikan 

kepada Kcpala Daerah, Wakil Kcpala Oaerah, Pimpinan 
OPRD, Anggeta DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya / 
Pcjabat Eselon I, dan Pcjabat Pimpinan Tinggi 
Pratama/Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan 
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Dinas Jabatan. 

(2) Uang representasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD 

disctarakan dengan Kepala Dacrah dan Wnkil Kepala 
Daerah. 

J· Sewn kendaraan dalam kota sebaga,mana dtmaksud huruf al 
angka 5) dengan ketenruan : 

(I) Khusus bupau/wakil bupati pejabat pimpinan tinggi 

madya dan pejabat yang diberikan kedudukan aiau hak 
kcuangan dan rasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi 
madya dan jabatan lrun setara eselon I dapat diberikan 
sewa kendaraan dalam kota. 

(2) Scwa kcndarann scbngaimana dimaksud pad a angka II) 
sudah termasuk biaya untuk pengcmud,, bahan bakar 
minyak dan paJak 

8. Komponcn bsaya Pel)alanan Dmas Jabatan sebagmmana 

dimaksud pada anR)c.o 7) dicantumkan pnda R,ncian Oiuyu 
Ptirjalannn Olnas scsuai dengnn format yang tercanturn podo 
L.omp,ran VI Peratumn Bupati mi. 

9. B1oyn Pel)alanan Dinos Jabatan dibenkan untuk 1'<,l)alanan 
Dinas Jabatan yang dilak"81lakan di dalam kabupaten dan yang 

d1luks.1natc.,n melewan batas admin,strasi kabuputcn 
scbagaimana dimaksud pada angl<a 21 huruf at don huruf b) 
dcngan ketemuan scbaga,mana tereantum dnlnm Lampiran 
Peraturan Bupau uu. 

10. Biayo Pcrjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 4 Icmpat] 
tingkat, yanu, 

a. TmR)c.ot A untuk Bupau. Wakil Bupati, Punpman DPRO, 

Pcjabat Pimpinan Tingg, Madya/Pc)8bat Eselon 1. dan Pcjabat 
lainnya yang setara, dengan fasilitas transpor scbngw benkut: 
(I) Pesawat Udara Kelas Bisrus; 

(2) Kapa! Laut Kelas VIP/Kclas IA; 
(3) Kereta Apa/Bus Kelas Eksckutif; dan 

(4, Mod.a transportasi lainnya sesuai kenyataan. 
b. Tingkat B untuk Anggota DPRO, PeJabat Pimpinan Tinggi 

Pratama/1'1,jabat Esclon U, dan Pejabat La,nnya yang setara, 
dengan Iasilitas transpor scbagai berikut; 
(I) Pesawat Udara Kelas Ekonomi; 
(2) Kapal Laut Kt,las 18; 
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(3) Ker-eta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan 

(4) Moda transportasi lainnya sesuai kenyataan. 
c. Tingkat C untuk Pejabat Administrator /Pejabat Eselon 

111/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejobat 
Pengawas/PNS Golongan Ill serta Pejabai Lain yang serara, 
dengan fasilitas transpor sebe,gai berikut: 
( l) Pesawat Udara Kelas Ekonomi; 

(2) Kapa! Laut Kelas IIA; 
(3) Kcreta Api/Bus Kelas Eksekutif; dan 
(4) Moda transportas, la,nnya sesuai kenyataan. 

d. Tingkat O untuk P"IS Golongan II, Golongan I, dan Pihak 

Loin yang setara, dengan fasilnas transpor a<:bagai berikut: 
( 1) Pesawat Udara Ke las Ekonom,; 

(2) Kapa! Laut J.:elas HB; 
(3) Kereta Ap1/Bus Keh,s Eksekuuf; dan 

(4) Moda transportosi lamnya sesua, kenyataan. 
1 l. Penyetnraan tingkat biaya P..rjalanan Oinas unruk Pihnk Lain 

yang melakulwn Perjalanan Oma• untuk kepenungan daerah 
d1tcntukan oleh Kq,ala Dacrah 8<'Sua, dengnn ungl<ut 

pend1d1kan/kepatutan/ tugas yanR bersangkutan. 
12. B,aya Pel)alanan Dmus ""bagatmana dimaksud pada ungka 7), 

dibenkan berdasark1tn ungkat biaya Perjalanan D,nas 
sebagaimana dimaksud pada angka 10). dcngan ketemuan 

sebu1;ru benlrut: 
(n) uang harian dibayarkan secara lumpsum dengan batas 

satuen harga tertinggi yang duetapkan dalam larnpiran 
peraturan kepala daerah: 

(bl biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil 
berdosarkan fasilitas transportas, sebaga,mana ditetapkan 
dalam lampiran peraturan kepala dacrah; 

(c) biaya taksi perjalanan dinas scsuai dengan biaya riil 

berdasarkan fasihtas transportasi sebagaimana ditetapkan 

dalarn lampiran peraturan kepala daerah: 
(d) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan 

berpedoman pada lampiran peraturan kepala daerah; 
(e) uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan 

merupakan batas tcrtinggi sebagaimana ditctapkan dalarn 
lampiran peratunin kepala daerah: 
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(q sewa kendaraan daJam kota dibayarkan sesuai dengan biaya 

riil dan berpedoman pada lampiran peraturan kepala 

daerah; 
(g) biaya pemctian jcnazah tcrmasuk yang berhubungan 

dcngan pengruktian/pcngurusanjcnazah dibayarkan sesuoi 

dengan biaya riiJ; dan 
(h) biaya anglcutan jenazah termasuk yang berhubungan 

dcngan pengruktian/pengurusanjenazah dibayarkan sesuai 
dengan biaya riiJ, 

13. Dalam hal biaya transponasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 12} hurur b} dan biaya taksi scbagaimana dimaksud 

pado angka 12} huruf e], melcbihi siandar biaya yang 

d1tetapkan dalam pernturan kepnla daerah. dapat 
dilaksanokan sepnnjang didukung dcngan bukti pengcluaran 
rul, 

14. Pcrjalanan D1nas Jabatan untuk mengrkuu rapat, seminar, 

dan SCJemsnya sebaga,mana dimaksud pada angko 1) huruf bi 
dilaksanokan denRan Pt:rjalanan Dinas Jabatan yang 

d11anggung oleh pamua pcnyclcnAA8f8 
15. Oalam hal biaya Pt:rjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti 

rapat, seminar, dan lt"jem•nya ..,bagwmana dimaksud p,1da 

ongka 14) tidal< d11anggung olch panitia penyclcnggora, biaya 

perjolanon dinas dimaksud dibebankan pnda DPA SKPD 

pelaksa.na SPO. 
Jo. Paniua penyelcnggara mcnyampaikan pemberitohuan 

mengcnai pembebanan biaya Pt:rjalanan Dines Jabatan 
sebagairnana dtmaksud pada ongl<a 14) dan angka 15) dalarn 
surat/undangan mengilruti rapat, seminar, dan sejcnisnya, 

17. Dalam hal Pt:r:,alanan Du,as Jabatan dilakukan secara 

bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat. seminar, 
dan sejen1snya sebagaimana dimaksud pada angka 14), 

sclurub pelaksana SPO dapat meng,nap pada 

hoteJ/pcngu,apan yang sama. 
18. Dalam baJ biaya pcnginapan pada hotel/penginapan yang 

sama sebagaimana climaksud pada angl<a 17) Jeb1h linggi dari 
satuan biaya hotcl/pcnginapan yang chtetapkan dalam 
Jampiran V1 Pt:raturan Kcpala Daerah tcntang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan chtn Bclanja Dacrah Tahun 
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2025, maka pelaksanaan SPD menggunakan kamar dengan 

biaya terendah pada hotel/pengmapan dimaksud. 
19. Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal 

laul/sungai unruk waktu paling singkat 24 (dua puluh ernpat] 
Jam. selama wakru uansponasi tersebut kepada pelaksana 
SPD hanya diberikan uang harian. 

20. Biaya Perjalanan Dmas Jabatan dibayarkan sebelurn 
Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan. Dalam ha! Perjalanan 

Dinas Jabatan harus segcra dilaksanakan biaya perjalanan 
dinas dimaksud dapat dibayarkan setclah perjalanan dmas 
selesai. 

21. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan mclcbihi 

iumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan udak 
disebabkan olch kesetahan/kelalaian Pelaksanaan SPD dnpat 
dibebankan tambahan uong hannn. biaya penginapan, uang 
repre~ntas1 Pt-rjalanan Danas, dan sewa kendaroan dulum 

koto. 
22. Dalam hal perjalanon dlnas antar daerah luar provmsi rnetalu: 

jalur danu, b1aya 1ransponas1 dlbayarkan berdasarkan jorok 
ternpuh sebesar Rp2.800/km dari daerah asal keberangkatan 
kc daeruh tuiuan yang d1tetapkan dalam 1ura1 perintah IUKU8 

(SPT1, 
23. rambahon uong harian. ~1•)& penginapan. uang representnsi 

Pe1Jalanan Dinas, dan sewa kendaraan dalam kola 
scbagaimana d1maksud pada angka 21) dapat dlminlakan 
kcpada PA/KPA untuk mcndapat perserujuan dcngan 

melwnpirkan dokumm berupa: 
(c) Surat kcterangan dari badan atau lcmbaga pemerinlah 

yang berwenang; 
[d] Surat ketcrangan kesalahan/kclalruan dan 

syahbandar/kcpala bandam/perusahaanjasa transportasi 

Jainnya: dan/ atau 
(c) Surat keterangan perpanJangan tugas dan pemberi t ugas. 

24. Berdasarkan dokumcn sebagaimana dimaksud pada angka 22) 
PA/ KPA membebankan bsaya tambahan uang harian, biaya 
pmgjnapan, uang representasi perjalanan dinas, dan sewa 
kcndaraan dalam kota pada DPA·SKPD bcrkcnaan. 

25. Tambahan uang ha.ti.an. biaya penginapan. uang perjalanan 
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30. Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelak•ann SPD 
puling cepat S (limaJ hari kclJB sebelum perjalenan dinas 
dilaksanakan Pada akhir tahun anggaran. pembayaran biaya 
perjalanan dinns menvcsuaikan dcngan ketentuan yang 
mengatur mengeruu Janglcah menghadapi aklur tahun 
anggaran pada Pemcrintah Daerah, 

31. P,,mbayamn biaya perjalanan dines chlalcukan melatu. 

mckurusme UP dan/atau mekurusmc LS. 
32. Pernbayaran biaya Perjalanan Oines dengan rnekanisme UP 

ddakukan deogan: 
(e) Non Tunai, dan/atau 
(bl Mclalw Kartu Kredit Pemerintah Oaerah 

33. Pembcnan uang muka kepada P,,Jaksana SPD dilakukan oleh 
bendahara peogeluamn/bendahara pengeluaran pembantu 
melalui PPTK berdasarkan pcrsetujuan PA/KPA sesuai 
ketentuan peraruran perund3ng-undangan. 

101. 

dmas, dan sewa kendaraan dalam kota scbagaima.na 
dimaksud pada engka 231 tidak dapal dipertimbangkan unruk 
hal sebagaimana dimaksud dalam angka JI huruf c) sampa, 
dengan huruf i). 

26. Oalarn haJ jumlah hari perjalanan lcurang dari jumlah hari 
yang ditetapkan dalam SPO, pelaksana SPD mengembalikan 
kelebihan uang harian, biaya pcngmapan, uang representasi 
perjalanan dinas, dan sewa kcndaraan dalam kota yang telah 

duerimanya kepada PA/KPA. 
27. Kotentuan pengambilen kelebihan uang harian, biaya 

penginapan, uang represeruasi, dan sewa kendaraan dalam 
kota sebegaimnnn dimaksud pada angka 271 tidak bcrlaku 
unruk ketentuan ..,baga1mana d1maksud datam angka IJ huruf 

kJ. 
28. Biuya Pe!Jalanan Ornas Jabatan sebagaimana dimaksud pada 

angka 91 huruf a) d,benkun untuk Perjalanan Dmas Jabau1n 
sebagaimana dimaksud angka 21 dengan keientuan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusar; mi. 
29. Rmcmn B,aya Perjalanan o,nas Jabatan untuk mengrkuti 

rapat, sermnar, dan seJen,snya sebagaimana d,maksud pada 
sngka II hurufbJ tcrcantumdalam Larnpiran Surat Kepuluaan 
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34. Pembayaran biaya Pel)alanan Dinas dengan mekanisme LS 
cblakulcan sebagai ketenruan berikut: 
l J Dilakukan melalui : 

a) perikatan dengan penyedia barang jasa; 
b) pelaksana SPD 

2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui 
penkatan dengan penyedia jasa meliputi: 
a) Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan rungsi yang melekat pada jabatan; 
b) Pel)alanan dinas jabatan dalam rangka rnengikuti 

rapat, seminar dan sejenisnya. 
31 Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat 

berupa penyekn1q1ara aeara, b1ro jasa perjalannn, 

~rusahaan jasa transpon:asi, perusahaan jasa 
perhotelan/ pen111napan. 

4) Pt,netapan penyedia barang JOSS d1lukukan sesuR1 
ketentuan peraturan perundang undangnn yang 

mengatur tentang pengadaan barang/jasa. 
5) Komponen buiya pc,rjalanan dmas yang dnpnt 

d1laksanakan denga.n pcrikatan rnelipuri biaya transport 
temw•uk peng.adaan/pembelil,n hket dan/alau biayu 
pengmapan. 

6) Kontrak/perjonJian dengan penyediajasa dapat dilakukan 
untuk l (satu) paket keg,atan dan untuk kebutuhan 

periode tertentu. 
7) Nilai satuan harga dalom kontrak/perjanjian 1idnk 

cbperkenankan meleb1h1 taro tiket resmi yang dikeluarkan 
olch pcrusahaan jaaa transpcrtasi atau tnrir 
pengmapon/hotel reseu yang dikeluarkan oleh penyediu 

jasa pengmapan/hotel. 
8) Pembayaran biaya Pcrjalanan Dinas kepada penyediajasa 

didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan 
oleh penyedia jasa sebagaunana diatur dalam 
kontrak/pel)anjian. 

9) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia 
jasa mengajukan tag1han kepada PA/KPA. 

10) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme 
LS dilakukan melalui transfer dari RKUD ke rekening 
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pihak penyedia jasa atau Pelaksana SPO. 
11) Oalam ha! biaya perjalanan dinas yang clibayarkan kepada 

Pelaksana SPO mclebihi biaya pcrjalanan dinas yang 
seharusnya clipcrtanggungjawabkan, kelebihan biaya 
perjalanan dtnas rersebut harus disetor ke RKUD. 

12) Penyetoran kelebihan biaya perjalanan dinas dilaporkan 

pada PA/l(PA dengan melampirkan surat tanda serer yang 
tclah divahdasi oleh bank. 

13) Pen)Ctoran kelebihan pcmbayaran dilakukan eesuai 
dcngan ketenruan pcraruran pcrundang-undangan. 

14) Oalam hal tcrjadi pcmbatalan pclaksanaan perjalanan 

dmas, biaya pcmbatalan dapat dibcbankan pada DPA 
SKPD berkenaan, 

151 Ookumcn yang harus dilamparkan dalam rangka 

pcmbcbnnan bU1yu pcmbatalan mehpuu: 

a) surar pernvatean pembaiatan tugas perjalonon dinus 
dan pcjab,u yang mcncrbitkan Surat Tugas, yong 
dibuat ~~uai format sebaga1mana tereantum dolarn 
Lamprrun surat Ktputusan mi; 

bl surat pcmyataan pcmbcbanan biaya pembaralun 

pc!Jillanan dlnas yang dibuat a,,auw format 
sebagaimana tcrcantum dolam Lamp,ron surnt 
Kcputuso.n ini 

<I pcmyataan/tanda bukt, besaran pcngcmbalion b1oyo 
tmnspor dan/atau b1aya pcnginapan dari perusahaan 
jasa transportasi dan/atau pcngtnapan yang disahkan 

olch PA/KPA. 
16. Biaya pcmbatalan yang dapat dibcbankan pada DPA· 

SKPD sebagai berikut: 
a) biaye pcmbatalan ttkct transportasr atau biaya 

pengmapan atau pengcluaran riil lainnya; atau 
b) scbagian atau seluruh biaya ltkct transportasi atau 

biaya pcngtnapan yang udak dapat dil<cmbahkan. 

35. Pcrtanggunjawaben Perjalanan Dinas 
a) Pclaksana SPD wajib mcmpcrtanggungjawabkan 

pelaksanaan pcrjalanan dinas kepada pcmberi rugas dan 
kepada PA/KPA. bcrupa laporan pelaksanaan pcrjalanan 
dinas dan dokumen pertanggungiawaban biaya perjalanan 



dinas. 
b) Dokumen laporan pelaksanaan perjalanan dinas 

sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada 
pemben tugas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 

Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan. 
c) Dokumen penanggungjawaban biaya perjalanan dinas 

sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kcpada 
PA/KPA paling lama S (limaJ hari kerja setelah Pcrjalanan 
Dinas Jabatan dilaksanakan. 

di Penanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan : 
11 Penanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas untuk 

Per:Jalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di Dalarn 
Negeri ball) PeJabat Negara, Pimprnan don Anggoto 
DPRD, AS~ dan Pihak Lain dcngan melampirkan 

dokumen berupa 

a. Surat Tugas yang sah dan peJabat yang berwennng: 
b, SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan 

peJabat d1 tempat pelaksanaan Perjalanan o,nas atau 
pihak terkau yang menjod, Tempat Tuiuon 
PerjaJanan Dinos: 

c. tikct pesawat, boarding pass. airport ta.x, retribusi, 

dan buku pembayarnn Mada Transponasi lamnyn; 
d, apabila mcngikuti seminar. bmtek, kursus, atau 

mcmenuh1 undongan rnaka dttambah dengan surat 
dari pihak penyelcnggara, kuuansi pembayaran 
opabila ada pembayaran kontribusi kc pihak 
penyclenggara; 

e, Dafiar Pengeluaran Riil sesuai dengan format yang 
tereanrum dalam Lampiran peraturan ini. 

f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan 

dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran 
lainnya yang dikcluarkan oleh badan usaha yang 

be~rak di bidangjasa penyewaan kenderean: 
g. bukti pembayaran hotel atau tcmpat rncnginap 

lrunnya;dan 
h. khusus Kctua dan Anggota DPRD melamptrkan 

pakta integritas; 
1. lapo.ran basil pelaksanaan Perjalanan Din.as dengan 
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melampirkan dolrumentasi/foto kegiatan dan/atau 
menunjukkan koordiruu lokasi secara elektronik. 

2J Dalam hat bukti pengcluaran transportasi dan/atau 
penginapan sebagaimana dimaksud pada angka IJ 
huruf cJ dan huruf t) ttdak dipereleh arau tidak tersedia 
dikarcnakan kondisi tertentu schingga bukti 
pengeluaran biaya transportasi dan/atau penginapan 
dimaksud tidak dapat diperoleh, penanggungjnwaban 
biaya Perjalanan Dinas menggunaknn Daftar 
Pengeluaran rill. Kond1s, tertenru wa Jib d1Jelasknn dalam 

laporan hasil perjalanan dinas. 
36.Pejabnt negara, pegnwai negeri, dan pegawai udak terap 

dllruang menenrna biaya perjalanan dinas jabatnn rangkap 

(duo kali atau kbih) untuk pcrjalanan dinas yang dilakukan 
dalarn waktu yang samn. 

37.Dalnm hul pclaksanaan kegiatan d1kla1/b1mb1ngan 
teknis/rcsc,s/kunJungnn kerja/studi banding Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang membutuhknn tenuga 
pcndamp,ng dan pcg,,.wai sekretariat DPRD ogor 

mrmpe:rtimbangkan asas manfaat, kepatutan, kewajaran, 
.,r.s,en, efck11v11as kcg,at .. n. 

U. Pakct Kcgiatan Ra pot atau Pcncmuan diluar Kantor 
I. Satuan binyn dalam perencanaan kcbutuhan b1nyn kegiatnn rnpnt 

atau pertemuan yang disetenggarakan di luar kantor dalam rangka 

pcnyclesaian pckerjaan yang pcrlu dilnkukan secara intensif don 
bersifat koordinaulyang paling 8"dilo1 mehbatkan pcserta dari luar 
satuan kerja perangkat daerah a tau masyaraka t 

2. Rapa! atau Penemuan d1 luar kantor terdiri dari ; 

a. Paket fullboard. 
b. Pake! fullday; 
c. Paker holfday; atau 

d. Pak et resrdenre. 
3. Paket Jul/board ..,~ dimaksud pada ayat (21 huruf a adalah 

paket keg,atan rapat alau pertemuan y-ang dilal<sanakan di luar kantor 
sehari penuh dan mcnginap, tcrdiri dari : 
a. Akomodasi 1 (satuJ malam; 
b. Makan 3 (tiga) kali; 
c. Kudapan (snaclc) 2 (dua) kali; dan 
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d. Ruang pertemuan dan fasilitasnya. 
4. Peket fullday sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor 
minimal 8 (delapan) jam tanpa mcnginap, terdiri dari : 
a. Makan I (satu) kali; 
b. Kudapan (snack) 2 (dua) kali; dan 
c, Ruang pertemuan clan ras,litasnya. 

5. Peket halfday sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 
paket kegiatan rapat a tau pcnemuan yang dilaksanakan di luar kantor 
m,n,mal 5 (hma) Jam tanpa mengmap, terdiri dari : 
a. Makan l (saru) kali; 
b. Kudapan (snack) I (satu) kali; dan 

c. Ruang pertemuan dan fasilitasnya. 
6. Peket res1denoe sebega,mana d,maksud pada ayat (21 hurur d adalah 

paket kcgiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor 
minimal 12 (dua belas)Jam tanpa menginap, terdiri dan : 
d. Mokan 2 (dual kah; 

e. Kudapon (snack) 3 (liga) kali; dan 
r. Ruang pcnemuan clan ras1b1asnya. 

7, Rapat atau pcrtcmuan mclaJui pa.kct fullboard sebaga,mana dimaksud 

P.tsal 25 ayal (21 hurur a, diberikan kcpada : 
a. Pejobut eselon II otau yang d1setarakan ke ata1 diberikun akomodos, 

1 (salul kamar untuk 1 (satu) orang; dan 
b. Pejabat eselon Ill kc bawah d1berikan akomodasi 1 (satu) kamar 

untuk 2 (dua) orang. 
8. Dalam mngka cnsacnsi nnggara.n untuk kcgiaton raper, pcngguno 

anggarnn atau kuasa pengguna onggaran agar selektif dalam 
metaksanakan rapat atau pertcmuan di luar kantor {fullboard, 
fullday. ho.lfday, don residettoe/ dan mcngutama.ka.n pcnggunaa.n 
fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan 

prinsap pengetolaan kcuangan daerah yaitu tertib, tnnt pada 
peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, 
efektif. transparan. dan bt-rt.anggungjawab dengan 

mempcrhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
9. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempcrsiapkan 

pcla.k"8na.a.n kegiatari da.n pcnyclcsaian pcrtanggungjawaban dan 
peserta yang memerlukan wakru tambahan untuk bcrangkat atau 
puJang di Juar waktu pelaksanaan kcgiatan. dapat dialokasikan 
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biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai 

ketentuan yang berlalru, untuk I (saru) hari sebelum dan/ atau 1 
(saru) hari sesudah pelaksanaan kegiaran. 

V. Belanja sewa tanah/bangunan 
I. Tanda Sukti Pcngcluaran Kas; 

2. Surat pcrjanjian bermeterai; 

3. Surat pcmyataan bahwa tanah/bangunan benar-benar milik yang 
mcnycwakan; 

4. Serita acara kcsepakatan harga sewa: 
5. Fotocopy scnifikat/lcttcr C; 
6. Kuitansi pcmbayaran dcngan meterai yang berlaku; 
7. Surat Setoran Pajak dcngan pcngbitungan pajak sesuai ketentuan 

pcraturan perpejakan ~11ng berlaku. 

W. Bclanja pcmbcbasan/ ganll rugj tanah 
I. Tando Sukti Pcngcluaran Kas; 

2. Kuitansi pcmbayaran dengan meterar yang berlaku; 

3. Proposal dori SKPO; 

4. Status 1anah/ Fotocopy scn,fikat/Letcr C dcsa: 
5. Horga dasar tanah dcngan mcnggunakan appraisal/ Peni101 

lndependen; 

6. SPPT PBB dan pelunasan PBB; 
7. Senta ncara pcnctopan ho.rga yang disetUJui oleh Pemermtah 

Kabupaten Kolaka Timur dan Pcmilik tanah; 

8. Pclcpasan hak/ Akta JUal bell, 
X. Scwa Kendaraan 

Sewn kendnraan dilaksanakan dengan knteria : 

nl Sewa kendaraan pclaksanaan kegiatan mscdcntil 
Saluan b,aya scwa kcndaraan pclaksanaan kegiatan insedentit 
merupakan satuan b,aya yang digunakan untuk kcbutuhan biaya sewa 

kendaraan rode. 4 (cmpat), rod.a 6 (cnaml/bus sedang, don roda 6 [enarn] 

bus bcsar untuk kcgiatan yang bersifat insidcntil (1idak bersifat rerus 
rnenerus]. Satuan biaya uu diperuntukkan bag, : 

II Supati/wakil bupati. pcjabat pimpinan tinggi madva dan pcjabat 
yang diberikan kc<ludukan atau hak keuangan dan rasilitas 
seungkat pcjabat punp,nan t1nggi madya dan jabatan lain setara 
e!';CIOn I; dan 
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r - - Parat Koordinua J 
r-o,Nama Jab:itan TPMaf 

l. 

XII. PENGGUNAAN BEA METERAI DAI.All PERTANGGUNOJAWABAN (BPJ) 

A. Bea Mctcral Rp!0.000,00 (acpuluh ribu rupiah) dikcnakan atas dokumcn 
yang mcnyatakan jumlah uung atau menyebuikan penerimaan uang 
dengan nihli nomina! lebih clan RpS.000.000,00 (hma JUta rupiah). 

B. Dokumen pencnmaon uang dcngon niloi nominal sampar dcngan 
RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak d1kenakan bca rneterai 

5) Besarannya uang lembur clan uang ma.kan lembur bagi Pegawai negeri 
sipil (PNS)/ non pegawai negeri sipil yang menjalankan Jembur 
ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Bupati. 

M. Belanja BOS APBD 

Dokumen kelengkapan SPJ sesuai dengan kctentuan dokumen 
kelengkapan SPJ pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan : 
I. Tanda Bukti Pengeluaran Kas; 

2. Kuitansi bermeterai ditandatangani penerimaj'Kepala Sekolah; 

3. Rckapitulasi realisasi penggunaan bclanja BOS yang ditanda tangani 
Kepala Sekolah; 

4 Surat Pemyataan bermeterai dari Kepala Sekolah bahwa bclanja BOS 
sudah didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap 

sesua. dengan reah!\881 P4'nggunaan bclanja BOS. 
5. Bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh sekolah 

selaku obyek pemeriksaan. 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR 32 TAHUN 2024 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

I. PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengaturan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan

Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

B. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah

C. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan

penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

D. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam

tahun anggaran berjalan untuk:

1. menutupi defisit anggaran;

2. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia

anggarannya;

3. membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

4. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya

kebijakan Pemerintah;

6. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia

anggarannya;dan/atau

7. mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan,

yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian

pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

II. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengaturan Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebagai

berikut:



A. Terhadap penerimaan Pembiayaan, Kuasa BUD akan mclakukan 
pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan 
Pengcluaran (BKPP) pada sisi penerimaan. 

B. Terhadap pencrimaan yang tetah mcndapat pengcsahan BUD, Kuasa BUD 

mencatat penerimaan pembiayaan di Suku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sis, penerimaaan 

C. Pemindahbukuan dari rckening Dana Cadangan ke Rekcn,ng Kas Umum 
Dacrah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan 

sesuai peruntukannya. 
D. Pcmindahbukuan dari rekenmg Dana Cadangan kc Rckcnmg Kas Umum 

Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan 
bcrdasarkan Peraturan Dacmh trntang pembcntukan Dana Cadangon 

yang bersangkutan mcncukup,. 
E. Pemindahbukuan paling unggi sciumlah pagu Dana Cadangan yang akan 

d,gunakan sesuar perunrukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuat 
dengan yung ditctapkan dengan P..mtumn Daerah tentang pembentukan 

Dann Codangan. 
F' Pemindahbukuan dan rekerung Dana Cadangan kc Rekemng Kos Umum 

Docroh dilukukan dcngan surat penntah pemmdahbukuan olch Kuosa 

BUD 111ao persctuJuan PPKD. 
C. Bcndahara Pc,ngeluaran melakukan pencatatan atas pemmdahbukuan 

dari rekening Dana Cadangan kc RKUD mcnggunakan Buku Kas 

Pcncrimoon dan Pengeluoran Pembiayaan (BKPP). 
H. Pcncrimaan kas atas Pc,ncrimaan Kcmbah Pcmbenan Pinjaman Dacroh 

melalui RKUD. 
I. Pcmbukuan pe:mbcrian pinjaman dan pcncrimaan kas alas Pcnerimaan 

Kcmbah Pembenan PinJaman Daerab menggunakan Buku Kas Penerimaan 
dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat olch Kuasa BUD uruuk 

pembenan p1nJaman pada s1S1 pengeluaran dan penerimaan kas atas 
Penerunaan Kcmbali Pemberian Pinjaman Daerah pada s1S1 penertmaan. 

J. Pinjaman Daerah mcrupakan semua transaksi yang mcngakibatkan 

daerah menerima sejumtah uang atau menenma manfaat yang bemilai 
uang dari pihak !run sehingga daerah terscbut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali, yang bersumbcr dari: 
I. pemerintah pusat: 
2. pemerintah dacrab lain; 
3. lembaga kcuangan bank; 
4. lcmbaga keuangan bukan bank; dan 

• 105· 



Ill. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYM1' 
Pengaturon Penatausahoan Pengeluaran Pembiayaan Oaerah adalah sebagn. 

berikut: 
A. Pengalok.osian anggaron untuk pembentukan Dana Codongon dolom 

tahun anAAO,ran berkenaan sesuar dengan JUmlah yang duetupkan dalam 
Peraturan Dacrah tcntang pembenrukan Dana Cadangan. 

B Alok11si onggoron dipindahbukukan dari Rekemng Kas Umum Ooeroh ke 
rekernng Dano Cadangan. 

C. Pemindahbukuan dtlakukan denpn surat perintah Kuasa BUD atos 

persetujuan PPKD. 
0. Oalom mngka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan. Kuosa BUD 

bcrkcwajiban untuk: 
I. meneliu kelengkapan penntah pembayamn yang diterbukan oleh 

kepala SKPKO; 

2. menguj. kebenaran perhirungan pengeluaran Pemb,ayoan yang 
tcrcantum dalom penntah pembayamn: 

3. mcnguji kctcrscdiaan dona yang bersangkutan; dan 

4. mcnolak pencairan dana, apabila penntah pembayamn atas 
pengeluaran Pemb,ayaan tidak mcmenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

E. Terhadap pengeluaran Pembiayaan. Kuasa BUD akan melakukan 
pencatatan atas pengeluaran pernbiayaan pada Buku Kas Penenmaan dan 
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran. 

5. masyarakat. 
K. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah 

pusat dilaksanakan melalui: 
I. pembayaran langsung; 
2. rekening khusus; 

3. pemindahbukuan ke RI...-UD; 
4. terter or credit; dan 
5. pembiayaan pendahuluan. 

L. Pernbukuan penerimaan kas atas Pinjaman Dacrah mcnggunakan Buku 

Kns Penerimaan dan Pengeluaran Pcmbiayaan dan dieatat oleh Kuasa BUD 
pada sisi penerimaan. 

M. Penatausahaan Pcncrimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 

serta pcnggunoan dan ~nya11an dokumen yang dilakukan secarn 
elcktronik 
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F. Terhadap pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD 
mencatat pengeluaran pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan 
Pengeluaran (Bl-.'PP) pada sisi pengeluaran. 

G. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran 
pcmbayaran bunga dan pokok utang serta menghmdari denda danj'atau 

sanksi sesuai dcngan perjanjian pinjaman. 
H. Dana cadangan unruk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri 

untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditctapkan Bupati dalam 
benruk deposuo dan/au1u mvestasi jangka pendck lainnya yang berisiko 

rcndah. 
I. Dalam hal tcrdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana 

Cadongan Pemerintah Daernh mcngalcui dan mcncatat Bunga Dana 
Cadengan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah. 

J. Bungn Dana Cadangnn dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 
Pemenntah Daerah melaksanakan Sub Kcgiatan doJam mcncapru 
indilrntor capaian sasaran yang telah ditetapkan, 

K. Penggunaan Dana Cadongan hanya untuk melaksanakan saru sub 
kcgmtnn bcrdosarkan ind1kator clan target a,pa,an snsaran )'Ong telah 
duetupkan. 

L. Pcnyertaan modal Pcmerintah Daerah pada badan usaha milik 

negara/daeruh dan/otau badan usaha lainnya ditetapkan dengan 
pcraturan daerah ten tang penyertaan modal. 

M. Pcnyertaan modal dncrnh dolam bcntuk uang mcrupokan bcntuk invcstasl 
Pcmcnntah Dacrah pada Badon Usahadcngan mcndapat hak kepernihkan. 

N. Pcnycrtaan modal Pcmcrintah Dacrnh atas barang m11ik daerah 
mcrupakan pengalihan kcpemilikan barang milik dacrah yang scmula 
merupakan kckayaan yang udak dipisahkan mcnjadi kekayaun yang 

dipisahkan unruk diperhitungkan aebagai modaJ/saham dacrah pada 
badan usaha mibk negara, bedan usaha milik daerah, atau badan hukum 
lrunnya yang dim1W<i negara. 

O. Pcmindahbulcuan etas penycrtaan modal dacrah dalem bcntuk uang 

dilakukan oleb Kuasa BUD dengan bcrdasarkan dokumen antara lain: 
l. Pcmturan Daerah tentang penyertaan modal; d.an 
2. Bukti transfer atas penyenaan modal dari RKUD. 

P. Pembukuan atas permndahbukuan dan pemmdahtanganan alas 
penyenaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan. 
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Paraf KoordinaSt 

No I Na.ma J•batan Pataf 

I 

2 ~WW 
3. IO().~ 

~ 

Q. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih 
setetah dikurangi biaya pclaksanaan penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 

R. Dolcumen yang digunakan dalam basil pcnjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan antara lain: 
I. Peraturan Dacrah tcntang hasil penjualan kckayaan daerah yang 

dipisahkan; 
2. Bukti hasil pcnjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
3. Nola kredu atas pcmindahbulcuan kc RKUD. 

S. Pembukuan etas Pcmmdahbulcuan hasil penjualan kckayaan daerah yang 
dipisahkan dilalcukan olch Kuasa BUD mcnggunokan Bulcu Penerimaan 
dan Pengeluaran Pembiayoan. 

T. Pembcrian Plniaman Daerah dapat d1lalcukan opabtla APBD d,perkirakan 
surplus. 

U. Pengaloknsian nnggaron untuk Pembcrian Plnjamon Daerah dalam tahun 
anggaran bcrkcnaan sesuai denR11n jumlah yang ductopkan dolam 
Peraturan Darrah tentang APBD dengan mcngacu pada perjanjian 
pembenan pmJaman/pemb.,nan utang. 

V Pengalokos,on &nf!8lU811 untuk pembayeren pokok utongyangJotuh tempo 
dalam tahun anggarnn bcrkenaan sesuai dengan jurnlah yang dlterapkan 
dalam Penuumn Daerah tcntang APBD dcngan mengacu pada J>"l)anJian 
utnng/obligasi dnerah. 

W. Pcmbayaron pokok utang yang jatuh tempo dilalcukan pembebanan 
melnlu, R1'UD. 

X. Pembulcuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang Jatuh 
tempo mcnggunakan Bulcu Kas Pencrimaan dan Pengcluaran Pembiayaan 
dan dicetat olch 1'ua ... BUD pada s,s, pcngcluaran. 

Y. Penatausahaan Pcngeluaran Pe:mbi.ayaa.n mcmuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan pcnyajian dolcumen yang dtlalcukan secara 
elektronik. 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 

NOMOR 32 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM 

I. HONORARIUM

NO U R A I A N SATUAN BESARAN 

1 2 3 4 

1.1 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

(PPKD) I PENGGUNA ANGGARAN (PA) I 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) 

a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta OB Rp. 1.040.000 

b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. OB Rp. 1.250.000 

250 juta

C. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. OB Rp. 1.450.000 

500 juta

d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/ d Rp. OB Rp. 1.660.000 

1 Miliar

e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. OB Rp. 1.970.000 

2,5 Miliar

f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s/d Rp. OB Rp. 2.280.000

5 Miliar

g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s/d Rp. OB Rp. 2.590.000

10 Miliar

h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s/d Rp. OB Rp. 3.010.000

25 Miliar

i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s/d Rp. OB Rp. 3.420.000

50 Miliar

j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s/ d Rp. OB Rp. 3.840.000

75 Miliar

k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. OB Rp. 4.250.000

100 Miliar

1. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s/d Rp. OB Rp. 4.770.000

250 Miliar

m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s/ d Rp. OB Rp. 5.290.000

500 Miliar

n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s/d Rp. OB Rp. 5.810.000

750 Miliar



• s 

B&SARAH SATUAJII URA I AN HO 

J. Nila, pagu dann di OU\8 Rp. 50 M1lmr s/d Rp. OB 
R~J.720-~ l 75 M1har 

i--- k, Ndru pagu dana di nrna Rp. 75 Mrhar o/d Rp. OB Rp. 4.130.000 

~ 

100 Millar 

• 
1 

I. NtlA1 paiu dana da atna Rp. l 00 M11iar a/d Rp. OB Rp 4 630.000 
250 Mdu1r 

p p pogu 
SO M11iar 

NO URAIAN 8ATUAH BESA.RAif 
. , .I ' 

1.3 PEJABAT P&LAKSA!fA T&KNIS K&GIATAH 
(PPTKJ 
a. Ndru pagu dana sampru dengan Rp. I 00 Juto OB Rp. I 010.000 

t- ---- 
b. Nilru ~ dana di ataa Rp. 100 JUta a/d Rp~ OB Rp. I JI0.000 

~ 

250JU!a 
I 

I c. Nil& pagu dana d1 ataa Rp. 250 Juta o/d Rp. OB Rp 1.410.000 
SOOjuta 

+ - 
' d. Nilai pagu dana d, arao Rp. 500 Juta 1/d Rp. OB Rp I 610.000 

I Millar 
+ - -- c. Nita1 pagu dana d1 at8..$ Rp. I \tl!Ulr o/d Rp. OB Rp I 910.000 

2,5 M1har 

t. Ndru pogu dana d1 0101 Rp. 2.5 Millar o/d Rp. OB Rp 
22~0~ I 5 M1har 

--- - - - - - g. Ndai pagu dona di mas Rp. 5 Mahar 1/d Rp. OB Rp 2.520.000 
10 M1bnr 

- h. NJ!ai pogu dnno dt uws Rp. 10 Md1ar s/d Rp. OB Rp 2.920.000 
25 M1liur 

- ... 1 I. Ntlru dana d1 ntns R . 25 M,liar a/d R . OB Rp 3.320.000 

1.2.l . KUASA B&NDAHARA UMUM l>AERAH (KBUI>) 

Mp. f> .130 000 

Rp 3.-000 

OB 
OB 

BEIII>AHARA UMUM l>AERAH (BUI>) 1.2 
' , I 

, 
8£8ARAlf SATUAlf URAIAJII NO 

o. J111lai pogu dnna di atas Rp. 750 M11iar s/d Rp. OB 
I Tliliun 

J 

Bl!SARAH 
, 

• • 
--- Rp 6330.000 

SATUAH URAIAJII JIIO 
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NO URAlAfl SATUAR SESARAH 

I 1 • 
~ I.5 811:lfDAHARA PEPIOELUARAl'I ATAU 

.,._ 
BENDAHARA PEl'IERJIIAAR 

- 

a N,lru pagu danasampa, dengan Rp. 100Juta 
I 

OB Rp . 340.000 

b. Nilru pagu dona d, atas Rp 100 JUta a/d Rp. J OB Rp 420.000 
250 JUUi 

c. Nilai pagu dana dJ atas Rp. 250 JUta o/d Rp. OB Rp. 500.000 
SOOjuta 

d. N,Jru P8.'!U dana dJ alas Rp. 500 JUla s/d Rp. OB Rp. 570.000 
I Mlliar 

e. Ndai pagu dana di ataa Rp. I Miliar s/d Rp. OB Rp. 670.000 
2,5 Miliar 

t. Nilai pagu dana dJ atas Rp. 2.5 Millar s/d I OB Rp. 770.000 
Rp. 5 M1liar 

I.4 PEJABAT PE!fATAUSAHAAJI KEUARGA!f 
SATUAR KER.IA PERAl'IGKAT DAERAH (PPK 
SKPDJ - n. Nilai pagu dana sampa, dengan Rp. JOO juta OB Rp 400.000 

b. Ntlai pagu dana di atas Rp. 100 JUla s/d Rp. OB I Rp. 480.000 
250juta 

c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. OB Rp. 570.000 
500juta 

d. Nilru pagu dana d1 atas Rp. 500 JUla s/d Rp. OB Rp. 660.000 
1 M1har 

e. Nilai pagu dana dJ atas Rp I Millar s/d Rp OB Rp. 770.000 
2,5 Mahar 

- -- - - r Ndru pagu dnna dJ 01as Rp 2.5 Miliar a/d OB Rp. 880.000 
Rp. 5 Mahar 

s Ntlru pngu dona di atas Rp. 5 Mtliar s/d Rp. OB Rp. <)<l().000 
10 M1har 

h. Ntlai pagu dnna di atas Rp. 10 M,llar a/d Rp. OB Rp. I 2:.0.000 
25 M1har I I 

I. Ntlru pagu dana dJ •••• Rp. 25 M1bar s/d Rp I OB Rp. 1.520 000 ' 
SO M1har I 

), Nilai pagu dnna di•••• Rp. 50 M,har 1/d Rp. OB Rp 1.780.000 
75 Mahar 

k. Ntlru pagu danadJ a101 Rp. 75 Mil,ar s/d Rp OB Rp 2.040000 
100 M,har 

I. Nilru pagu dana dJ etas Rp, 100 M1bar s/d I OB Rp. 2.440.000 
Rp. 250 Mahar 
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- NO URAIAII SATVAN BESARAN 

I ' • --- 1.6 BEIIDAHARA PEIIOELUARAN PEIIIIAIITU 
ATAU BEIIDAHARA PEIIERDIAAJI PEIIIBANTV ... n N1la1 pagu dana a.,mpai dm""" Rp. 1001uta OB Rp. 260000 

b. NdUI pagu dona di ataa Rp. IOOJUtO 1/d Rp . OB R1>. 310.000 
250 JUl8 . 

c. Ndru pagu dona dJ a1a1 Rp. 250 Jut• 1/d Rp . OB Rp. 370.000 
500Juta 

d Ndai pagu don~ dJ otu Rp. 500 Juta 1/d Rp. OB Rp. 430.U<K) 
I M1luu 

•• Ndai pngu dMa d, 8tal Rp. I M,liar a/d Rp. I OB Rp 500.000 
2,5 M1h,1t 

r. Ntlai pagu dana dJ atas Rp. 2.5 Miliar •Id I OB Rp. 570.000 
Rp. 5 ~Woar 

8 Nilai paiiu dana dJ atao Rp. 5 Miliar •Id Rp. OB Rp. 040 000 
10 Millar 

h. Nola, pagu danadJ atas Rp. 10 Mtl,ar a/d Rp. OB Rp. 1110.000 
'25 Mthar 

i. Nilai pagu dana dJ •••• Rp. 25 Mu,ar s/d Rp. OB Rp 9l!O.OOO 
50 M1liar 

J, Nila, P"8U danadi atas Rp. SO Millar s/d Rp OB I Rp. 1.150.000 
75 Mahar 

k. Nila, pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s/d Rp. OB Rp. 1.330.000 
100 Mahar 

I Nilai pagu dana di etas. Rp. 100 Mili.ar a/d OB Rp. 1.&110.000 
Rp. 250 Miliar I 

. 

g. Ndai pagu dana dJ atas Rp. 5 .~tlhar s/d Rp. , OB Rp. 860.000 
10 Miliar 

h. Nilai pagu dana dJ atas Rp. 10 Millar s/d Rp. OB Rp. I.Q<l0.000 
'25 Mdiar 

I Nilai pagu dana di ataa Rp. 25 Miliar s/d Rp. I OB I Rp 
1.320 000 

50 M1har 

J, Nllai pagu dana dJ atas Rp. SO Millar s/d Rp. OB Rp l.&50.000 
75 Mohar 

k Nilai pagu dana dJ atas Rp. 75 Miliar a/d Rp . 
. 

I OB Rp I 780.000 
100 Mthat 

I Nilru pagu dana d1 ata1 Rp. 100 Moliar •/d I OB Rp 2.120.000 
Rp. 250 M,har 

~ . 
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NO URA IAN SATUAII BESARAII 

I 2 • • 
• 1.9 Honorarium Konverai Apll.ka.al cl.an Admba 

a. Koordmator Admin l'l:ogdola Kcuangan OB Rp. J.750.000 

NO URAIAN SATUAII I BESARAN 

I , • ' I • 
1-- - f- T 1.8 HONORARIOII ADKIII GJUI SKPD 

I 
- - • Niia, pngu Cl'Jo d1 atas Rp 100 JUie 1/d Rp. OB Rp 200.000 

250)UUl 

b Nolal pagu Gajo d1 atao Rp. 250 JUUl a/d Rp. OB Rp 300.000 
500JUta 

- c. Nilru pagu GaJo do ataa Rp 500 JUta 1/d Rp I OB Rp. 400.000 
I Mtbar 

d Ndru pagu G8Jo di ""'' Rp. I Mohar a/d Rp OB Rp 500.000 
2.5 Mohar . c. Nila, pagu GOJI di atu Rp. 2.5 Millar 1/d Rp OB Rp. 550.000 
5 Miloar 

t Nilai pagu GaJi di aUls Rp. 5 Mohar a/d Rp OB Rp. 600.000 
10 Miliar 

g. NUtu pagu GaJi do atas Rp 10 Millar s/d Rp OB l!p. C>S0.000 
25 Mohar 

h Nila, pagu GaJo di atas Rp. 25 Millar s/d Rp. OB Rp, 700.000 
50 Mohar 

i Nilo.i pagu Gaji di atu Rp. 50 Millar a/d > Rp. I OB Rp. 750.000 
75 Mtliar 

- d ~ngurua BMD SKPO 

--;,-Pembantu Pfflgurus BMD (Khuws Rag,an 
~da. Oma.s Pendid1kan dan Kebudayaan. 
Di.nos ~knja.an Umum dan Outa.t 
Kesebatan] 

c. Admin BMO 

a. Penanggung Jawab BMD 

b, Koordinotor BMD 

-- --- 
OB Rp. 4.000.000 

OB Rp. 3.000.000 

OB Rp. 2.000.000 

OB Rp. l.500.000 
- 
OB Rp. I 000.000 

HOIIORARIOII PEIIGllLOLA BARAIIG K1LIK 
DAERAH 

1.7 - , . l 

BESARAII NO URA I A II 4 SATUAII 

• 
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(pakar, praktisi, atau pemblCQ.ra khu,u.s) dapet mek-bihi be5aran standar honor narasumber. 

NO ORAIAN 8ATUA1' BE8ARAN 

I 2 J • 
'I.13 Honorarium N'a.raaumber, Moden.tor atau 

Pembawa Acaza Profulou.l 
a. Honomnum Narasumber OJ Rp J.700.000 

b. Rp 1.000000 
. 

Honorarium Moderator OK 

Honorarium Pcmba"o Ac-&a Pro£C$100al OK Rp.750.000-. ·- o. 
CotatQ:tt : Pemberian honorarium jasa narasumbeT .. modentor, atau pe:mbe•-a aca.ra prcfesicnal 

NO ORAIAN I 8ATUAN I BBSARAN 
...... 

' J J • -~-- - OK- ~ Rp 700.000 1.11 HONORARIUM MODERATOR 

1.12 HONORARIUM PEMBAWA ACARA OK . Rp •00.000 

NO ORAIAN 8ATUAN BE8ARAN 
I- I J ~ ' ~ 

1.10 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN OB RpbS0.000,00 
BARANO/JABA 

TUNJANOAN PERBAIKAN PENOHA811.Aff I 
KHV8U8 Kl!LOMPOK KERJA tllCPBJ 

n KttUA I OB RpK 000.000,00 

b. AnggOUl OB Rp7 000.000,00 

HONORARIUM PERAlfOK.AT UNIT Kl!RJA + 
Pl:NOADAAN BARANG/JA8A (UKPBJ) 

a Kepala I OB Rpl 000.000,00 

b. Sektttant/StoJ Pendukung I OB Rp750.000,UO 

I b. Admm SIM Gaji Taspen Terpusat OB Rp. 2.500.000 

c. Ad.nun SIKD OB Rp. 1.250.000 

d. Admm SJPO Akuntansi dan ~ OB Rp. 2.500.000 
SKPKD 

Admm SIPD Penatausahaan Sl<.--PKD 
----- --- •• OB Rp. 2500000 

r. Admm SJPD Pttencannan SKPKD + OB Rp. 2.500.000 

g. Ad.mm Aphkas, E-S1sfo, E-~fonitonng. dan fr. OB Rp. 1.500.000 
Pelaporan Kcmcntna.n/Putat 

h. Adm,n OM SPAM DAK·DANA DESA PEMDA ' OB Rp. 1.500.000 
I 

I Admm1strntor Database Kepcndudukan OB Rp. 500.000 
~'-- 
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(2) Penjelasan mengenai klasdikas1 pengaturan jnmlah honorarium yang diterima 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11, adalah sebagai berikut : 

-, 
Klaalfikaal 

No Jabatan 
I n m 

I 

I Pejabat Eselon l dan Eselon II 2 3 4 

2 Pejabat Eselon rn 3 4 5 - I- 

3 Pejabat Eselon IV, pelaksana. dan 
peiabat fungsronal 5 6 7 ~--- 

Ptn;<lnoan • 
(I) Tim yang keanggotaannya berasat dan hntas satuan kel)B perangkat daerah, 

pengaturan baiasan jumlah tim yang dapat dibcrikan honorarium bngi pcjnbnt 
eselon I, pejabat eselon II, p,,jabat eseion W. P<')Bbat eselon IV, pelaksana, dan 

pcjabat fung•1onal pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat 
dlbcnkan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 

NO URAIAN SA11JA1f BESARAif 

I • • • 
1.14 Honorarium Tim Pel•kaane Kept.an 1 

' Yang clltetaplraA oleh Kepela Daerah 

•• Pengarah OB Rp l.500.000 - b. Wakil Pengarnh OB Rp. 1.350.000 
>- - - +- +-Rp i c. Pcnanggung Jawab OB I 250.000 

d xerue OB Rp. 1.000.000 I . 
•• Wnkil Ketua • OB Rp 850.000 ' 

• -t-e-- - +-Rp . • ( ~kret.ons OB 750.000 .. OB •Rp 750000 1 g Anggora 
Yan1 clltetaplran oleh Sekretario Daerah 

: IK:_7~~- -- • Ptngaroh OB 
- - b. Waktl Pengnrah OB Rp. 725.000 

. - - - - ·~ c. Penonggung Jaw ab OB Rp 700.00U 

d Kttun OB Rp. "50.000 
~ 

•• Wakil K<IU& OB Kp. hOO.OOU ... - +- 500.000 t. Sekr~t1\nl OB Rp. 

g Anggota OB Rp. 500.000 

modemtor. atau pemb&"'B Mtl.t8 ~blp.imana diatur daJatn di at.a,, sepanjang didukung dengan 
bukti pcngcluaran rti.l (pemb~yaan secara at cm1J. 
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J) Sekretarial um pclaksana kegiatan hanya dapat dibcntuk untuk 
menunjang um pela.ksana kcgiatan yang ditetapkan oleh sekretaris 
daereh. 

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur scbagai bcrikut : 

- - NO URAIAN SATUAN SES ARAN 
r+r > , ·' • - Seluetarlat 

~ • 1.15 Honorarium Tim PelakMU 
Keala tan 

Yan1 dltetapllan oleb Seluetarla Do.enh 
f-- 

Kctua/Wakil Kctua OB Rp. 250.000 a 

b. Anggota OB Rp. 220.000 • 

(3) Klasifikasi l dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota 
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan terttnggi 
lcbih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per 

bulan. 
(41 Klasifikasi II dengan kriteria pemenntah dacrah provinsi, kabupaten, atau kota 

yang telah mernberikan tambahan penghasUan pada kc\as jabatan tcrtmggi 
lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00( mam jutarupiahJ per bulan dan 
kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. 

(SI Klasifikasi Ill dengan kritcria pcmcrintah dacrah provinsi, kabupaten, atau kota 
yang telah mcmberikan tambahan penghasilan pada kelas jabaren teningg, 

kurang dnri Rpt,.000.000,00 (cnam juta rupiah] per bulan atau belummcnerima 

tnmbahan penghasitan. 
(6) Ketentuan pembentukan um yang dapat dibenkan honoranum adalah 

scbagal berikut · 
a. Mempunyo, kcluo.ran output/ ,etas dan terukur: 
b. Ber&1fot koord,no.tir untuk tim pemcnntah doero.h : 

I. Dengan mcngikutscrtokan ,natansi pcmcrintah di luar pemcrmteh 
dnerah yang bersangkuten untuk um yang dttandatengani oleh 

kepala dncro.h; atau 
2. Antar satuan kcrja pemngkat dacreh untuk tim yang duandatangnr» 

oleh sekretaris daerah, 
c. Bersifot temperer den pelaksanaan kegiatannya perlu dipnontaskun: 
d. Mcrupakan tugas tombahan etau pcrangkapan rungs, bagi yang 

bersangkutan d1 luar tugas dan rungsi sebari-baru dan 
c, Dilakukan secara sclcktif. efekuf, dan clis,cn. 
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( I) Honorarium pcnyuluhan atau pcndampingan dibcrikan sebagal 
pcngganu upah kerja kepada non aparatur s1pil ncgara yang diangkat 
untuk mclakukan penyuluhan bcrdasarkan surat kcputusan pcjnbat 

yang bcrwcnang. 
(2) Dalarn hal ketentuan mcngcnru upah n:unimum di suatu wilayah lebih 

tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Preaiden, satuan biaya ini 
dapat dilampaui dan mcngacu pada peraturan yang mcngatur tcntang 
upah minimum Provinsr. atau Kabupaten. dengan ketentuan : 
a. Lulu,,..n Sekolah Lanjutan Tingkat Ala$ (SLTA)diberikan sesuai upah 

minimum provinst, kabupaten. atau kota setempat; 

r r 
HO URAIAN I SATUAH BEBARAH 

' I • - 1.17 HONORARIUM Pl!:NY\11..UH HOH Pl!:OAWAI 
ft"t:OERI 81P11.. 

- - ~ 
n 51..TA OB Rp. 2.100.000 

b. Dl/Dll/0111/Srujana Ttt11pan OB Rp. 2.400.000 
~ .... c. Sal]&rU\ ($ 11 OB Rp 2 "°°·ooo 
d Magtof ($21 OB Rp. 2.800.000 

c. Doktor ($3) OB Rp. 3.000.000 

HO URAIAN BATU AH BEBARAH I ,_ - . 
I . • 

1.16 HONORAR.IUM PEMBER! K&TERAHGAII 
AHLI/BAKSI AHLI DAii 81!:RACARA 

- 
0 Honoranum P.,m~n Keteran,tan OK Rp. 11100.000 

Ahh/S•k"' Ahh 

b Honora.num Bttncara OK Rp 1.800.000 

a. Paling banyak IO (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan 
yang d11etapkan oleh kepala daerah; atau 

b. Paling banyak 7 (tujuh) orang unruk tim pelaksana kegiatan yang 
ditetapkan oleh sekretaris daerah, 

2) Oalam ha! nm pelaksana kegiatan tclah tcrbentuk selama 3 (tiga) tahun 
berturut-runn, pemerintah daerah Kabupaten melakukan evaluasi 
terbadap urgcns, dan efektifitas keberadaan tim dunaksud untuk 
dipcrtimbangkan menjadi tugas dan rungsi suatu saruan kerja 

pcrangknr dacrah. 
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Honorarium um penyusunan jurnal dibcnl<an kcpada penyusun dan 

penerbu jumal bcrdasarkan sumt l<epurusan pcJabat yang berwenang. 
Unsur sckrctanat adalah pembantu umum, pclaksana dan yang sejems, 
dan udak berupa struktur crgamsasi tersendin. Apabila diperhrkan , 
dalam menyusun jumal nasional atau intemasional dapat dibcrikan 
honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp 1.50000000 
(satu juta hma ratus nbu rupiah) per orang per jurnal, 

- - .. 

110 URAIAII 8ATUAff BESARAII 
,_ T - - • 
~ - - 

1.19 HOIIORAJUUM TIM PEIIYU8UII .JURIIAL 
~ - ... Pcno.ngung Jawab oter Hp. 500.000 

b. Rcdnktur Ott'r Rp. 400.000 

- - - - ·- -- c. Pcnyu.ntang/ Ec:htor Otcr Rp 300.000 

d. Design Graue o, ... Rp 160000 

c. Fotogrnfcr Oter I Rp 180.000 

r. Sckrctariat Otcr Rp 150.000 
. - - 

g. Pt-mbuot Artikc1 Ptt Rp. -200.000 
Halaman - 

400000 1.18 HOIIORAJUUM ROHAJQAWAff 

110 URAIAII 

• 
BESARAl'I j 8ATUAff 

b. Lulusan DI/DU/Dlll/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114°/o 
(serarus empat betas pcrsen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, 
atau kota setempat; 

c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh 
ernpat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota 
seternpar; 

d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyal< 133°/o (serarus tiga puluh 
tiga persen) dari upah minimum provinst, kabupeten, arau kota 

setempat. dan 
c. Lulusan Dol<tor (S3) dibenka.n pahng banyak 150°-'> (seratus lima puluh 

persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten. atau kota scternpat. 
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I) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada 
pcnyusun d.an pencrbil buletin atau majalah bcrdasarkart surat. keputusan 

pejabat yang berwenang. 

. I NO URAIAN SATUAN BESARAl'I ..._, . ..... - J • 
J.21 HONORARIUII TIM PE!IOELOLA SATUA!I BESARAl'I 

TEK!IOLOOI ll'1'0RIIA81/ PE!IGELOLA 
WEBSITE 

' - 
- ~ - 

a. P,:nanl!&"ng Jawab OB Rp. 500.000 

-- - .... Rp- b. Redaktur OB 450.000 

c. Editor OB Rp. 400.000 

d. WebAdmm OB Rp 350.000 
~ ~ - e. Web Developer OB Rp 300.000 

. ... 
f. Pembuat Arti.kcl P,:r Halaman Rp. 100.000 

l) Honorarium um pengelola teknotogi informas. atau website dapnt 
dibenkan kepoda pengelola website atau media ..-;ems (t1d11k terrnasuk 

mcdin oos,111) berdasarkan surat kcputusan kcpala daerah. Website 
ntau media S<'JCn1• rersebut d1kelolo oleh pemenntnh dnerah. 

2) Oalam ho.I pengeloln tcknolog, informasi atau websrresudah merupoknn 
srruktur organi81lsi tersendtri dan telah d1perhrtungkan dalom 
komponen tambahan peng)losilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undungon, pengeloln teknologi informas, atau webs11e11duk 
dibcriknn honorarium dimaksud . 

NO URAIA!I SATUAJII BESARAl'I 

' 1 J • 
1.20 BO!IORARJUII TIM P£!1YU811!1 BATUA!I BESARAl'I 

BULETl!l/ll&AJALAB 
-- - ------- •• Penanggung Jawab Ottt Rp ~00.000 

b. Redaktur I Ottt Rp. 300.000 . 
c P,:nyunting/Edllor Oter Rp. 250.000 

1-- l·d. Design Graus • 01er Rp. 180000 

•• f'otograrer Oree Rp. 180.000 
-- r Sekretariat I Oler Rp. 150.000 

P,:mbuo1 Artikel 1 P,:r Halaman Rp. 100.000 - g. 
~ - ~ 
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Dalam hal pcnceramah tersebut berasal dari satuan kerja pcrangkat daerah 
pcnyelcnggara maka dibcrikan honorarium sebeear SOC,. (1.ima puluh pcrscn) 

dari honorarium penceramah. 

110 URAlAII 8ATl1AII BESARAII - . >- ) , J • 
1,24 HONORARIUM PEIICERAMAB OJP Rp. 1.000.000 

- 

Honorarium Pcnutisan Butir Soni Tingkat Kabupat<'n diberikan sesuai 

dengan kepnkaran kcpada pcnyusun sooJ yang d1gunakan pada perulaian 
ungkat Jokal, mehpuu soal yang bersifat l)('nilwan akadcm,k, seperu soal UJ•nn 
bcrslandor lokal, soal l.tjian sooJ tcs kompetene. akadcmik, soal calon 

aparatur s1pil negara, dan sooJ untuk perulaian non akademik seperu scat 
tes bakat, tcs Dlll18l, sooJ yang mcngukur kecenderungan pcrilaku, soal tes 
kompctcn&i guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, &oaJ 
kompetensi managerial eeauai dengan kcwcnangan pe.merintahan daerah. 

Rp. 7.:;oo 

Rp.270.000 

Rp. l<I0.000 

I Rp. 5 000 

I Rp.240.000 

Siswa/Mat.a 
UJian 

e, Pcmcnksa Hastl u,aan 

1.23 HOIIORARJ11M PEIIYELEIIGGARA 1JJlAII 
TIIIGKAT PEIIDIDIKAII MEIIEIIOAH 

b. Pengawaa UJ1an 
~t· - - -.- - ~=--------+--=---: c. Pcmcnk.a Ha51l Ujian s,awa/Mata 

Ujian 

:-la•kah/ 
Pclajaran 

OH 

- - - -- - a. Pcnyusun dan Pembuiit Bahan UJ1.an 

J • 

1.22 HONORARIUM 

Rp.150.000 

1/JlAN TIIIGKAT PElfDID!KAII DASAR 

SATVAII - 8E8ARAJt VRAIAII NO ~ 

2) Majalah adalah terbitan berkala yang ,sinya berbagai liputan jurnalistik, 
pandangan centang ropik aktuaJ yang patut diketahui pembaca. 

3) Buletin adalah media cetak berupa selebaran acau majalah berisi warta 

singl<at atau pernyataan tertulis yang diterbitkan seeara periodik yang 
ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tenentu. 
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' 

- NO URAIAN 8ATUAII BB8ARAN 
... - • I I 

1.27 HONORARIUM PANlTIA PElfYELENOOA I KEOIATAN OJXLAT 

• Loma Dilclat •/ d s hari 

·- - 

• Penanggung Jaw ab OK Rp 450.000 
~ Rp 400000 • Ketua/ Waln! Kerua OK 

· Sekrcta.ns OK Rp 300.000 

• Anggota OK Rp, 300.000 
,_ - b. Lama D1klat 6 •Id 30 han 

· ~anggung -Jawab 
~ 

OK Rp. 675.000 

• Ketua/Wakil Ketua I OK Rp. 600.000 

· Sckrctans OK Rp. 450.000 

i . 
OK Rp. 450000 • Anggota 

'-- 

' • 
Pt,r Modul Rp. 5.000 000 1.26 HONORARIUM PEJfYUSUNAN MODUL 

OIXLAT 

BESARAN 8ATUAN URAIAII HO 

l) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dori luor 
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ,iepanjong keburuhan 
pcngujar tidak terpcnuhi dari satuan kerja perangkat daerah 

penyelenggara. 
2) Honorarium dopat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam 

satuan kerja perangkat daerah pcnyelenggara, bark widyaiswara 

moupun pegnwai loinnyo. Bogi widyaiswara honorarium dibcrikan 
utas ketebrhan jumlah minimal Jam uuap mulw. K,.t,.ntuan jumloh 
mirumal ratap muka scauai dcngan ketcntuan pernturan 
perundang-undongnn 

NO URAIAN SATUAN BESARA!f 

I . 3 • . 
I.25 HONORARIUM PENGAJAR YANG Orang I Rp. 300.000 

BERASAL DARI LUAR $!\TUAN KER..IA Jam I 
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA Pdajaran 

-- --- - -- -- -- --- ---- -· . - 
HONORARIUM PENGAJAR YANG Orang I Rp. 200.000 
BERASAL DARI DAI.AM SATUA.'l KER.JI\ Jam I 
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA Pelajaran 
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110 URAIAIII BATUAJI r8E8~ 
I , I 

1.29 HOJIIORARJUM TIM AIIG<lARAII 
PEMERllllTAH DAERAH 

a. Pembina IBupau) OB Rp 3.~00.000 

b. Pcngllfllh (Wakil BupaUI OB ~P· 3 000.000 

c. Kctua (Sckdn) OB Rp. 2.500 000 

d. Wakil K<tua (Kcpala BPKPD) OB I Rp. 2.000.000 

•• Sekretane (Kepala Bappeda & utbangJ OB Rp. 1.500 000 

r Anggota -L OB Rp. l.300.000 

HOIIIORARJUM SEKR.E:TARJAT Tiii I AJIGGARAJI PEllERUIT AH DAERAB 

a. Kerua I OB Rp. 1.000.000 

No Nama KeJlataA Satuan Besaran 

- 
,__I 2 3 4 
I.28 HONORARltJM K011181 rRIGASI 

l Honomrium ~nguru• Korml.l lop.st Keb. Kola.ka 
Timur . - . Ketua. Kom1S1 ln,gass Kabupe.ten Orang/ Rp.1.000.000 - ,_ Triwulan 

. Kctun Hnno.n Kom1"1 (riRftll Kabupatm Orang I Rp.1.000.000 Tri "'Ulan 

. Sckrc1an1 Komis, lngui Kabupat<n Orang I Rp . 750.000 Triwulan ... " - . Ketua 81dan1 Kom1s1 Inga .. Kabupatm Orang I Rp. 750.000 Triwulan 

. Anggo1a Kom, .. lrif!*li Kabupol<n Orang I Rp . 750.000 Triwulan 
-2 - - - 

Honorarium St-ktttarial Kocru11.1 1.np11 Kab. 
Koloka Timur 

. K,tuo., Sekmanat Koma• lngallll Kabupatm Orang I Rp . 250.000 Bulan - ~- - . Anggota ~ktttanat komiai lnpa Orang/ Rp . 220.000 Kabuontcn Bulan 

c. Lama Diklat lebih dari 30 bari 

• Pmanggung Jawab OK Rp. 900.000 
1--- .... • Kerua/Wakil Kerua OK Rp. 800.000 
,__ 

- SC"ktttruis OK Rp 600.000 

- Anggota I OK Rp. 600.000 
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- NO IIRAlAN 8ATUA1' TIIUTIJa PARTTCME 
I • • • I 

1.31 SATUAN INSENTIF/JASA TENAGA KESEHATAN 

I. lnecnlif Ooktc:r Puakc:amu OB Rp. 3.000.000 Non Rawat lnap ...._ 
2. lnsentif Dokt<r Puskesmu OB I Rp. 4.000.000 Rawat lnap • 
3. lnscnli( Doktc-r Pu1kcamaa 

OB Rp. 10.000.000 Sanggona dan ueee, 

4. lnl!IC'nh! Jasa Dokter 
OB Rp. 5.000.000 UmumPNS 

s. lnacnli! Jaso Ookter 
OB Rp. 7.000000 Urn.um Non PNS 

6. lnscntif Dokttt S~$1ahs OB Rp. 15.000.000 Penunjang 
lnsentif Ookt~r SpcsuWs 

7. Dasar (Bedah.Obgyn. OB Rp. 30.000.000 Rp. 20.000.000 
I- 

Anak, P<,nyakit DalamJ - 8. lnsentif Dokter- Spes,ahs OB Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000 Patolog, Klmik 
I- - - 

9. tnsennf Doktcr Spesialls 
OB Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000 Radiolog, ..... 

JO. Tnsentff Ookter Speaiali.s 
OB Rp. 30.000.000 Rp. 20.000.000 Anastcsi 

11. lnsentif Ookttt Sp,e$ialis OB Rp. 25.000.000 Rp. 20.000.000 -Jiwa 

!10 l1RAlAll SATUAN BESARA!I 

I • • • ,__ ·" " 1.30 SATUAN HO!IORARIUII PEGAWAJ TIDAK TETAP l 
I 

Jua Te..._p denpn Perja.11,)Jan Kerja 
I--- ~ - _,_ 

Tmaaa Pelayanan Umum OB Rp. 1.000.000 
- - ---~~ 

Tena.g.a Adm1n1srra.si OB Rp. 1000.000 

Tnioga Operator J.:omputcr OB Rp. J.000.000 

Honorarium Kecf.atan Pukibra.ka - ,- - 

JalNI ln•truktur/P.,J4uh P.a,,kibraka OK Rp. 3.000.000 ,~ 
JJaoa Tata R,a, P,,Ktta -Paalabraka 

- --JumJah · I 
Rp. 100.000 

P.,oena 

( !) Jumlah anggota pada tim anggaran pemerintah berdasarkan 

kebutuhan daerah dengan Perserujuan Kepala Oaerah. 
(2) Jumlah anggota kesekrctariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 

Rp. 600.000 

OB Stktttaris 

OB 
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NO 1lRAL\N I SATtlA.N BESARAB 

• 2 > • . 
1.33 SATUAN HONORARIUll TElfAGA PEIIDUKUl(G 

SOPIR L 

NO URAIA1' 8ATUAN 8E6ARAN 

J I 2 • • 
I.32 SATOAN HONORARI011 TENAGA Am.I - 

---- 

l. Jo.., P,:lauh Tan/-an OB Rp. 1.000.000 

2. Jaso Tenaga Ahb FrakSI I OB Rp.2.000.000 

3 Jase Tenage /\hh/Pakar DPRD OB Rp.2500000 
. . 

4. Jasa Pt!lm1h/lnstruktur OJ Rp. 900000 
+--- - -~ . 

7. Jesa Tenaga /\hh -dampmg Pa- OK Rp. 450000 
AkredJ1u, t Jasa Tn,ap Ahh Sul'\'ryor Akred1taAt t 

- - 8. OK Rp. 900.000 - 9. Jasa Tenqa /\hh KLHS OB Rp.1.000.000 

10. JasaAd,oka&1 I OK . Rp.-1.soo.000 - 

11. Jaao Tolt-a OB Rp.1.000.000 

12. Jaaa Tlm Mua1k Ke.cnaa.n OB Rp.1000.000 

13. J.a.M ln1truktur Bela Oiri OB Rp.1.000.000 

14 Jasa lnsll'Uktur Konuk OB Rp.1.000.000 

IS. Jasa P<,mbuat Maqra (MTQ/STQI OK Rp.1.000.000 

16. 
- 

Jasa Pamtcra (MTQ/STQJ OK Rp. l.000.000 
' 

17. Jasa Official/P<,ndampu,g MTQ/STQ OK Rp.1.500.000 

l8. Jasa AnggolJl Dewan Halwn (MTQ/STQJ OK Rp.1.500.000 
~ - -- 

19. Jasa Sekmans Dewan Halom Rp.1.650.000 
(MTQf!l"QI OK 

20. 
- --- 

Jasa Ketua Dewan Halcun (MTQ/STQJ OK Rp.1750.000 
- - 21. Jasa Pelatih (MTQ/STQI OK Rp. r. 750.000 . 

12. lnsenuf Ookter Spesialis OB Rp. 25.000.000 Rp 20.000.000 Sara( 

13. lnBffllif Ookter Spesialis I OB Rp 25.000.000 Rp 20.000.000 -ah Mulut 

14. lnsenlif Doktec Spesialis I OB Rp. 25.000.000 Rp 20.000.000 
Konsetvas1 Gig, 

15. (nuntif Pcnata Anaste:si OB Rp. 4.000.000 

16. lnsenlif /Tunjangan I OB Rp 950.000 Bahaya RadJ8.SI 
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NO 11RAIAN BESARAN SATUAR 

J • 3 • 
1. Sopir Bupau OB Rp. 2.500.000 

2. Sopir Wakil Bupati l OB Rp. 2.500.000 

3. Sopir Ketua DPRD OB Rp. 2.500.000 
. ------ 

4. -~ Sopir Wakll Ketua OPRO OB Rp. 2.500.000 

5. Sopir E&elon Un OB Rp. 2.500.000 

6. Scpir Eo<olon lib OB Rp. 2.000.000 

7 Sopir Opttasional K«ua TP·PKK OB Rp. 2.000.000 

Sopor Ka bog l.ongJ<up SETDA. Cama, dan +- +- 
8. Kcpala RSUO OB Rp. 1. 750.000 

L.-- . -- - ----- +- +- 9. Sopir \1obil H1drauhk OB I Rp. 1.250.000 
. - +- 

10. Sopir ()peTa.,onal RuJab KOH OB Rp. 1.250.000 

II Sopor Opttallonlll Rujab WKOH 
-r- Rp. 1.250.000 OB 

12. Sopir Opcrallonal Pc,rkng)<apan OB Rp. 1.250.000 -- +- 
13. I Sop,r Mobil Ambulanc,, OB Rp. 1.250.000 

+- +- ·- - 
14, Sop,r \lob,I Jcnuah OB Rp. 1.250.000 

15. Sop,r Mobil Opcra11onal OB Rp. 1.250.000 -- - -- 
16. Sopir Opcraa,onal Pffsampahan OB Rp. 1.500.000 

- 
CLE.AlrufO 8ERV1CE 

- 

I. Jasa Cleaning Service OB Rp. 1.000.000- 

PENYULVll KONTRAJ< 

1 Pc,nyuluh Kontralc THL-TBPP SMA OB Rp. I 200.000 

2. Pc,nyuluh Kontrak THL-TBPP 01/011/0111 OB Rp. 1.500.000 
S'1l]ana Tcrapan 

3. Pc,nyuluh Kontrak THL-TBPP S...ara SI OB Rp. 2.000.000 - ALATBERAT 

l. Operator Alat Beral OB Rp. 1500.000 

2. Operator Alat Bttat 

I 
OH Rp 200.000 

! -~~ 
3. Pembantu Operator Alai Bera! OH Rp. 120.000 

4. Operator Dump Truck ' Rp. 1.500.000 OB 

5. Operator Tronton I OB Rp. 1.500.000 

6. l Pcmba.ntu Operator Alat Bttat OB Rp. 1.000.000 
- 

7. l'c,mbantu Operator Dump Truck OB Rp. 1.000.000 

8. 
- 

Pembantu Operator Tronton OB Rp. 1.000.000 

JABA LAlJUIY A 
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NO URAlAB SATUAB BESARAN 

J 2 • • 
I. Mek.anik OH Rp. 300.000 

2. , Pctugas Jaga Sa.at Hari Raya (Mcdisl OH Rp. 200.000 

3. Perugas Jaga Sa.at Hari Raya (Paramedis) OH Rp. 150.000 

4. Petugas Jaga Sa.at Han Raya (Tenaga OH Rp. 125.000 
Kcsclunan Lainnya) I - ~ 

5. Recepsionist OB Rp. 1.000.000 

6. Recepsrcmst Khusus Ruangan Bupau OB Rp. 1.500.000 

7. Pramubakti OB Rp. 1.000.000 

8. Tenaga Keemanan I OB Rp. 1.000.000 

9. Caraka I OB Rp. 1.000.000 

10. Tenaga Pembannr Umum OB Rp. 1.000.000 

11. Tcnag;'\ Pembantu Teknis K,g,atan OB Rp. 1.000.000 

12. Tukang CUci RSUD OB Rp. 1.000.000 

13. Tukang Masak RSUD OB Rp. 1.000.000 

14. Pramusaji (RSUD) OB Rp. 1.000.000 

15 Tenaga IT & Multimedia OB Rp. 1.500.000 

16. Guru Bukan PNS [GBPNSI OB Rp. J.250.000 

Honorarium Tenaga Kcsehatan Ru.mah - 
17. OB Rp. 1.000.000 

Sakic dan Puskcsmas 
18. Juru Pmga,ran OB Rp. 500.000 

19. Oirek&1 Tekrus Pmgaman Sunga, OB Rp. 500.000 

20. Oin::ksi Tckn1s I OB Rp. 500.000 
' 

21. Oireksi Teknis OB Rp. 500.000 

2'2. Pmgamat Pengairan OB Rp, 600.000 
.... 

23. Pmgawas lrigasl OB Rp. 1.000.000 

24. Pcnjaga Bendung I OB Rp. 1.000.000 

25. Pmjaga Pintu Air I OB Rp. 1.000.000 

26. P<,ngumpul Data Statistik Pttkebunan OB Rp. 1.000.000 I 
26. Jasa Tenaga Penanganan Bencana OB Rp. 1.000.000 • 

27. Jasa Tenaga Pcmadam Kebakaran dan OB Rp. J.000.000 
Penyelamatan 

28. Jasa Tenaga Kcamanan (Security TPAJ OB Rp. 1.000.000 

29. Jasa Tenaga Kebers1han (Pctugas OB Rp. 1.500.000 
Kebemhan Kotal - - . 

30. Hooorarium t.PM OB Rp. 1.000.000 
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NO URAlA1' SATUAN BESARAII 

I 2 • • 
31. Honorarium Taruna Siaga Bc:nc:.ana OB Rp.1.000.000 

(TAOANA) . 
32. Honorartum Tenaga K~~ahteraan OB Rp.1.000.000 

Sos,al Kecamatan (TKSJ(J . 
33. Honorarium Saruan BaktJ ~ktt)a Sosial 

OB Rp. 750.000 
.._ (SAim PEKSOSj 

34. Honomnum Tenaga Pmdampin~ 
OB Rp. 750.000 

Keluarg;, Harapan I .._ 
' 35. Honoranum Koordtnator Tenaga OB Rp.1.000.000 

Pcndampmg Keluarga Harapan - Rp.1.000.000 36. Honornnum ~g~lola Gudang Log,stak OB 

37. Honorarium TFt. Maayarakat (Kei,aw, 
OB Rp.2.000.000 

OAK Sanita01) 
38. Honoranum Tokoh Agatna OB Rp. 600.000 

---; Jaga 01reksa Tckms (Pcmbangunan 
Rp. 39 Ocdung. Jnlan. Jcmbatan. SPA\!. IPAL, I OB 500.000 

Ora1nase) 
40. Kcpala l.mgkungan I OB Rp. 1000.000 

·- 
41. Jasa T~nagn. Pc-nanp.nan Praaarana dan 

OB Rp. 1.000 000 
Saro.no Umum 

42. ., ... Tcnap. Tckn, .. Mckanak den Ll•tnk OB Rp. 1.000.000 
-----.- ·- -·---- 

43. Ja.so .Pmgnmanan LaJu Lmtaa OB Rp. 1.000.000 
L . - 44 Joaa Pcngcndah J.alu 1.a.ntu OB Rp. 1.000.000 

45. 
Jaaa 0lf'Ckaa Tckni1 (Pembangunan 

OB Rp. 1.000 000 
L . _Ocdung Rumah Saklt) 

46. PcJabat Pcngc,Iola dan DPMU 
OB Rp. 700.000 

(PIP/PAMSIMAS) I 
Pcjabat Pcngon:kaa SPP/SPM ROP 

Rp. 600.000 47~b,u Pcng,,loladan DPMU OB 
(PIP/PAMSIMASI - 

48. P,,ngcloladan DPMU (PIP/PAMSIMASI OB Rp. 500.000 

49 Honorarium Pcngarah OP Ruuo 
OB Rp. 1.000.000 

Janngan Jl"iaas1 

50. Honorarium Koordutator OP Ruun OB Rp. 750.000 
Janngan Ingp.s, 

SI Honoranum OP Ruuo Janngan Ingp.sa OB Rp. 500.000 
. 

52. Honoro.num ~laksana Lapangan OP 
OB Rp. 500.000 

Rutin Janngan in8asi 
I I Rp. 425.000 53. lnsenufTenaga &bas Rad.iasi OB 
• I -· .. .. - 

54. Jaaa Supsr Bus Sekolah OB Rp. 2.000.000 

I JABA KALIBRASI 

1. Daya Hantar Llstnk I Sampcl Rp. 45.000 
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- 
32. Krorruum Touu (C<J Sampcl Rp. 65.000 =:-,...~~~~~~~..:....-+-.,,,.--,,-:--==-l 
33. Alwrunium (All Sampcl Rp. 65.000 '--------~---------~---- 

Sampcl Rp. 65 ooo Banum [Bal 31. 

1--2_8_. -1,_BT_A~l~Spu:'_m_J_3_• .L Som~::1 ." Rp_._,6,.,5,.,.0,..,0"'0~ 
29. Kobalt (Co} 1 r- Rp. 65.000 

30. 
1 

Boron (Bl Sampcl Rp. 65.000 

27 I BTA (REITZ Seruml 3x I Sampcl Rp es.ooo 
26. Secret (Grrun, M.Blue, Langsungj -· 
24 

f·- 
25. 

Zat Organ1k (KMn04) Sampcl Rp. 60.000 - ---------~'----!-~ Phosp;H (P041 Sampcl Rp. 60.000 - Swnpel Rp. 65.000 

23 I Sompcl Rp. 60.000 Octcrgcn 

22. Nox 

15. Nun, (N02J Sampcl Rp. 50.000 t----l----------------1~- - -- -- 16 Natrnt (N02i Sampcl Rp 50.000 
t - 17. Zat P•dot Terau1pen11 (TSSI Sampo) Rp. 50.000 

18 + Zat Padat Terlarut (TDSJ Sampcl---1--Rp. 50.000 1--~-:-~~~~__:,~~~--l'--....::..:..-1-- 
... 19 1Ammon1a (NHJNI Sampcl Rp. 50.000 

20. Hydtogcn Sul!ida (H2SI Sampcl Rp. 55.000- - ~ 
21. So• Sampel Rp. 60.000 

,_ __ .,_ - --------- - -+-~ -~ Sampcl Rp. 60.000 

I l. Manyak Lffl\ak Sompel - 12. Kebutuhru, Ok.,gen 8,olumaa (BODI Sampel Rp. 50.000 _,.__ --+--~--+-~ 
13 Kebuiuhan Okllg<'tl K1m1a (CODI Sampcl Rp. 50.000 ..___ 
14. Ok••gcn T~l11rut (DOJ Sampcl R~so'.oo<i 

Rp. 50.000 

7. Kesadahan (<:aC021 

8. Klonda (Cll 
~ 

9. Kebismgan ... 
JO. Ocbu 

Sampol Rp 45.000 

Sampol Rp. 45 000 -- Sampo) Rp. 50.000 
- Sampd Rp 50.000 

Sampcl Rp. 45.000 
__ J_ I- - . --- 

' Sampol Rp. 45.000 

Sampel Rp. 45.000 

4. lxraJat K""""'11an ll'hl 

5. Magnesium (Mgj ,_ __ .,____ 
6. Kalsaum (Cal 

I Sampcl Sulfat [SOI 3. Rp. 45.000 
2 I Sampol 

~ 
Fluonda (Fl 

• • - . Rp. 45.000 
• I 

BESARAl'I SATUAJI NO 'r 
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NO URAlA.11 SATtJAlf BESARA!f 

J 2 3 • ..__ - ------ 
34. Besi (Fe) Sampel Rp. 65.000 

- 
35. Pesll-'ida Total Sampel Rp. 65.000 

36. Timbal (Pb) Sampel Rp. 70.000 - 37. I M•ngnn (Mg) Sampel Rp. 70.000 

' -- --- 
38. Klldm,un (Cd) Sampe! I Rp 70.000 

>--- . - - 

39. Seng (Zn) Sampel Rp. 70.000 
. 

40. Temoogn (Cu) Sampel Rp. 70.000 

41. Ntkel (Ni) Sampel Rp. 70.000 

4l RnkM (Hg) Sampel Rp 80.000 

Selenium (Se) - Rp. 80.000 43. Sampel 
r-- ---- 

44. Si,midn S.1mpel Rp, 80.000 -- 
45. Krom Val 6 (Crt Sampel Rp 80.000 

- - 
46. Ar~n (115) Sampel R1>. 80.000 

47 Ja,ur (KOH. CouonBlu<) Sampel Rp 110.000 ,...._ - Sen,itlvit, T<st (Bak A<robl/ nact"Alkrt 
- -- 

48. Sampel Rp. 175.000 
. - - - 

49. Kultur (Baktrrl Altrobl/ Bact Allort Sampel Rp. 125.000 
- - 

50. O.,fibrllator Umt Rp. 7$6000 - - CentnfUgt Rp. 781.000 51. Un11 

51. Dental Urut Urut Rp. I .038.000 -- ~u.dan - -- - - 

l Ajudnn Kepela Daemb OB Rp.3.000.000 ·- - - - -- 

l. Ajudan Woktl Kepala Dormh OB Rp.2.500.000 -- - - 
3. Stnr Pengamanan Tcn.utup OB I Rp.l.500.000 ._ - - .Mbtea PrlbadJ 

I. AsL"'" PnbAdi Kepola O..mh OB Rp.2.000.000 

" --- -------- 

2. Stat Khusus Bupati OB Rp.5.000.000 

3. Asistrn Pnood1 Ketua DPRD dan Wakil OB Rp.2.000.000 
KNua DPRO 

4. Asi:,tcn Pribodi Kctua TP-PKK OB Rp.2.000.000 
- 

5. Aststen Pnba<li Semi.ans Daerah OB Rp.2.000.000 
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KO. PROVlDI 8AT11AK WAR KA.a. KOLA.KA TllfVR 

' 
I 1 .1 • 

ll. l UANG HARIA1' PERJALAl'IAl'I DINAS DALAM NEGERJ . --- ·- ---- - j t. DALAM KABUPATEN OH Rp.150.000,00 

KOLAKA TIMUR 
\ I - 

2. ACEH OH Rp.360.000,00 . • 
3. SUMATERAUTARA OH Rp.370.000,00 

I 

r ·1 RIAU I OH Rp.370.000,00 ------- 5. KEPULAUANRIAU • OH Rp.370.000,00 

6. JAMB! • OH Rp.370.000,00 

" - - -- 7. SUMATERA BARAT OH Rp.380.000,00 

" - - ~ -- -- -· 8. SUMATERASELATAN OH Rp.380.000,00 . 
9. LAM PU NO 

tOH 
Rp.380.000,00 - 10. BENOKULU OH Rp.380.000,00 

" - ,_ 
I I BANOKABEL!TUNG OH Rp.410.000,00 

- 
12. BAl'ITEN I OH Rp.370.000,00 

" 13. 
•I-- -- -- - 

Rp.430:-000,00 J/\WA BARAT OH ... - - 
14 D.KI JAKARTA I OH Rp.530.000.00 

-- - - . 
15. JAWA TENGAH OH Rp.370.000,00 

• ---+ - 16. DI YOGYAKARTA OH Rp.420.000,00 
• - - - 17 JAWA TIMUR OH Rp.410.000.00 

18. BALI OH Rp.480.000.00 

19. NUSATENGGARABARAT OH Rp.440.000,00 
- - - 

20. NUS!\ TENGGARATl~\UR OH Rp.430.000.00 
- - - 

21 KALIMANTANBARJII' OH Rp.380.000,00 

22. KALIMANTANTE;',IQAH OH Rp.360.000,00 

23. KALIMANTANSELATAN OH Rp.380.000,00 

24 KALlMANTANTlMUR OH Rp.430.000,00 
- - --------i 25. KALIMANTAN UTARA OH Rp.430.000.00 

26. SULAWESIUTARA I OH Rp.370.000,00 

27 GCRONTALO 
+-OH_ 

Rp.370.000,00 
t-,----- . I 28. SULAWESI BARAT OH Rp.410.000,00 

29. , SULAWESISELATA.'I OH Rp.430.000,00 

30. SULAWESITENGAH OH Rp.370.000,00 

31. SULAWESITENGGARA OH Rp.380.000,00 

32. MALUKU OH Rp.380.000,00 

33. MALUKU UTARA OH Rp.430.000,00 

34. PAPUA OH Rp.580.000,00 

n. PERJALA.HAN DINAS 

.130. 



OH •• Rp. 688000 Rp.1 . .lM.000 tfUSA TEl'iOOo\RA 
TUtUR 

Rp4.J75.000 Olf Rp 901.000 

I OH 17 

J!\WA TIMl.'R •• Rpl ·~-000 
=~1-c~- Rpl.685000 Rp.l 133000 

ltp 1007.000 

Rp.i4.u:OOO 
I.,.,....,..., I 011 Rp tt•.000 

Rp 750000 JAWATE~OAH ,. I OH Rpl.JOJ.000 Jlp.l &50.000 Rp I JOI 000 

I OM 1.ps.011.000 Rp.2flo9SOOO ~ 1~000 -+~.~,. MS-ooo 

JAWAUARo\T " I OH RpSJIIOGO Rlt21$b000 MplJOIOOO Jl:p ~000 

Oki J,\l\_,\,rr~,c---"""1-"0H"'"-t-=,Jtp ino-'ooo' i,.. "P.2 O&J:-000 Rp~992 000 ft~ JO 000 •• 
II 

10 
• 

Wt~NO t OH Jilp4 .. 1000 RpJ.tUOOO Rpl4~000 Mp 590.000 

IW\oxvw OH irp.11-40000·7 T:we-ooo=+~.,r~ooo -.ptigiooo 
JIANOKABEl..ff\i"Kl'.,,..-~,-~OH"'-t-:.,.=--,~.,,==~_ ... ==-+""' ~ ..• ~.~ .. ~ .. "",u=- .. t-7..,.,,..,.,,,.~.,~.ooo==,-t-~.~.--, .. ~.""ooo=--i 

I OH I Rp)TJ'.).000 Rpl.373000 Rp1.J04000 Rp 7l4000 

• 
\ OH ltp ,1. JJG,.COO Rp.J,J.J,2 000 "t" I ».).000 Hp 701 000 

SL.MATf.AA"iliu.AT\tl l°"..--+.1-:ltp5.l~OOO Rp.J.OISJOOO RpJ'19$.000 N:p--N(:,1000 
• 

I• 7 • 

SUMATt.AA I.Wt\T 

-1-· \ JA.MHI 

• I Otl --L:63,,M~ lfp.1.)11000 Rpl.297.000 Rp 7qJ()O() r OH W,5.000.000 Rp.4.I0.1000 Jip 1 .U$.COO Rp. 51().000 

Ott 
' ., 

,op I I 00 000 ~ W9 .(l(lO 

frp 1 w,oo:xi- Mp ~l 000 . 

·rp tO ks,J 00 

I .. ' - 000 I lipTIH'boo 
... pJUOooo rRp.3.119000 

OH ACl.:tt 

SU,it,\ Tr: AA tn\K.A 

-- --- -- lrp 1 '),1\.00U Hp 'M'O (lo() 

8ATUAlt BIAYA PBIIOIIIAPAJ11 PBRJALAJ11AJ11 DAL.UII IIBO&Rl n, 
3 
1 

, 

ao. 

' I 

DH• 
WKDH/ 

f'IIIPIJtAS ......,, 
l'SJUAT 
a11.0•1 -.- 

Rp37~000 

TA.IIIF HOT&L - l 
A.IJOOOTA NJASA1' teeC:C.O• (V .. 

D"-D/ SUI.OJI ID/ 00L4NOA• 
P&JAIMT OOl.O•OAJf tY 1/11/nt/ lfH aa.o. n Piii 

LUARKOTA DAI.AM KOTA KAB. 

NO URAIAJII SATUAl'I KAB. KOLAKA TIMUR LEBIH 
KOLAKA DARI 8 (DELAPAN) 
TIMUR JAM 

I 2 3 • s - U.2 8ATIJA11 BlAYA UA110 REPRES&IITASJ 
- ------ -- 

l. Pc1abat Negara .. Pcjabat OH Rp .. 250.000,00 Rp.125.000,00 
Oattah ... ~- Pc1aba1Eaefoni- - - -+-- I --- -- 2. OH Rp.200.000,00 , Rp.100 .. 000,00 

3. PcJabot Esclon II OH Rp.150.000.00 Rp 75.000,00 -- - 

• I &ATV.A.Ir •O. PROVl1'SI LUAR KA.B. KOi.AXA TtllUR 

I 2 J • 
35 .. I PAPUA BARAT OH Rp.480.000,00 



Catalan . S;w.tuan Biaya Plm.gin.apan K«amatan. Tira•.ata han;a ~r di.gunalum bllg:i per)al.11na.n dm­ 
da.ri k~•Utrt Uhll•oi .. Ktt. Artt. ~, U--.i. tce,c,, Lambandla. Kee. Oanpa dan xec. POb·J,olla. 

,,.,,,,...,,., 
I- ........ •• ........ .. .... D,\al .... , -· ,..._, ......... _, ,~, ..., .... ..,.,... ... 

_w, 111•~•• _, ,..._, 
OOLOIIIO.U W ,. • ..., .... , ......... 

r: -· ' . J I . • • 
11.4 SATUAII BJAYA PEKGIIIAPAII PERJALAKAII DAI.AM DAERA.H 

I IJh&i .. ~.t OH ""' 1!,,0 000 ' Rp6.!,o O'JO - .,,,. Rpl!0.000 Rp.:.t!i,O 000 

-- OM -- ...... ---- 2 ......... Rp 750.000 RpNOOOO .. -- Rp-"0000 Rp.2.Mt.000 

a ..._.... 011 R.,750.000 .. -- .......... Rp.l3"0000 Rp»GOQO 

' ........ OH 0 0 Rp»GOOO ........... Ftp J$0 000 . 
s T\R-..-ut• OH 0 0 ........... Jtp250000 "P-~000 

• ..... Oil 0 0 -- Jtp.2.50000 ~230000 

7 ........... OH ...,..., .... RpWICIOO Rp.400000 Rp.l.50 000 . Rp.250000 

8 Poli - Polill OH I .. rso ooo I .,.. ... 000 tip,.+oo 000 RpJ,0000 Rp.l-50 000 

• _ .. 
OH 1 .. 7'°'""1 ....... ..,. ...... - ... .,.,.000 Rp.l.50000 

•• .... OH I ... ,so..,. I.,....._..,., Rp.400000 Rp.250000 Rp 250000 

II - OJ Rp.150000 Rp 6,$0.000 Rp.400 ODO Rp.230.000 Rp.:150000 

~~i':$c,OO(Ji Rp.400.000 
'--· ---- - 

12 UttN OH 1 •p7SOOOO Rp...250000 R~ 250.000 
. 

I I TA.REP ROTBL 

""". I 
so, PROVDIR IIATU.U ........ , ilOOOTA J'&JAIIAT ltABLO!f IV • 

"""""" DnJ>/ aa.o•tD/ OOLOJIOAJt' ,,,..,,, PSJ'AaA.T OOLOllGAJI rv 1/D/W/ Roa 
l'ICJilAT Ul'I.QJIU ,,.. 

t---- 1 
ACIOJf I -20- -- --·· . ip2Mt_ooo KAUMANTAN BAR.\T OH Rp I 9l.3.000 Rp 1.US.000 .. 538000 

ll IWJ.M,\fff/\N TESO.-\H OH Rp.4 901.000 Rp J .191 000 Rp. l 160.000 .. 659.000 

22 KAWAA.VT.\l'i SEI.AT,\,"'i I OH Jtp 4. 797 .000 RpJ.316000 Rp 1 ~000 .. 697000 ,, MlJ,-.AlffA.N TIMliN OH I Rp4 000000 Rp? uaooo ftp I 507.000 .. 800000 

2' KAUMA~TAN IJTI\AA OH Rp4 000000 Rp2.7J.S.000 Hp 1 :.07 .000 •• ""'000 • 
2$ SUUWf.$1 \!T.\R.4. OH I Rp4 '919.000 ltp l ,290 000 Rp 1 207.000 .. 978000 • ,.. OOROl'ff.\LO I "" I Rp4JNOOO Rp;J..101000 Rp 1 t,ot, OUO •• 9~~000 

n SUI.J\W .. ~~l (UJlAT OH I ltp•v,6000 ltp.J.098000 Rp 1.344 (MIO .. 704 000 ,. SUV.Wf'::JI SP.t.\fAI\ I OH tip 4 eioo:x, ~rn-a.-00!)--r RpT,1,--000- - .... 70000 

29 SULAWt:SI 'Q:l'fOAH OH t .,.,.,..000 Jlpl(l.17000 Rp. I t.7'9 000 .. 9SI 000 

'Jo tiUI.AV. ... ~I fl;M}(i,\R.4. +- OH ttp J30IMS" Rpl~, .. 000 r Rp t 2'i7 000 •• 7&b000- 

JI MAI.UKU OH ltp ..J 4b7 -000 llp.J .>tO 000 Rpl~OOO .... ""'""" r---- +---OH ..____ ------ 6,0S 000 --I Jl Mo\1,UtcU VU.MA ltp .... 11..600 ltpJ&-41000 ltp I 160 000 •• 
JJ PAP\;\ 011 Jtp J 8jlt ouu MP .J...llt \,IU\I Mpl"JOOO l,tp I 0...i4 000 
.. - +- ltp.J .,, cxiJ •P 3 14 1000 + i'p~OOO·, Ml)967 000~ J< l'Al-"l.iA 8AJ(AT C)tt 

• l.32 • 



·- 
NO PROVINS! I SATVAN BESARAN 

' 1 ' • 
II.6 SATUAl'I BIAYA TAKSI PERJALAl'IAl'I DINAS DA.LAM lfEOERJ 

I ACEH ORASG(KALI Rp.127.000,00 
- - - - 

2 SU~IATERA ITTARA ORASO(KALI Rp.308.000,00 
-- 

3 RIAU ORANG/KALI Rp.101.000,00 

4 KE:PULAUAN RIU ORANO(KAU Rp.165.000,00 

5 JAMB! ORANG/KALI Rp.147.000,00 

6 SU~IATERA BARAT ORA:-iO(KAU Rp.190.000.00 

7 SUMATERA SELATAN ORANG/KALI Rp. l 79.000,00 -- 
8 LAM PU NO ORA!~O/KAU Rp.168.000,00 

KOTA SATUAN BIAYA TllC&1' I 
NO . 

ASAL TUJUAN BISlflS EKOKOMI 
I 1 3 • 5 

11.5 SATUAl'I BIAYA TIKET PESAWAT PERJALAl'IAlf DIKAS DALAM 
NEGERI PERGI PULAlfG (PPJ 

I Kcnda,ri BandaAcch Rp.12.953.000,00 Rp.7 102.000,00 

2 Kcndari Ba tam J Rp.10.568.000,00 Rp.5.658.000,00 
- -- 3 Kendan Dmpasar Rp. S.455.000,00 Rp.3.273.000,00 

4 Kcndari Yogyakana ' Rp. 8.129.000,00 Rp.4.706.000,00 . - 5 Kcnda.n Padang j Rp 11.167.000,00 Rp.5.722.000,00 

6 Kenderr Palembang Rp. 9.659.000.00 Rp.5.102.000,00 
. + 7 Kendan P,,kanbaru Rp.11 220.000,00 Rp.5.776.000,00 

• 
8 Kendari Semarang I Rp. s.ess.ooo.oo Rp.S.027.000,00 

' - 
9 Kcndan Solo r Rp. 9 659.000,00 Rp.S.166.000,00 ~- ,_ - - ·- -- - - 
10 Kcndan Surabayo Rp.11.103.000.00 Rp.5.466.000,00 - I I Kcndan TLm1ka Rp.18.633.000.00 Rp.9.798.000,00 

12 Kt"ndon Jakarta Rp. 7.658 000.00 Rp.4.182.000,00 

13 Kenda.ti Bancw Rp. 8.354.000.00 Rp 4 482.000,00 

l4"'" >-- - Lampung 
Kcndan Ambon Rp. 4 824 000.00 Rp.2.856.000.00 

. - 1 
15 Kendan Malcauar Rp. 2 663.000.00 Rp.1.786.000,00 

16 Kcndttn Malang Rp. 10.322.000,00 Rp.5.487.000,00 

-rsa- 



NO PROVINS! SATUA.11 I BESARA.11 

9 BENGKULU ORASG/KAU I Rp.109.000,00 

IO I BANGKA BELITUNG ORASG/KALI + Rp. 97 .000,00 

11 BANTEN ORANG/KALI Rp.536.000.00 

~ORANG/KALI 
+ 

12 JAWA8ARAT Rp.200.000,00 

13 D.K.1 JAKARTA Rp.256.000.00 ORANG/KALI 

H JAWATENGAH ORANG/KALI Rp.108.000,00 

15 0.1 YOOYAKARTA ORANG/KALI Rp.267.000.00 ... ~ ·- - -+- - .. 
16 I JAWATIMUR ORANG/KALI Rp 233.000,00 - - -1- 
17 BALI ORANG/KALI Rp 227 .000.00 

18 NUSA TE)IOGARA BARAT ORAXG/KALI Rp.231.000,00 - 
19 NUSI\ TE)IGOARA TIMUR ORANG/KAW Rp 116000,00 

-1- 
20 KALIMIINTAN BARAT ORANG/KAW Rp 171.000,00 

-1- 
21 KALI "IANTAN TENGAH ORA1'G/KALI Rp.134.000,00 

22 KALIMIINTAN SELATAN ORANG/KALI Rp.180.000.00 
• 

23 KALIMANTAN TIMUR ORANG/KAW Rp.533.000,00 
" 24 KALIMANTAN UTARA ORASG/KAW Rp.218.000,00 

--+ • 
25 SULAWESI UTARA ORANG/MU Rp.138.000.00 ... 
2() OORONTALO ORANG/KALI Rp.265.000.00 ... .. 
27 SULAWESI BARAT ORANG/KAW Rp.313.000.00 

' ' 28 SULAWEI SELATAN ORANG/KALI Rp.187.000,00 - - •• - 
29 SULAWESI TENGAH ORANG/KALI Rp.165.000.00 

30 SULAWESI TENGGARA ORANG/KALI Rp.171.000,00 
- 

31 MALUKU ORA.'IG/KAW Rp.288.000,00 

32 MALUKU UTARA ORA.'IG/KAU Rp.215.000.00 

33 PAPUA ORANG/KALI Rp.513.000.00 

34 PAPUA BARAT ORA.'IG/KALI Rp.236.000.00 



NO PROVffl81 SAT 
UAH BALPDAT PVU.l>AY FVW,IIOAJU) RE&I.DBXCII . 

I 2 J • I s 6 r 
I - -n. Satuan Blaya KeaJatau Rapat atau Pertemuau DI Luar Kantor Setlnckat 

9 Kepala Daerah atau !:..olon I 
I ACEH °" Rp. •53.ooo.oo I Rp b63.ooo.oo Rp. 13"" 000.00 Rp. t. 116.000,00 

" " 71 N'O KABUPAT!:111 / KOTA 8ATUAJII JARAK BE8ARAN 
TUJUAJII (Kml 

I J • • 6 

U.8 Satuan Blaya Ttanaportaal Dant Dlnu Dari Kolaka Timur Ke 
Kabunaten/Kota Dalam Provlnal Yan1 S&ma 
KAb. Kolalw. Kab. Bombana Oran,JKali 158 Rp. 438.000 Timur ,_ --+ Kab. Kolaka Kilb. Kolalta I 0cangJKa1i 53 Rp. 147.000 Timur 
Kab. Kolalc& Kmdan t Orang/Kali 

108 Rp. 300.000 Timur I • - - 

Kab. Kolalc.a Kab. Kolaka Utara Orang/Kah 194 Rp. 538.000 Timur 
Kab. Kolalc.a Kab. Konawc L Orang/ Kali 36 Rp. 100.000 Timur 
Kab. Kolalca Kab. Kenawe Sclatan I Orang/Kali 97 Rp 269.000 Timur I 

Kab. Kolaka Kab. xcnewe Uwa I Orang/Kah 
I 132 Rp. 366.000 TlmUr I 

NO URAlA1I I KA8VPATU/k0TA SA'flJAJf JAJW< 8£8AJW< TWUAII (Km) - I 2 .J • s • 
Satuan Biaya Tra.nsportasl Dant Dlnu Dari !bu Kota Kotalla Timur Ke 

0.7 Kecamatan, Antar Keca.matan, clan Kecamatan Ile Deaa Dalam 
Kabupaten Yang Sama (One Way) 

I Kee. Timwma gee. Uluiwoi Orang/Kall 98,60 Rp.280.000,00 ----- - ·- i-- ---~ . ------- 
2 Ktt. Tlra\1,--ulil l~:M~ ~R1Kal1 40,90 Rp 120.000,00 - ~ - 
3 kee. T1ra\\uta I xee. Tmondo Oran•/Kali [)0,60 Rp.160.000,00 

• Kee. Tira.\lOUla I "'1:. Lalola< I Orang/ Kali 2<>.10 Rp. 80.000,00 
5 Kee. Tirav.·~1ta gee. l.o<a I Oran•IKali I I.JO Rp. 40.000,00 ·- - . - 
6 Ktt. Tirav.-uta ""'. Lad<mJj I Oran•IKa11 20,60 Rp. <>0000,00 -- 7 Kee. Ttrawuta I xee. l'l:lli • ~lia I Oran•/Kali 31,10 Rp. 90.000,00 
8 Kee. T,rawuta I MC. Lllmbandia Oran•IKali 45,30 Rp.130.000,00 
0 Kee. T1rnv.-uta xec. Iver~ °!""R.I Kai, 58,10 Rp. 170.000,00 ----- - ---- 1-- - - 4 _.:..._ 

10 kee. Tiruwuta "'1:. Done,a Orang/Kall JO.SO Rp. 90.000.00 - I I Kee. Timv.-uta K« Uttai Orang/Kah 120 Rp.340.000,00 - ... - 
Dru. dalam Lingkup 

Ku rang 
12 ....:«l1mat11n OranltfKali dAn I I Rp 40.000,00 KttamatAn Km -- 

0c .. dalam l.inckup 
L<bih 

13 l\«omaUtn Orang/Kai, dari I J Rp 60.000,00 Kecamatan Km 
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NO I SAT I I PROVUl81 UAJ< HALFDAY PULLDAY F11UIIOARD RE&rDlll'Ct . 
I 2 J • s • 1 

' . 
2 SUMATERA OP Rp 451.000.00 Rp 615 000.00 Rp. 1350000.00 Rp 1.126 000.00 

UTAR.-. 

~ - 

3 RIAC OP I Rp_Jl9. 000.00 Rp !o2 000.00 Rp. t 207.000.00 Rp 90 I .000,00 
I 
• • K£:PULAUM OP I Rp •11.000.00 Rp .,. 000.00 Rp I "IM .000,00 RpTiiiS:000.00 I 

RIAlJ 

s ,JAMBI OP Rp 465 000.00 Rp •os 000.00 Rp 465.000.00 Rp. 4~5-000,00 
' • SU'4AT'f.RA OP Rp.351 000.00 Rp 351.000.00 Rp 35LOOO,OO Rp. 351.000,00 

BARAT 

1 StJMATRRA OP ' Rp ... 71 000.00 Rp.f72 000.00 Rp '472 000.00 Rp. 472.000,00 
SELATAN I . . 

8 LAM PUNG OP I Rp •s2.ooo.oo Rp "452.000.00 Rp ..!tl 000,00 Rp 4:)2 .000.00 

• HY.NOKULU OP t Np 383.000.00 Np 383.000,00 Rp :•"3.000.00 Rp 3)13 000.00 

"Rj, 5'9 000.00 ,-"" 549 000.00 -- -- --~- 10 OANOJ\.A OP Rp 5-49.000,00 Rp ~q 000.00 
OF.t.rTUNO 

BA1''TEN,... - f Rp suooo.oo I ,;.-,..i 000.00 Rp 5'4i 000.00 ll OP 542 000.00 Rp 

12 JAWABARAT 
t---- 

Rp 51• 000.00 I Rp 51• 000.00 Rp'.'"""ii;. @00 Rp s, .. ooo.00" OP 

13 Dfo.l JAMMTA OP Rp 741.000,00 Rp.742.000.00 Kp. , .. 2000.00 ... 742.000.00 . ,. JAWAThNOAH OP t Rp.3H 000.00 ' kp.37' 000.00 Rp J7 .. 000,00 Rp 374.00U.OO 

10 01 '"OP Rp~.000.00 t-Rp.36<>000.00 Rp 3t.b 000,00 Rp J(,h.000,00 
VO<.lYAKAHTA 

Rp •:i3"cloo.oo 1-- Rp 110000:00 '"'16 ~·JAWA TlMUff -r -- Rpl 1$9 000.00 Rp I J 4K 000,00 OP 

.. 17 t- OP 
-- 

BAU Rp.737.ooo.OO ~ Rp-1523.000;00 Rp°Tt>H.000,00 Rp."'11000.00 

•• NUSA "" H:p.603.000.00 Mp 800 000.00 Rp 1"13 000,00 Mp. l JOJ.000.IXJ 
Tf!'.'(OOARA 
BARAT 

19 t-NUSA -+ OP - - - Rp I •JO 000,00 + Rp S 13 000,00 Rp 800 000.00 Rp. l .373.000,00 

'resooARA 
TIMUR 

20 I K.AU\tANTA'.'( OP Rp.4hl000m"' Rp "11..000.oo ... __ --- . ----- -.-+- 
Rp".°i.i:,7()@,00 Rp I 247 000,00 

IJARAT . t- Rp1 ;21 000.oo I Rp"i 134 000.00- 21 1 KAUJ.tANT A~ OP Rp.455.000.00 Rp 6,9.000,00 
T&NOAH -- -- 

RP 300 000.00 I + Rp 9J5:000.oo ,, KALJMANTA~ OP RP S<S.000.00 Rp. r. lS0.000,00 
SEV.TAN 

KAUMASTA.!'f OP +-- - Rp 750.000.00 I Rp. I. 250.000.00 I Rp J.173.000.00 l 23 Rp 4.13000.00 
TI.MUR 

- KAUMA.VTA."- 
- -+- -- --·-· 

Rp I 218 000.00 t - -- ,. OP Rp-393.000,00 Rp 613.000.00 Rp 1.006.000,0 
UT ARA 

25 ..... su LA WESf - 1 OP 
Rp .. CJ0.000.00 Rp &20.000.00 Rp. I 250 000.00 Rp 1. J 10.000,00 

lJTAAA --- ,. OORONTAJ..O OP f 390000.00 Rp.561000.00 Rp I 738-000.00 Rp. 9.sl.000.00 

27 SULAWESI OP Rp 390.000.00 Rp.574.000.00 RP. I .JOI 000.00 Rp. 964.000,00 
BARAT 
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- •o PROVlXal IIATU· . All R.ALFDAY PUI.LDAY J'VLLM>ARD RIC81DEJll'C& 
- - 1 I J • • 
II, t 

Satuan Blaya Keclatan Rapat atau Pertemuan DI Luar Kantor SetlDcat _J 
10 Kepala Daerah atau E:.eloa ll 
I ACt:H f oP t ttp ... 13000.00 • Hp ~,~000.00 l Rp 1 015,000-:-00 Rp. ~000.00 , MUMA.TERA UTA.RA OP • - - -- -- ---- - , -- I Rp .. 11 000,00 Rp 511.000,00 Rp 1.011.000.00 Rp. 11.a.OOO.OO 

- ---- Rp.•nooo.oo ·I rip .. 1 000.00 Rp"'.' 7 l l 000,00 3 RIAU OP ftp l7Q 000.00 . ..... Kt-;PVLAUAS NIAU OP Rp ,31 000.00 Kp..631 000.00 I Rp I 170.000.UO Np. 9bl.000,00 

5 JAMUI OP Rp 425.000,00 Mp~l• 000.00 Rp I 0:1• 000.00 Hp. 950.000,00 .. - t--:~UMATERA BARAT o,- RpJII000.00 Rp 432 000.00 t Mp 987 000.~ Rp 70.000,00 
- 7 SUMATERA OP Rp Jo# 000.00 Rp 480 OU0.00 Rp J 030.000.00 Rp. &:t8 000.00 

IEL.ATAN 

Rp 501 000.00 1 Rp 
.. ·-·------·--. - r 8 LAM PU NO OP- Rp.•ll 000,00 Q)0.000.00 Rp q1q 000.00 

• UENOKIJLU OP Kp.34J.OOU.00 Rp.-.000.00 lfp 1 062.000.00 Np 811.000.00 

10 BANOM B&UT\iNO OP Rp."9 000.00 Rp.502.000.00 Jtp. t .1 l~.000.00 ' Np.1.031 .000,00 

t· 11 BA:<t'Es°- . f---------- -- 
Ri632 000.00 

,_ - - OP Rp.$0l 000,00 Rpl.lOl.000,00 Rp. I 134.000,00 

Qp- - ------ - Rp°}Oi 10.000.00 
-- -~------- 

12 JAWA BA.RAT Rp .. 7 ... 000.00 Rp "92 000.00 Rp. I l66.000,00 

""- ~ --~ 
13 OKI. JAKARTA Rp.5'2 000.00 Rp.667.000.00 Rp 1.347.000.00 Rp. I 209.000,00 

•• JAWA 'IBNGAH OP Rp.JOJ 000.00 Rp •7• 000.00 Rp 919.000,00 Rp 777.000.00 

10 0.1 YOOYAKARTA OP Rp.297.000.00 Rp.507.000.00 Rp.1.204 .000.00 Rp80' .000,00 

16 JAWA TI\fUR ·r OP- Rp.398 000.00 Rp 623.000.00 Rpl.i#M.000,00 Rpl 784.000,00 
·r - s-, 

Rp 1.569.000.00 17 BALI OP Rp •88 000.00 Rp.652 000.00 Rpl 140.000.00 

18 NUS.A T&NOOARA I OP Rp.~.000.00 Rp.713.000,00 Rp.1.213.000,00 Rpl.176.000.00 
IIARAT 

19 NVSA TENOOARA I OP Rp 370.000.00 Rp.588.000.00 Rp 1.100.000,00 Rp958.000.00 
TIMUR 

20 KAUMA,,JAN BARAT I OP Rp.•22.000.00 I Rp.~7.000.00 Rp 1.047 000.00 Rp%9.000.00 

I·~ ' SAT ' PROVU(8J 
UAJI IL\LFDAY PULLl)AY P11LLBOAJU> RESTDENCg 

I 2 J • 5 • 7 
' 28 SVV.WESI OP Rp-'03.000.00 Rp S.'13 000.00 Rp l 218000.00 Rp. qft6.000,00 

SF.LA.TAN 
~ ... - - ~ --- -- 

l9 SULAW£8J OP Rp 4..0.000.00 flp,652.000.00 Rp.l ,4Jf>.OOO.OO Rp l .092 .000,00 
Tt-:NOAH 

30 SULAWESI OP I- -- ~---- --- -· --- - - - - 
Rp.3'9'7-<)00.00 RpSS.1.000.00 Rp. l .335 000.00 Rp. 949.000,00 

TENC'.<l.AAA 
- - ... -- RJ><,38 000.00- Rp.1 SC>c>°ooo.oo - 31 M.ALUKU OP Rp 4b3J>OO,OO Rp 1.101.000,00 

32 MALUKU UTARA OP Rp 515 000.00 Rp693000.00 Rp.l 220000.00 Rp 1 208.000,00 

33 PAP\.A I OP Rp "'"2-000,00 Rp.7 •• 000.00 Rp 2 063 000.00 Rp 1 250 000.00 

3' PAP\.:A BAR.AT 1 OP Rp 503 000.00 Rp 728 000,00 Rp.1 952 000,00 1 Rp 1 231.000.00 
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I O.El>UIIO 
G£DUIIO =I NO URAlA1f 8ATUAR TIDAK 

BBRTlNOKAT I BERTINGKAT BAIIOUIIAII 
KANTOR 

I 2 ' J • 5 • 
IU.l Batu.an Blaya Pemellharaan Oeclung atau Bangunan Dalam Necerl • 
l Oedung 'm'/Tahun Rp. 197.000.00 Rp.144.000.00 I Rp.10.000.00 

(Bangunan ' - - 

ill, BIAYA PEMELIBARAAff 

"1U.80AR PULL90A.RD FULLDAY/ ltEBIDEICCE KO SATU· RA.1.FDAY DI PROVlJfSJ Alf DDI LOAR DIDA.L.AJI DI DAI.All DAL.UI KOTA KOTA 
KOTA 

MOTA 

' l 3 • 5 6 7 

9 BENGKULU OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp 95.000 Rp. lJ0.000 

LO BA.'iOKA BEUTUNO OH Rp. 130.000 Rp. 130.000 Rp <15000 Rp. 130 000 

ll BANfEN OH I Rp. l:IOOOO Rp. 120.000 Rp 85000 Rp. 120.000 
-· - ll JAWA BARAT OH Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp IOS.000 R;\so-00() 

13 OKI. JAKARTA OH Rp. IS0.000 Rp. ln0.000 Rp. 130.000 Rp. 180.000 

14 JAWAT!-.;NOAH OH • kp. 1 J0.000 Rp, 130000 Rp 95000 Rp 130.000 

15 O I YOOYAJv\.RTA OH Rp 140000 Rp. 140000 • Rp 100000 Rp , .. o 000 
~ - - 1.w.000+ - ,. JAWATIMUR OH I Rp. J ,40.000 Rp. ••• 100.000 Rp. 1'4-0.000 

17 UALI OH Rp 160000 Rp. 160000 Rp. 115000 Rp. 160000 

18 NUSA TE'iOOARA OH I Rp 150000 Rp. 150 000 Rp. 105.000 Rp. l:,o.OQO 
QAAAT ,. NUSA TE'.'-oOOARA OH I Rp. 1 .. 0.000 Rp. 1-IO 000 Rp. 100.000 Kp. 140.000 
TIMUR 

20 KALIMA ~AN llARAT OH i:p. l30000 Rp. IJ0.000 • N'p 95.000 Np. IJOOOO 

'Ti llO 000-+- 
- 

KALIMAVl'AN TESOAH OH Rp IJOOOO Rp Rp M.! 000 Np. 120 000 

·12 t--att i Rp 130 000 ~ --ftp.ix, 000--+- Rp-;.>5 000 •~-- KAUMAVl'AN Sitt.ATM Rp. 130000 

23 KALIMMf'TAN TIMUN OH Mp 150000 l<p 150000 Np. 105.000 Rp IM>OOO 

l• lv\UMAXTAN l,'TAKA OH Rp 150000 Rp. 150000 .... 105.000 Np IWOOO 

is- SULAWESI UTARA - Otl 1-- Rp. 130 000 Rp. 1»000 I Rp 05 000 r-Rp. 130.ooo· ,__ 
OORO:'orl'ALO 011 - Rp 130.000-+ Rji ~5000 Rp 130.000 ,. Rp. 130000 

""'11 
. 

l:JULAWH:81 UARAT OH J Np. I :IO 000 "" 120.000 Rp. M.000 Np U0.000 

as SUL.AWE.SI 5t:t.ATAN OH Rp ·~-000 Np. 150.000 Rp. 105.000 Rp u;.o.ooo 
~- -· Rp IJ0.000+ - - -- - - -- •• SUI.AWE:SI TESOAH 011 Rp 130.000 Rp 95000 Rp 130000 

30 -·---~ - SIJLAW£81 TENOOAAA OH Np 130000 "" 130.000 Rp. 95-.000 "" 130.000 

31 MALUKU I OH I "" 120.000 "" 120.000 Rp. 8~.000 Rp 120.000 ,. MAl,UKU VTARA I OH I Np 130.000 Np 130.000 R:p. q$,OOO Rp 130.000 

"3~f - PAPUA OH Rp 200000 Rp :ioo.000 Rp 1-4-0.000 Rp, 200.000 
1-c-- -- -·- - Rp_ 160000 - ---~ ~· - 

3-1 PAPVABARAT OH Rp. 160000 Rp 115.000 Rp I l>0.000 
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110 IJRA1A1' I SATUAII 1 BESARAN 
- 

I 2 3 • . m.3 Satuan Blaya P..mellharaan Sanna Kantor 
. - 

I lnvcntnns Kantor P<gawai/Tahun Rp. 80 000.00 

2 Pets0nal Computer/ t-'otebook Unn/Tahun Rp. 730 000,00 

3 Pnnter Unn(Tahun Rp. 690.000.00 

4 AC Sp/It Umt/Tahun Rp. 610.000,00 
,- . - 

5 Ge"""1 lebih keal clan 50 l.'\'A Umt/Tahun Rp. 7 190.000,00 

6 Gensel 75 KVA Umt/Tahun Rp 8.640.000.00 

7 Gen.set I 00 I.VA Un.il/Tahun Rp.10.150.000,00 

8 Gert.kt 125 KVA Unit(Tahun Rp.10. 780.000,00 
' 

9 Genset l50 k.'VA Unu/Tahun Rp.13.260.000.00 

10 Genser 175 KVA Unit/Tahun Rp.14.810.000.00 

110 IJRA1A1' SATOAII BESARAN 

l 1 I .J • - -- - m.a Satuan Bla:,a Pemellhanan Kendanan Dina& Pejabat 

I KEPALA DAERAH Untl/Tahun Rp.45.6 70.000,00 
t 2 WAKIL KEPALA DAERAH Un1t/Tahun Rp.45.670.000,00 - 3 KETUA DPRD Unot/Tahun Rp.45.670.000,00 

4 WAKIL KETUA DPRD Un1t/Tahun Rp +1.010.000,00 

5 PEJABAT ESELOS II Umt/Tahun Rp.43.310.000,00 

r 110 URAIAS SATUAN BESA RAN , 2 • 
m.a Satuan Bla:,a Pemellhanan Operulonal Dalam Lln&lr:uncan 

Kantor, Roda 6 clan Speed 
~- -- - . 

h Roda Empat Unit/ Tahun Rp.38.220.000.00 -~--- - 
2 Double Gardan l Unit/ Tahun Rp.40.550.000,00 

,___ ~ 
Rocio Dua -·· - - 

3 Umt/ Tahun Rp. 5 260.000,00 
i 

Bertingkat 
dan 
Bangunan 
T1dak 
BerungkatJ 
dan 
Halaman 
Kantor - - ~ 
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I. 

Para! Koordinasi 

No Nama Jabatan Para! 

No Unlian Satuan Beaaran 
1 • I 3 • 

Satuan Uang Lembur 
l PNS Gol.!V Orang/Jam Rp.36.000 
2 PNS Gol.lll Orang/Jam Rp.30.000 
3 PNS Gol.U Orang/Jam Rp.24.000 
4 Non ASN Orang/Jam Rp.20.000 

Satuan Uaog Maka.n Lembur 
1 PNS Gol.lV Orang/Hari Rp.41.000 
2 PNS Gol.lll Orang/Hari Rp.37.000 
3 PNS Gol.U Orang/Hari Rp.35.000 
4 Non ASN Orang/Hari Rp.31.000 

IV. LEMBUR 

{I) Biaya Pemebharaan prmter, belum termasuk kcbutuhan pengganuan 
toner. 

(2) Biaya pcmeliharaan genset, belum tennasuk kebutuhan bahan bakar 
rninyak. 

NO tlRAIAN SATUAN I BESARAN 
11 Gense, 200 l\'\'A Umt/Tahun Rp. 15.850.000.00 

12 Gen.set 250 KV A Uru1/Tabun Rp.16.790.000,00 

13 Oenset 275 J..'VA Unit/Tahun Rp.17.760.000,00 

14 Gensel 300 KVA Uni1/Tabun Rp.20.960.000,00 

15 Oenset 350 KVA Unit/Tahun Rp.22.960.000,00 I 
16 · Oenset450 KVA Unit/Tahun Rp.25.620.000,00 

17 Gen.set 500 K\'A Uni1/Tahun Rp.31.110.000.00 I 
I . . . . 
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LAMPIRAN VII 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 

NOMOR 32 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

FORMAT SURAT 

I. Format Surat Togas Perjalanan Dinas

Logo 

O.t'-•r, h

Dasar 

Kepada 

Untuk 

Tembusan: 

KOP SURAT SESUAI NASKAH 01 AS 
PERANGKA T DAE RAH 

SURATTUGAS 

NOMOR .... ............... . 

1 . ...................... . 

2 
3 

. . dst 

M MERINTAHKAN 

1. Nama

PangkatJGolongan
NIP
Jabatan

2 Nama 

Pangkat/Golongan 
NIP 

Jabatan 

3 .. dst. 

1 
2 
3 

........... - .................... ,._ ... -...... - ... - ......... •· .............. - .... .. 

• • • .. .. • • • • • • • • • .. • • • • • • • '"' . . . . .. . .  - - . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - • • • •  11 

ama Tempat. Tanggat Bulan 
Tahun 

Kepala Daerah1Wak1I Kepala 
Daerah/Ketua DPRDIWa ti Kctua 
DPRD/Sekretans Dacrah/Kepala 
SKPD 

........... (Nama) ....... . 

1 . . . ............... . 

2 ...................... .. 



I ' NIP 

o~ •\.oatlt•n • ,.,~.! ~""09"""• At"CJ)•~ain.·1(1.1,MA 
~~"-'199-l'-" 

• 
) • P..-.g~.M d.-, ~,.. • h JabetMVlnt!ant· • f~.>t O ~.,. Pet;•~A4°' o,,..- • .. • - • Mai~ •ud Pflf)ltt.itl\el\ D,.nn 

• ,,.,.,,,, .,,,._.,"'"' ,•"IO d,c,e,vuna ... •n 
• • • • '""* ::...wige.-t • b ,~ ............ • ... - • • , u~• ~,_ °""'- • .. r a.i"'V ~' ee- ~ • 

' T ~- l'\at\d .......,... .. wi. .......-0,,.1 • O.•v•• 
~ • P•i,g•~\lt N•""• l~ lai'W -..op 
• ~ , 

2 
3 • , - 9 "•""N-"'-"-• - • • 
•• SKPO • h .... 

•o K•~•noan tain-i. ... 

Cortt ,a.n, ta:1•·· '*"" 

Mgv•'•,.,,l<ws- r•nQ1"" • P""'90ul'I • N'OO•·• •" ... 
1 .....,..,. ~i. OMf"aMV•• ~.t·• 

OM,,•*"' P~~ OPRO.""°;ota 
DPRO Na'°'<I P,f,g;lt•.- A.SN d.a,, HtY v~i. 
lafl 1-"'0 ....... l,M\a!'" • ., '*'" ~"-.. .... • 

l,mb.u lo.,· 
t..ndf' ,. ·- 

K(W ~UR,\T W\UAI "A\11.AII IJINA~ 
PCR.,\~GK,,,. OM.MAii 

U. Format SPO Perjalanan Dmu 

I. Formal SPO Perjalanan Omas Oalam Ncgeri 
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•• . ••. > ( - . 
)llp 

1 ~...,, chpenJn,a denpn ketcrangan bah•·•~ ttff<but ataa perintab 
pt'jabal yang brrv.·mang dan .emai., 
ffllltll untuk k~~llnRDJl jabst.a.n dalam 
v.aktu yang ttsan1:kat· sanR)c.atn)·t1, 

~n.fUtUO& AnfJ1.U8n/Kuua 
~nQUna Angaran 

SIP 
{ - ·-· , 

NIP 
.......................................................... ) 

Uttangk.atdan 
K~: 
hcta Tangpl 
'-•P"la 

VIII l'ERHATIAN, 
Pengguna An~/Kuasa f>etl«RU,na Anqanm ,,ang ~nttbi.lkan. SPO. Kcpal 
Oaerah/Wakil ~epala. Oacnah. Ptmpman DPRO. A~ D?KD. ~--Rl ASN dan ~nlu 
Lain yang meLlkukan pcriaJ,an.an clit\u. para ptjabat yang mengeeahkan tangs.a 
bcrangkat/tJbe., 6C'rta beodahara ptngeluaran benan~•'8b brrdasarkan peratwan 
pcratura.n Kcuangan Oacrah apabda d.-eTah tnc"l"ldaita rugi akib&t kesala.han, kelalaia.n. 
dan ktalpaannya.. 

'\'.IP 
............................................................. ) 

VII. Catatan 1...ilil.Lam 

.SfP I r 

.. 1 
~JP 

Pt:nggunn 
A.nggart1n/ Kwtin 
Pcnguna~ 

VI. Tibu dt : 
frenipal KC'dudukau,1 
Pada T•nggal 

NIP 
(.. . ~,.. .. .. t 

V. Tibe. dr : 
P•d• Tan,w.l : 
Kepela. 

NIP 
1 _,, _., ) 

IV Tibo. d1 : 
Pa1d.t T•nQul : 
Kcpttht • 

NIP 
1 ) 

tit. Tiba di : 
Poda TenAAJ"I ; 
K<pola 

- 

- - - , 1. 

fkrangkat dan 
Kt- • 
l'llda Tan ..... 
'-•P"la 

NIP ---- 

1 ) 

II. Tiba d1: 
Pada Tanggal : 
Kepala 

1-- ·- ·- ·- ·- - 
NIP 

I. lkrangl<at clan: 
(rcmpal 
~udukanJ Ke · 
PadaTanpl: 
l(•p,lla. 
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KOP SURAT SESUAI NASKAH DiNAS 
PERANGKA T OACRAH 

ill. Format Rincian Biaya Perjalanan Oinas Jabatan 
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BU.ya Jumlahyang B,aya 
Jenis PerjaJanan Dines Jabatan Trwlopor Dibayarkan Pcmeoan dan 

K<g,alMI Ang)cutan 
I Oala:m Kota Jenazah 

~ Perjalanan Dina.s Jabata.n B1asa-:-- • 
&suai Pfflugaaan I ' . 

b Perjnlanon Danns Jnbatnn un,uk m<ngi!nnl , 11 v II 

~ 

. 
!'opat,_ Mmir'l~r dan ~ffllS'll._'a, __ .._ ---- - 

le, PerjaJanan Dmua Juba.tan untuk mencmpuh Kcbenln~t.an 
uilen dinaa/ujian iabatan. ' dan p ang . 

rt Perjalanan Danos Jabautn untuk ntfflghadap 
Mojchs Pcnguji k<'M"hatan Ptgawai ASN 11.tau 
menghadap ~rang doktor PffllUJ~ 
kest"haton yang dnunJuk. untuk S<-suaJ Pcnugagn . 
mendapatkan aurat kt'terangan dokt~ ' 
ten tang keeehatennya guna kcpcnun~an 
Jab.utan 

~- Perjalnnnn Oma• Jabman untuk 
ffl('ndapatk.tm mernpereleh pengoba!MI 

-; ~,uw Penu~NJl berdasnrkan aunol kctcmnpn dokl<r karm~ . 
mcndop .. u cederu p .. d .. waktu/ kattna, 

'.'-:~~~~uknn tugoa. 
Pt'rjnlonon Danos Jabot.an untuk 
mtndftpatka.n p,ngobauin bttdallfttkan Seouru Penugaaan keputusan Ml\j<ht PenllUJI KcKh•tan ' 

. 
Pc8,ilWQl Nqttri ~ t- -~ 

l· Pcrjnlanan Oinaa Jabe.tan uniuk m~g:ikut, ' K~beran~w.n 
dan Kep ""IIIU' . 

-ndld,kon_!<!•ta_ J?.•i>lo'!!!}S 1 /S2/SJ 
h P<rjolonon Dano, Jab.itan unruk mcngilnl~ ' Scau&1 PcnuRaAn . 

_pend1~1kan d_an_~lntahan. ... 
. Pct)alonon Oma.a Jabotan untuk mfflJetnput 

/ mengruuarkan ke tcmpe.t pemakaman 
jenuzah Kepala Daorah/Walul K<'l)llli( Dibayarkan 1 ' Daerah, Punpanan DPRD don Anggoln DP:i ' (aa<ul kalll 
Pegaw1U ASN dan Pohak Lam yang mcnon 
duma dalrun melaku.kan pe-r:,alanan dma.s • ... . PerjoJo.non DmasJabiltaii uiiruk--OlmJefflput: 
/n1cngantarkan ke tcmpat pemakaman 
jcnazah Kcpa!a Daerah/Wakd Kcpalo( 
Dacrah, Punpmnn DPRD dan Anggota DPRDi Dibayarkan 1 ' Pegawru ASN dan Ptha.k Lam yang mcmnggal ' (aa<ul kal•I 
dunia dun Tempat Ke-dudukan yang tcra.klnr 
kc: kola tcmpat pcmakam.an. 

JV. FORMAT BIAVA PER.JAI.ANAN OINAS JABATAN 

l. KOMPONEN BIAVA PERJAu\NAN Ol"IAS JABATA"I 01 DAL.AM KOTA 
SAMPAJ DENGAN 8 (0Eu\PM1 JAM 
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3 

2 

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan unruk mengikuti kegiatan 
rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi V 
Lampiran II Surat ini. 

Biaya rransper kegiatan dalam kola dibayarkan secara lumpsum sesuai 
SHS clan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat 
dalam komplek perkantoran yang sama. 
Pcrjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapal dibcrikan biaya scpanjang tidak 
menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan udak 
bersifat rutin. 
.Jerus Perjalanan Dinas Jabatan pada buruf I clan buruf j diberikan biaya 
Lranspor Kcpala Daerah, Wakil l(epala Daerah, Pirnpinan DPRD, Anggota 
DPRD, Pegawai ASN dan Plhak Lain serta Keluarga paling ba.nyak unruk 4 
(empm] orang. 
Lamn pelaksanaan Perjalanan Dinas Jaba1an pada buruf e clan burur c 
uduleh l«'SuUJ wakru yang d11empuh menUJU rempat pend1d1kan/uJ1n.n. 

Kctcrangan 
1 , I) 
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Biaya I I 
Bia ya 

Jenis Perjalanan Dinas Uang BUI.ya Transpor:Jumlah Han Pemeuan 
Jabatan Hanan Pengmapan ~-, yang dan 

dlbayarkan Angkumn 
Jenazah 

a. Perjalanan Omas Jabat.an dalam1 
St'suai rangka pelaksanaan ,ugas dan' ' ' ' run:&~l.Jang__mclekal pad a jabatan{- Pt-nugasan -~ 

b. PerjoJnnan D111n.s Jabatan wuuk St°SU8J 

mengikuti rapat, semmer dan , II , 11 '11 Pcnugasan . 
1- s_eJ~Ollil}~._ I - - • 

c. PerjnJa.nan dinas Jabatan Makslmal 90 
dnlam rA.nglul Pcn,tUmandaho.n ' ,21 ,a, (S<mbllan . 
(O,,ta.-,henng/ I puluhl hori - d. Perjalnnan Dina, Jabatan untui( 2 fdua) 
menempuh UJliln d.mu/uJmn ' ' ' han 

. 
"JO.butnn._ t ~ + 

e, Perjalo.non Dinos Jabatan untuk 
menl!hodap MaJebs PcnguJij 
kesehatan Pegawal ASN «uau SesuaJ mentQdap acora.ngdokter pmgi..ul ' kt8(' OlM yang d1tUOJUk, untuk ' ' PC"nug11a1m • 

mr-ndopatkon 1urnt ketttanR,tlll, 
doktcr tentang ke-.chnto.nn)·.: 

t----S!mn kt-ptntui.,1a.n jnbaton ' +- -· r. Pcrialanon Danna Jabn,an untuk 
memperoleh penaobatan I ~auai berdn1111rkan surut kttcrangan 
doktcr yang berkempeten karn1a ' ' v 

PcnuJIU(ln • 
mcndoput eedera pada t 
wnktuLmcloku~ tu~. .. 

g. Mendoputkon penaobatlln Scsuai 
brrdasarkon kcputu.an MaJdu1 ' ' v Pcnuga.aan . 
PcnguJI Kcaehatan Pcgawai N<gmj 

h J'TT)alltnRn Danas Jabuum unt-uk I Mak•1mal 2 meng,kuta pend1d1kan ...-iara. ' ,. -I (dua) hari 
. 

Oioloma/S I /S2/S3. I 
I. Perjalanan 1>1nu1 Jabo.tan untuk -I ~aua1 

men8)kuti pcndldlkan dan ~ ,s1 Pcnugaaan 
. 

oelouhan __ _ 
J Pel)alanan DLnas Jabat.an untuk 

. 
meruemput/ rnengantarkan ke 
tcmpttt pemakaman JCnazah Maks,mal 3 Kcpala Dacmh, Walul Kcpala ' • 
Daerah, Ptmpman OPRD, Anggota ' ' (Uga) han \ 
OPRO. Pegnwai ASN dan Penha! 
Lam yang mcninggal dun.ia ~ 
mclakukan oerialanan ctinas +- . 

k. Pctjalanan Dmas Jabat.an untuk 
menjemput/ mengantarkan ke 
tcmpat pcmakaman J<nazah, 
Kcpala Dae.rah, Walul Kepat.a; Maksamal3 Dnernh, Pimpinan DPRO, ' ' ' ' Anggota OPRD. Pcg&\li'ai ASN (tigal han 
dan Penha! Lain yang meninggal. 
dunia dan Tcmpat Kcdudukan 
)''1ng terakhlr ke kota ·=~ nema.kaman. 

2. KOMPONEN BIAYA PERJALA.'IAN DINAS JABATAN DI DAI.AM KOTA 
LEBIH DARI 8 (DELAPA:,;J JAM 

• 143· 



-149- 

9 

"i5) 5 

4 
v4) 

>3J 3 

2 

Keterangan 
1 ,J IJ Rtncian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan 

rapat, seminar, clan sejenisnya berdasarkan angka romawi V Lampiran 
11 Surat ini, 
Biaya Penginapan diberikan dalam ha! selama masa Pengumandahan 
(Detasering) tidak tersedia rumah dinas. 
Biaya transpor pegawas dibenkan unruk transportasi pada saat 
kedatangan dan kepulangan. 
Uang hanan diberikan berupa uang salru sesuai SHS selama 
mengikuu 
kegiatan. 
B,aya pengmapan diberikan I (satu) hari pada saat kedatangan den 
l(satuJ han kepulangan, 

6. Biaya transpor Kepala Dnerah, Wnlol Kepala Daerah dan Eselon I diberika» 
sesuai biaya riil. Dalam hal tidak d,peroleh bukti pengeluaran riil, diberikan 
berupa biaya transpor keg1atan dalam kota yang dibayarkan secara 
lt~mpsum sesum standar biaya. 

7. Binyo tronspor Pegawai dibenkan sepanjang' udak menggunokan 
kendoroon dmas, diseruu dengan sumt tugas, dan udak bers1fat ruun. 

8. Jenis Perjolanan Dmas Jabatan poda huruJ J clan hurur k: uang harian, biayn 
rranspor Kepala Daerah, Walol Kepalo Daerah, Plmpinan DPRD. Anl(llOlll 
DPRD, Pegawai ASN don Perihal lain/keluarga, dan bioya penginopan 
diberikan paling banyuk untuk 4 (empatl orang. 
Lama pclaksannun Perjalanan Dinos Jabaton pada hurur d clan huruf h 
adalah sesuar waktu yang duempuh menuju rempat p.-nd1dikan/ui1an. 



I Biaya I Jumlah Han Sia ya 
Je.njs ~alanan Uang Aeng- Biaya yang Pcmetian dan 

Dina.s Jabat.a.n Harian ma pan l'ran•por dibayarkan AngkuUUl 
Jenlllah 

• . • 
a. Pel)alanan Dinas dabatan dal:""i 

Scouai rangka p,,laksanaan tugao dar • ' ' ' Pmugaoan . 
fungs, yang melekat pad, 
inbatan 

b. PeQa.lanan OmasJabatan untul 
, 11 I , II ,11 Sesua.i mengikuti rnpat, scmmar dan . pmugasan 

se,en11n• .... I • 
e. PerJRlnnan OlnaaJabatan dalarr 

~ ,'21 ,Jj Maks1mal 90 
ranglul Pmgumandahan (Sffllbllan . 

/Detas,lumn"' I ouluhl han 
d, Per.,alanan Dm-18 Jabatan untul 

' 2 (dual han menempuh u;ian dmas/ ujw \ \ . 
W•botan. __ 

e. ~rjalnnan D1naaJabamn untu.1 
mcnRhadap M111eh1 Ptn~~ 
kesehatan ~gnww ASN ata 

I menghadap 0<0rang dokt • ~esua.i pcnguj1 kcschuton yun \ \ \ ugaoan . 
ditunjuk, untuk mtndupot~ I surot kctcrangan dokter tentan 
ke&chut,mnya guna kepmtm~ I 

r.J;t;~f~in t>UlaaJnbatiin uinU . t +- 
memp<:roleh P<"nc<>ba 
berdaaarkan 1unu kct<<anpnj ' I ,' \ St-suaJ Pmuga...., . 
doktor karcna mcndapat c«l""'I 
pnda wal<tu/karena mC'lakuj__ 
lUJl8S,. t- +- - -~ 

g. PcrJalanan D1nt1aJnbatan untu~ 
rnendapatkan pengoba~ • • $c&U8J ' b<-rdo&rukan kq)utusan Ma,Jeh ' \ Pmuga.an 

. 
Ptngu,i, Ke..,haUUl Pegaw 
N-cr1 

h Ptt)alanan Dina, Jabatnn untul • mengikuu pcnd1dlkan .... ra \ ' \ ~1.ru:1~~.1 
. 

DlolomnlS 11521$3. 
1, Perjalnnan DmasJabotan untu~ 

'4) ,· 51 ' . mcngikull p,ndldJlw\ t!an; Sc5UaJ p<:lauhan~ I PenuA4san 
• 

J, PcgolanA.n Din.as Jabatan untuk 
mcnJcmput/ mengamarkan kc 
tempai p<:makaman Jotlll.Ulll\ 

Makslmal3 Kcpaln Dattnh/Wal<il Kepal" ' ' v 
Daerah, Punpman dan Anggotoi ' Jugo) han 
DPRD, dnn AS'.'< yang menm~ 
dunia dalam mclakuk..an 
cerialanan dmas. I . 

• k. Pet')alanan 011,as Jabatllll untuk: I menjemput/mengantarkan ke 
tempel pcmakaman Jc:nuah 
Kepala Daerah/Wakil Kepal111 • Mak11imal 3 .; Oacrah, Pimplnan dan Anggot1' ' \ \ (tip] hon 
DPRD, PNS dan P1T yang 
meningga) dunia dari Tempat, 
Ke<ludukan yang tcrakhir kd 
kota tcmoa:t ,._..,.a.ktun11.r1. l . 

3. KOMPONEN BIAVA PER..IALANAN DINASJABATAN MELEWATI BATAS KOTA 

- I.SO. 
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Keterangan 

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti 
kegiatan rapat, seminar. dan sejenisnya berdasarkan angka 
romawi V Lampiran II Su.rat ini. 

Biaya pcnginapan diberikan pads saai kedatangan dan selama 
masa Pengumandahan (Deco.sehenng) dalam hal tidak tersed ia 
rumah dinas. 
Biaya transpor Kepala Oaerah, Wakil Kcpala Daerah, 
Pimpinan 
OPRO, Anggota OPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain dibenkan 
untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan. 
Bia ya 
transporKepala Oaerah, Wakil Kcpala Daerah, Pegawai ASN 
dan 
l'lhak Lam diberikan sesuar nil, scdang)<an l'lmpman OPRO 
dan 
AnAAOta OPRO <bbenkan seeara lumpsum dengan batas biaya 
teninggi sesuai SHS 

Uang harian diberikan berupa uang saku sesua, SHS selama 
rnengikuti kegiatan, 

Biaya pcng,napan cllberikan I (satu) han pada s.1111 
kedatangan dan I (aatu) hari kepulangan. 

6 Jen is Perjalanan OinasJablltan pada hurufj dan hurufk: uang harian, biaya 
tronspor Kepala Oaerah, Wakil Kepala Oaerah, l'lmpman OPRD, Anggota 
OPRD, Pcgawni ASN dan l'lhak Lain/keluarga, dan biaya pcnginapan 
diberikan palmg banyak untuk 4 (empat) orang. 



,41 Btaya pcnginapa.n d1bcnkan apabila tttdapat kesuluan lranaportasi 
achingga mcmcrluka.n waktu untuk menginap. 

5 Uang tranepor dtbertkan &q>,lUlJang lldak mmggunakan kendaraan dU1as. d1serta.i 
dcngan aurat tugas, d.an udak bC'nufal ruun 8C1'la tidak d.abcnkan kcpada Pclaksana 
SPO yang mclakululn rapat dalam komplck perk.antoran yang sama. 

3 

2 

81aya uanepor kcpulanpn ~lakeana SPO dtllam rangka mcng1ku11 
ropa.t. Kmanar. da.n l<'JfflUm)a dapat chbayarkAn .cbc'MU' biay• 
trw,1por kcdah,n.,.n to.nJ)tl mcnyC"rtak~ut bukn pengeluarun 
t.ranaponuaa k~uldngan. 

Uong aaku mpat clibenkan untuk mpat d1 luar Jam kcrja acsuru 
kete-ntuan yang diatur d.alam SHS, 

Uang trrunpor d1bc-rikwl tttuai B,aya Rut D•lam hal udak dipc:rolt'h 
buku pengcluaran rul, d1b<nlcan berupa b1aya tran1por 
kcgJat-.n d.Nam kota yang d1bayarkan a«ara tumpsw« aesuai 
SHS. 

1 

Keterongnn 

Komponen Biaya Uang Saku I Uang Bia ya u~ 
Perialanan Dinas • Raoat Harian I Trans-r Pen an 

I_. Dalam Kota _Sampa, Dengan 8 Jam 
I 

'2) I I. Peserta . , 31 I . 
2. Panitia/ Moderator . . I . . . - 
3. Narnsumber L . 1 '3) . - 

II. Oalam Kota Lebih Dari 8 Jam - I I. Pcscna I ' 2) . '3) "4) 
2. Panatia/ Mo<le:R!o~ . . - . - 
3. Narasumber . . '3) '4) - - II. Melewau Batas Kota 
- - 
I. Peserta ' ~ 11 ' 

~ 

- - - 2. Pnnilio/'dodcrntor . . . -- -- 3. Narasumber . 'I) ' 

V. FORMAT RlNClAN BIAVA PER.JAJ.A,'IIAN OINAS JABATAN UNTUK 
MENGJKUTJ RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA 

1. VANG OILAKSANAKAN 01 OALA,\i lv\J\'TOR 
(RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA) 
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6 UMg transpor pega~"al drberikan aq,anjang tidak menggunakan 
kcndaraan dinas. disertai dengan surat tugas. dan tida.k betsifat rutin. 

4 

3 

2 9,aya transpor kcpulangan Pl,lakuna SPD dalam ran(l)<u mcng,kuu 
rapat. acmmat, dan a,qt:n1anya dapat d.abayarkan ecbesnr 
b,aya tranapor- kcdotangan tanpa mt':n}·crta.kan bukti pcngcluaran 
t l'l\r\ apon.a2h keputangi,u, . 

Uong saku Fl,/Jboard/ Fl,llday/ Hal/day d1bcnkAl.n acsuai dcngan 
paket rapat. 1e:mmar, clan K.Jt':ruanya yang d.J.atvr dalam standar 
bu1ya. 

B1aya ~ngmapa.n dlbcnkan apab1la mcmerluka.n waktu untuk 
mcng,nap I {satu) han pada ....,, kcdatangan dan/atau I (satu] 
han pad a saat kcpulangan. 

5 Uang saku paket FlJllboard/ FlJl/day/ Ha/fdoy mcng,kuu ketentuan yang 
diatur dawn SHS. 

, li Uong hanan d,bcnkan l (oatu) hari aaat kcdatang,in dnn l (80lU) 

han p;,da .. ,., kcpul.,,.an 

Ketera.ngnn 

Uang Uang 
Komponen Biaya Saku Saku Uang Bia ya Uang 
Perjalanan Oinas Paket Paket Transpor Penginapan Harian!) 

Full board Fu/lday - l. Oalam Kota Sampai Denean 8 Jam 
l. Peserta ,31 ' . . . - - 2. Panitia/Moderator . ,31 \ . . 
3. Narasurnber . . \ I . I . 

11.Dalam Kola Lebih Dari 8 Jam . 
I. Peserta ,3) ,3) ' ,4) \ 

2. Panaua/ Moderator ,3) ,3) ,; I \4) I ,J - 3. Nnrasumber . . \ ,4) ' 
Ill. Melewau Botas Kot11 

- 

l. Peserta ,3) ,'2) .; ' . 
..... ~ ~ ...... 

2. Panitio/Modcrotor ,3) . ,'2) ' ' - 
3. Narasurnbcr . . "2) ' ' L - - 

2 YANG OILAKSANAKAN 01 LUAR KAJ\o'TOR PENYELENGGARA 
(HOTEL/TEMPAT LAIN) 
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URAIAN/TUJUAN GOLONGAN PEIJ\KSANA SPD 
COLOSGAN IV GOLONGAN Ill COLONGAN II GOLONGAN I 

• • 
Jumlah barang yang 
digunakan sebagai 
dasar perhitungan 

1. Pegawai yang 25 m t 20m> 

I 
15 ml 10 m' berkeluarga 

dengan anak - 2. Pcgawni yang 15 m> 12 m> 9 m> 6 m> berkeluarga 
tanpa anak 

3. Pegnwa, yang 
5 m' 4 m• 3m• 2 m> tiduk berkeluarga 

VI. SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DM ANGKUTAN BARANG 

·LS<. 



( 13 l 

112) 

S.nut>.J"Oal"I d~n petT'batata"' ~.,..•Dv1, ~aJ..sanNn pel)alanan d1na1 t-dt'k 
ctapatciganblitlln Ofen P1110.1 Ne,garaP91at>a1 0Mral"'P~w•• AS,..,·P,h,1k ia1n 
Oem,ktal"I 11.o,11 pernya,a•" "'' dob4...et de"'Qan 1e~amya dan ~ab,1.1 d1 kemud,:an 
her, tern)'a1a aura, p«nyataan 1n1 ~ak b<en.ar saya be>l'ta""OQung ,,..,...,b c,enuh dAn 
~rsed•a d•p,oses ••1.1• cteno•"- li.~et"h.aan hu"'um yang beortaku 

(, , ) . ............. 

Yan; bertandatangan e bawah In• 
Nam,1 (11 
MP 21 
Jab••n .3) 
Un.! Ker,a ,., 
SKPO SI 

Meny•t•t..•n de"Qllfl , .. .,.,,ggi..t'lny• oa"'IWa wgas Pettatanan 011'\as Jaba!an •tat 
nama 

NltN ,8) 
NIP (7) J...... :8) 
Un,1 K•tJ• 'G) 
SKPO j 10) 

d1b1t1lkan ata.1 bdak oapa1 o.&1111;1,Rl'\A.c~ dMCMbkan aoan)la keper1uan d•l"!II 
ld1nny• yenoaal"Qilt m .. ·(j.,.." J)et'tu,g dar, bdi, daipat d !\Inda ya tv 

SURAT PERl<YATAA"I PEIIBATAl.A'II TUGAS PERJAV,NAN OINAS JABATAN 
NO MOR 

KOP SURAT SESUAI NASl<AH OINAS 
PERAl<GKAT OAERAH 

VII. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN OINAS JABATAN 

·lSS- 



Perunjuk Pengisian Format Surat Pemyataan Pembatalan Tugas Perjalanan 
Dinas Jabatan 

(1) Diisi nama pejabat pcnerbit Surat Tugas 

(2) Oiisi NIP pejabal penerbit Surat Tugas 

(3) Oiisi jabatan penerbit Surat Tugas 

(4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas 

(5) Dils, nama SKPO penerbu Surat Tugas 

(6) Diisi nama Pelaksana SPO 

(7) Oiisi NIP Pelaksana SPO 

(8) Oiisi jabatan Pelaksana SPO 

(9) Oils, namo Unit Kerya Pelaksana SPO 

(10) Diisi nama SKPO P,,Jaksana SPO 

(11) o;,., nlasan pernbatalan pelaksanaan peryalanan din as 

(12) Diisi lempat, tangga], butan, dan tahun dilandotangani aural 
pernyataan 

(13) Oiis, tanda tan~ dun nom.i J•1'1• peJabat penerbu Surat Tugas 
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(\5) 

1\4) 

O,bata!k.an MMl8i c:i.noan M,;rat P.,-nyec..an P..-noetat6n Tug.a Pe,.,.atan.an 
Otna1 Jabll1an Nomot 1.ai,gg,1 

Berk~••n d..,g.e,, pemoat.eia., •~ t>.aya tranJ.PC)r bef'\.11)11 
(11) Clan N,a ~·pan,•~ tNn t.,tan,.,, o,ba.,erk.lln ata1 

beban CPA-SK.PO tidak O,apet o "~ ,e,u,t,t1 c~an·Mtutut'lny•> 
IOl>Ooat Rp (12) -- d~-••• poda OPA·SKPO 
Nomor tartggei SKPO (13, 
O.tnk1an ktt•t oemyat.an n d bu.e1 ~n NOtnarnya csen ap.eblla 
d•k•mud,..n ~r, t4Httyat. .....,.., P'e«")'ltaan lf\f tJOet t,en.e,r csen n"MM1mtx,1~an 
kerug.ao ne;a,ra Mya tMll'1anggung ,.,...o Pt'lu"' dan befMd.a menyeto,t,.ai, 
k.en.,g,an daereh tet'Hbul "-• Kat dNrah 

t 5} 
11, 
(91 
,11 

110, 

111 
,21 
(3) ,., 
IS} 

t>el'-w• P.,,a,a'\al'I Oona• Jabete'I 
.. _. dao SPO Nomor 

v•no t>enanctatang,11n o,oa.,,an W\I - NP 
Jaba~n 
Un,1 Ke,i1 
SKPO 

meny•takan oenoen MkmQVVM)e 
berd•QrkW, Swr•t Tugas "°"'°' 
'""OOAI •'•' Mme 

Na""° 
N'P 
J•t>aci.n 
Un< l(At<JI 
SKPO 

SURAT PERNYATMN PEMBEBANAN 
BIAYA PEMBATAUIN PERJAl.A._.AN OINAS JABATAN 

KOP NASKAH OINAS 
PEAANGKAT OAEAAH 

VIII SURAT PERNYATAAN PEMBEBA.'IIA.'\ BIAYA PEMBATALAN PER.JALANAN 
DINAS JABATAN 
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Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya 
Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan 

(1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Untt Kerja SKPD yang dibebani biaya 
perjalanan dinasnya 

(2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kcrja SKPD yang dibebani biaya perjalanan 
dinasnya 

(3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya 
perjalanan dmnsnya 

(4 J O,isi name Unit Kerja SKPD yang dibebaru biaya perjalanan dinasnya 
(5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya 
(6) D1isi narna Pelaksana SPD 
(7) Olis, NIP Pelaksana SPD 
(8) Diisi jabaton Pelaksana SPD 

(9) Dii•i nama Umt Kerja SKPD yang dtbeban, b,aya perjalanan dinasnya 
(10)Diis, numa SKPD yang dibebem biaya perjalanan dinasnya 
(11) Diisi trnnspor yang digunakan 

(12) Diis, dengan iumloh rupiah biaya trnnspor don peng,napan yang udak 
dapat dikcmbnhkan/rdund scbapn/scluruhnya 

(13) Diisi nomor DPA·SKPD, tangp), dan nama Unit Kcrja SKPD yang 
dlbebonib,ayu pel)alannn d1r,asnya 

(14) Diisi dengan tcmpat dan tangp) mcnandatangani surnt pemyataan 

(15) Diis, tanda tnngon don nama Jelas PA/KPA poda SKPD/Unit Kerja SKPO 
yang dtbebani biaya perjalanan dinosny" 
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2. ,, ~" f...e.i.o 
.--,---+-· 3. "'-!>. flll1Nl>t 

-Jabatan Para( Nama No 

- 
Parat Koordina11i 

NIP NIP 

Palo~na8PO 
~•n09Una Anooarat'\J 
KuaN Pangguna AnogAl'on. 

O.mkian s,4tmyn!J)an ml lo.ami bual e1 .. ,o•n MO.naniya unlu~ o,pa1guna,.an 
Ml>Ogoomana me•l>l'l)'U 

D Jurntan v•no ,a,..•Dwl paoa angl(.9 1 O• •1•• Nn..,•benar chkah.i.rkan untuk 
pelalo'Jtanaan Pat,1,t~nan 011,ae a,rn...1<•uo o,,n a1>111:>11a d1kamucuan nan 
t•r<iapet kelebolhan at .. pembaya,an Iii.amt betMOl• un1Uk menyat~n 
"• .. btt'lal"I tar•aout k• K•• Oaoran 

+ 

Ura1an 

IOnogal 

Yono o.n.ane1•1•no•n 01 Hwan ,n, 
Nomo 
NIP 
J•o•t•n 

bafdt11M1.rtuln Suro1 Por.«'IDn•n 01ru11 (SPO) No""°' 
<1@no•n 1,u kllmt menyot•k.9n aonoon HtklnQOl.lhnv• t>e.nwa 
a B+aya nan.por PtJ•t>•Vp,e,o•w•• aan.r•i."' t>tav• ~no.na.,..n o,bawan 

1rt1yano bdAk dall)tl1 01pe,01•n buloil1-0uk1, p.ng•luarannya mel!p..;ti 

OAF"T AR PENGELUARAN Rm. 

KOP NASKAH OINAS 
PERANGKAT OAERAH 

IX. DAF'TAR PENGELUARAN RllL 
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